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kualitas lulusan UIN Sunan Ampel. 
Kepada Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development 
Bank (IDB) yang telah memberi support atas terbitnya buku ini, tim 
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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. berkat karunia-Nya, 
buku perkuliahan Hukum Perwakafan di Indonesia ini bisa hadir sebagai 
referensi bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Perwakafan 
Di Indonesia. 
Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran 
pada mata kuliah Hukum Perwakafan di Indonesia. Secara rinci buku ini 
memuat beberapa paket penting meliputi; 1) Pengertian wakaf dan 
kedudukannya dalam pandangan hukum Islam (al-Qur’an, hadith, pendapat 
ulama serta menurut hukum positif); 2) Syarat dan rukun wakaf; 3) 
Kedudukan harta wakaf; 4) Macam-macam wakaf; 5) Tata cara perwakafan; 
6) Nadzir dan pengawasan harta wakaf; 7) Menukar dan menjual harta 
wakaf; 8) Perubahan status dan penggantian harta wakaf; 9) 
Memperkembangkan harta wakaf; 10) Penarikan kembali harta wakaf; 11) 
Penyelesaian perselisihan harta wakaf; 12) Wakaf tunai; 13) Wakaf 
produktif dan BWI. 
Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi 
tersusunnya buku perkuliahan Hukum Perwakafan di Indonesia ini. Kritik 
dan saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.  






































Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan 
“Hukum Perwakafan di Indonesia” adalah sebagai berikut: 
 











































































Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan 
tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا ي,   dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) 
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ai” dan “au” seperti 
mauqu>f ‘alaih, mauquf. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan 
berfungsi sebagai sifat (modifier) atau mud}a>f ilayh ditranliterasikan dengan 
“ah”, sedang yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
 
1. Identitas  
Nama Mata kuliah : Hukum Perwakafan di Indonesia 
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah) 
Bobot : 2 sks 
Waktu : 2 x 50 menit/Pertemuan 
Kelompok Matakuliah : Kompetensi Tambahan/Pendukung 
2. Deskripsi  
Mata kuliah ini membelajarkan mahasiswa-mahasiswi untuk memahami 
dan menguasai hukum perwakafan baik dari segi pengertianya menurut 
hukum Islam dan hukum positif, syarat rukun, tata cara perwakafan, 
penukaran harta wakaf, wakaf tunai, maupun wakaf produktif. 
3. Urgensi  
Matakuliah Hukum Perwakafan di Indonesia ini sangat diperlukan oleh 
mahasiswa-mahasiswi jurusan muamalah sebagai tambahan atau 
pendukung dari ilmu-ilmu dasar dan utama, karena lulusan atau alumni 
Fakultas Syari’ah dapat diterima sebagai panitera atau hakim di 
Pengadilan Agama. 
4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi  









a. Menjelaskan pengertian 
wakaf menurut para ulama 
dan hukum positif 
b. Menjelaskan dasar hukum 
wakaf menurut al-Qur’an, 
Hadis dan hukum positif 
c. Mengkomparasikan dan 
mengkritisi pengertian 
wakaf yang 
diformulasikan oleh para 











































dan rukun wakaf 
Mahasiswa mampu: 
a. Menjelaskan syarat dan 
rukun wakaf menurut 
hukum Islam 
b. Menjelaskan syarat dan 








a. Menjelaskan proses 
perwakafan menurut para 
ulama madzhab 
b. Menjelaskan proses 
perwakafan menurut 
hukum positif 
c. Mengkritisi proses 
perwakafan menurut 








Mahasiswa mampu:  
a. Menjelaskan penukaran 
harta wakaf menurut para 
ulama madzhab 
b. Menjelaskan penukaran 
harta wakaf menurut 
hukum positif 
c. Mengkritisi penukaran 
harta wakaf menurut 









perspektif fiqh dan 
hukum positif 
Mahasiswa mampu:  
a. Menjelaskan persamaan 
dan perbedaan konsep 
perwakafan dalam 
perspektif fiqh dan hukum 
positif  
b. Mengkritisi persamaan dan 
perbedaan konsep 
perwakafan dalam 













Mahasiswa mampu:  
a. Menjelaskan faktor 
penyebab timbulnya 
persamaan dan perbedaan 
konsep perwakafan dalam 








































b. Mengkritisi faktor 
penyebab timbulnya 
persamaan dan perbedaan 
konsep perwakafan dalam 











dan sejarah wakaf 
tunai 
 
Mahasiswa mampu:      
a. Menjelaskan pengertian 
wakaf tunai menurut 
hukum Islam dan hukum 
positif 
b. Menjelaskan hukum dan 
sejarah wakaf tunai 













menjelaskan konsep dan 
strategi pengembangan wakaf 
tunai menurut hukum Islam 













pengelolaan dana wakaf tunai 
dengan memanfaatkan Bank 
Syariah sebagai kustodian, 
kasir dan dikelola sesuai 














menjelaskan wakaf tunai dan 
pembangunan ekonomi 
dengan membuka kebuntuan 
wakaf, pemberdayaan 










tunai sebagai dana 
publik 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan wakaf tunai 
sebagai dana publik menurut 





13. Kemampuan Mahasiswa mampu Pengertian dan 
viii 
 



































menjelaskan pengertian dan 
dasar filosofis wakaf 
produktif menurut hukum 







wakaf produktif  
Mahasiswa mampu 
menjelaskan potensi dan 
pengembangan wakaf 
produktif menurut hukum 










































UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2004 
TENTANG 
WAKAF 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang 
memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum; 
b. Bahwa  wakaf  merupakan  perbuatan hukum yang telah 
lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang 
pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan; 
c. Bahwa   berdasarkan   pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Wakaf; 
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang 















































DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 






Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 
lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda 
miliknya. 
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 
 dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 
dan/atau  manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi 
menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. 
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah 
pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta 
ikrar wakaf. 
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan  perwakafan di Indonesia. 
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8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdiri atas Presiden beserta para menteri. 








Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 
 
Pasal 3 
Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. 
 
Bagian Kedua 
Tujuan dan Fungsi Wakaf 
 
Pasal 4 
Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 
 
Pasal 5 
Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 













































c. Harta Benda Wakaf; 
d. Ikrar Wakaf; 
e. Peruntukan harta benda wakaf; 






Wakif meliputi : 
a. Perseorangan; 
b. Organisasi; 
c. Badan hukum. 
 
Pasal 8 
(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: 
a. Dewasa; 
b. Berakal sehat; 
c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 
d. Pemilik sah harta benda wakaf. 
(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya 
dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta enda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran 
dasar organisasi yang bersangkutan. 
(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan 
hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai 
dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 
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Nazhir meliputi : 
a. Perseorangan; 
b. Organisasi; atau 
c. Badan hukum. 
 
Pasal 10 
(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat 
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Dewasa; 
d. Amanah; 
e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat 
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/atau keagamaan Islam. 
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat 
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus  badan  hukum  yang  bersangkutan memenuhi persyaratan 
nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 
5 
 

































c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
 
Pasal 11 
Nazhir mempunyai tugas : 
a.  Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya; 
c.  Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 
 
Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 
dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 
 
Pasal 13 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 
memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 
Pasal 14 
(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Nazhir 
harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam 












































Harta Benda Wakaf 
 
Pasal 15 
Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh 
Wakif secara sah. 
 
Pasal 16 
(1) Harta benda wakaf terdiri dari: 
a. Benda tidak bergerak; dan 
b. Benda bergerak. 
(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta 
benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 
c. Surat berharga; 
d. Kendaraan; 
e. Hak atas kekayaan intelektual; 
f. Hak sewa; dan 
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g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 






(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW 
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan 
dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 
 
Pasal 18 
Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak 
apat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh 
hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 
oleh 2 (dua) orang saksi. 
 
Pasal 19 
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan 
surat  dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. 
 
Pasal 20 
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 
a. Dewasa; 
b. Beragama Islam; 
c. berakal sehat; 








































(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. Nama dan identitas Wakif; 
b. Nama dan identitas Nazhir; 
c. Data dan keterangan harta benda wakaf; 
d. Peruntukan harta benda wakaf; 
e. Jangka waktu wakaf. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedelapan 
Peruntukan Harta Benda Wakaf 
 
Pasal 22 
Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya 
dapat diperuntukan bagi: 
a. Sarana dan kegiatan ibadah; 
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 
e. Kemajuan  kesejahteraan  umum  lainnya  yang  tidak bertentangan dengan 
syariah dan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 23 
(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. 
(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, 
Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan 
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Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat 
dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 
 
Pasal 25 
Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu 
pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, 
kecuali dengan  ersetujuan seluruh ahli waris. 
 
Pasal 26 
(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat 
yang bersangkutan meninggal dunia. 
(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai 
kuasa wakif. 
(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 




Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas 
permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan 










































Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 
 
Pasal 28 
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga 
keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. 
 
Pasal 29 
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28  dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang 
dilakukan secara tertulis. 
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan 
Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 
 
Pasal 30 
Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 
berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. 
 
Pasal 31 
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang 











































PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF 
 
Pasal 32 
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi 




Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 
PPAIW menyerahkan: 
a. Salinan akta ikrar wakaf; 




Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. 
 
Pasal 35 
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. 
 
Pasal 36 
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir 
melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan 
Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah 
peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 












































Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta 
benda wakaf yang telah terdaftar. 
 
Pasal 39 
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan 
pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB IV 
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF 
 
Pasal 40 
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 





f. Ditukar; atau 
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 
 
Pasal 41 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan 
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syariah. 
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(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas 
persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 
(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan 
harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama 
dengan harta benda wakaf semula. 
(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 




PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
HARTA BENDA WAKAF 
 
Pasal 42 
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 
 
Pasal 43 
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip syariah. 
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. 
(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 









































(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 
dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas 
dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila 
harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 
peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 
 
Pasal 45 
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 
diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 
bersangkutan: 
a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 
b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-ndangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau 
Nazhir badan hukum; 
c.  Atas permintaan sendiri; 
d.  Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
e.  Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 
(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 
Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan 
dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang 







































Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 
45 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VI 
BADAN WAKAF INDONESIA 
Bagian Pertama 
Kedudukan dan Tugas 
 
Pasal 47 
(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 
dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 




Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. 
 
Pasal 49 
(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 
engembangkan harta benda wakaf; 
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional; 
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan 
dan status harta benda wakaf; 
d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; 
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 
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f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 
Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik 
Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. 
 
Pasal 50 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan 







(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 
pertimbangan. 
(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 
pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. 
(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. 
 
Pasal 52 
(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 
(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan 
oleh para anggota. 
(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan 
Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh para anggota. 
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Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua 




(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap 
calon anggota harus memenuhi persyaratan: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Dewasa; 
d. Amanah; 
e. Mampu secara jasmani dan rohani; 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 
g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang 
perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi 
syariah; dan 
h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan 
perwakafan nasional. 
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan 
mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf 











































Pengangkatan dan Pemberhentian 
 
Pasal 55 
(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 
(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan 
diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. 
 
Pasal 56 
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
 
Pasal 57 
(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia 
diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. 
(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada 
Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf 
Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. 
 
Pasal 58 
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya 











































Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib 






Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, 
persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan 






(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia 
dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit 
independen dan disampaikan kepada Menteri. 












































(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal 63 
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. 
(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. 
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan 
Majelis Ulama Indonesia. 
 
Pasal 64 
Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat 
melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. 
 
Pasal 65 
Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. 
 
Pasal 66 
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, 













































(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, 
menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya 
harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah 
diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda 
wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas 
atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi 
jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 






(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak 
didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan 
PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
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a. Peringatan tertulis; 
b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang 
wakaf bagi lembaga keuangan syariah; 
c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan 
PPAIW. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 







(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai 
wakaf menurut Undang-Undang ini. 
(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan 




Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti 














































Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Oktober 2004 
 




DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Oktober 2004 
 









































Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
PAKET 1 
PENGERTIAN WAKAF  




Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting untuk 
diketahui karena ia dapat terjadi pada saat manusia beraktifitas. Pada 
bagian ini, pengetahuan dan keterampilan perwakafan menjadi fokus 
perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian wakaf menurut Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan menurut hukum positif di Indonesia.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami pengertian wakaf menurut hukum 
Islam dan hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan oleh penampilan sebuah contoh pendek 
perwakafan baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf di lapangan). Di luar 
contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan perwakafan yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Mahasiswa memahami pengertian wakaf menurut hukum Islam dan 
menurut hukum positif. 
Indikator 
Mahasiswa mampu: 
1. Menjelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
2. Menjelaskan dasar hukum wakaf menurut hukum Islam dan hukum 
positif 
3. Mengkomparasikan dan mengkritisi pengertian wakaf yang 
diformulasikan oleh hukum Islam dan hukum positif. 
Waktu 
2 x 50 menit 
Materi Pokok 
Pengertian Wakaf 
1. Wakaf menurut Hanafiyah 
2. Wakaf  menurut Malikiyah 
3. Wakaf menurut Shafi’iyah 
4. Wakaf menurut Hanabilah  
5. Wakaf menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati wakaf menurut hukum Islam dan 
menurut hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Wakaf menurut Hanafiyah 
Kelompok 2: Wakaf  menurut Malikiyah 
Kelompok 3: Wakaf menurut Shafi’iyah 
Kelompok 4: Wakaf menurut Hanabilah  
Kelompok 5: Wakaf menurut hukum positif 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
5. Praktik perwakafan di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik perwakafan   
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf menurut hukum Islam dan        
hukum positif 
Bahan Dan Alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
Langkah-langkah Kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena perwakafan, 
misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan perwakafan dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
Tabel 1.1:  
Daftar Nilai Praktik Perwakafan 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 
90 = sangat baik 80 = baik  70 = cukup 60 = kurang 
 
Uraian Materi  
PENGERTIAN WAKAF  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
 
Pengertian Wakaf 
Secara Etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, 
paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.1 
Dalam kamus al-Munjid diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua 
puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang biasa dipakai adalah arti menahan 
dan mencegah. Contoh kata wakaf yang diartikan dengan menahan dan 
mencegah adalah: 
 َو َﻗ َﻒ  ﱠﺪﻟا َرا أ َﺣ ى َﺒ َﺴ َﻬ ِْﰲ ﺎ  َﺳ ِﺒ ْﻴ ِﻞ  ِﷲ                                                                    
“Ia mewakafkan rumahnya, maksudnya ia menahan rumahnya untuk 
(kepentingan) agama Allah”. 
 َو ـَﻗ َﻔ ُﻪ  َﻋ ِﻦ  ﱠﺸﻟا ِﺊ أ َﻣ ي ـَﻨ َﻌ ُﻪ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  
“Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari 
sesuatu”. 
Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya al-Waqf mengatakan: 
Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata 
1 Luwis Ma’luf, al-Munjid (Beirut: al-Kathulikiyah,1937), 1014-1015. 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi 
selanjutnya mereka silang pendapat.2 
Arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam membuat 
definisi tentang wakaf, sebagaimana di bawah ini:  
1. Wakaf menurut Hanafiyah: 
"ﺎ َﻬ ِﺘ َﻌ َﻔ ـْﻨ َِﲟ  ُق  ُﺪ َﺼ ﱠﺘﻟا َو  ِﻒ ِﻗا َﻮﻟ ْا  ِﻚ ْﻠ ِﻣ ﻰ َﻠ َﻋ  ِْﲔ َﻌﻟ ْا  ُﺲ ْﺒ َﺣ "3 
“Menahan benda yang statusnya masih tetap milik Waqif (orang 
yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadakahkan 
adalah manfaatnya”.  
2. Wakaf  menurut Malikiyah: 
  ُﺲ ِﺒ ْﺤ 
ُ
ﳌ ْا  ُﻩا َﺮ ـَﻳ ﺎ َﻣ  ِة ﱠﺪ ُﻣ  ِﺔ َﻐ ـْﻴ ِﺼ ِﺑ  ٍّﻖ ِﺤ َﺘ ْﺴ ُﻤ ِﻟ  ٍﺔ ﱠﻠـ ُﻏ ْو َأ  ٍة َﺮ ْﺟ ُِﺑﺄ  ْﻮ َﻟ َو  ٍك ْﻮ ُﻠ َْﳑ  ِﺔ َﻌ َﻔ ـْﻨ َﻣ  ُﻞ ْﻌ َﺟ "
"  4 
“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa 
atau hasilya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan 
penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak Waqif”.  
3. Wakaf menurut Syafi’iyah: 
 َﺣ " ْﺒ ُﺲ  َﻣ ٍلﺎ  ُْﳝ ِﻜ ُﻦ  ْا ِﻹ ْﻧﺘ ـِ َﻔ ُعﺎ  ِﺑ ِﻪ  َﻣ َﻊ  ـَﺑ َﻘ ِءﺎ  َﻋ ْﻴ ِﻨ ِﻪ  ِﺑ َﻘ ْﻄ ِﻊ  ﱠﺘﻟا َﺼ ُﺮ ِف  ِﰲ  َر ـَﻗ َﺒ ِﺘ ِﻪ 
"  ٍحﺎ َﺒ ُﻣ  ٍف ﱠﺮ َﺼ ُﻣ ﻰ َﻠ َﻋ5 
“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan 
kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta 
dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.  
4. Wakaf menurut Hanabilah: 
2 Muhammad Salam Madkur, al-Waqf  (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah,1961), 8. 
3 Zainuddin Ibnu Najim, al-Bahr al-Raiq, Juz 5 (Mesir: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah al-Kubra, 
tt.), 187. 
4 Ali Fikri, al-Mu’amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, Juz 2 (Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1938), 304. 
5 Muhammad al-Syarbini al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, Juz 2 (Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1958), 376. 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
 َْﲢ " ِﺒ ْﻴ ُﺲ  َﻣ ِﻟﺎ ِﻚ  ُﻣ ْﻄ َﻠ ِﻖ  ﱠﺘﻟا َﺼ ﱡﺮ ِف  َﻣ َﻟﺎ ُﻪ  ْا 
ُ
ﳌ ـْﻨ َﺘ ِﻔ َﻊ  ِﺑ ِﻪ  َﻣ َﻊ  ـَﺑ َﻘ ِءﺎ  َﻋ ْﻴ ِﻨ ِﻪ  ِﺑ َﻘ ْﻄ ِﻊ 
 َﺗ َﺼ ﱡﺮ ِﻓ ِﻪ  ِﰱ َر  ـَﻗ َﺒ ِﺘ ِﻪ  ِﻟ ـَﻨ ْﻮ ٍع  ِﻣ ْﻦ  َأ ـْﻧ َﻮ ِعا  ﱠﺘﻟا َﺼ ﱡﺮ ِف  َْﲢ ِﺒ ْﻴ ًﺴ ُﻳ ﺎ َﺼ ﱠﺮ ُف  ِر ـْﻳ ُﻌ ُﻪ  ِإ َﱃ ِﺟ  َﻬ ِﺔ  ِﺑ ٍّﺮ 
 ـَﺗ َﻘ ﱡﺮ ًﺑﺎ ِإ  َﱃ ِﷲ  "6 
“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan 
hartanya yang bermanfat disertai dengan kekekalan benda serta 
memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan 
manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah”. 
5. Wakaf menurut UU No. 41/2004 Tentang Wakaf  adalah perbuatan 
hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah 
(pasal 1).  
6. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum 
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 
sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya 
sesuai dengan ajaran Islam. 
Dari paparan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa: 
1. Harta wakaf lepas/putus dari hak milik waqif, kecuali pendapat 
Hanafiyah, Malikiyah, dan menurut hukum positif. 
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang 
mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis 
dengan sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya berlanjut. 
3. Yang dishadaqahkan hanyalah manfaatnya saja. 
Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta 
wakaf masih tetap menjadi hak milik waqif, mereka berargumentasi 
dengan hadits di bawah ini: 
6 Ali Fikri, al-Mu’amalat, 312. 
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Pengertian Wakaf Menurut  
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  ِﻦَﻋ ْﺑا ِﻦ  َﻋ ﱠﺒ ٍسﺎ  َأ ﱠﻧ ُﻪ  َﻗ َلﺎ  َﻟ : ﱠﻤ ـَﻧ ﺎ َﺰ َﻟ ِﺖ  ْا َﻔﻟ َﺮ ِﺋا ُﺾ  ِﰱ ُﺳ  ْﻮ َر ِة  ِّﻨﻟا َﺴ ِءﺎ  َﻗ َل ﺎ  َر ُﺳ ْﻮ ُل  ِﷲ 
 َﻻ . م . ص َﺣ  ْﺒ َﺲ  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  ُﺳ ْﻮ َر ِة  ِّﻨﻟا َﺴ ِءﺎ  َر , َو ُﻩا  ـَﺒﻟا ـْﻴ َﻬ ِﻘ ﱡﻰ"7  
“Dari Ibn Abbas, ia berkata: Ketika ayat tentang faraid dalam surat 
an-Nisa’ diturunkan, maka Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada 
penahanan harta (wakaf) setelah turunnya surat al-Nisa’ ” (HR al-
Baihaqi dari Ibnu Abbas). 
Dengan hadits di atas, mereka menetapkan bahwa harta wakaf tetap 
menjadi milik waqif,  sehingga pada suatu waktu harta wakaf itu dapat 
kembali kepada waqif jika ia masih hidup, atau kepada ahli warisnya, jika 
ia telah meninggal dunia. 
Begitu juga pendapat Malikiyah, bahwa harta wakaf dapat kembali 
kepada waqif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan mereka 
menyatakan: 
 َﻤﻛ " َُﳚ ﺎ ْﻮ ُز  ْا َﻮﻟ ْﻗ ُﻒ  َﻋ َﻠ ﱠﺘﻟا ﻰ ْﺄ  ِﺑ ْﻴ ِﺪ  َﻛ , َﺬ  ِﻟ َﻚ  َُﳚ ْﻮ ُز  ِﻟ ُﻤ ﱠﺪ ٍة  ُﻣ َﻌ ﱠـﻴ َﻨ ٍﺔ   َﻛ ﱠﺴﻟﺎ َﻨ ِﺔ  َو ﱠﺴﻟا ـَﻨ َﺘ ِْﲔ 
 َأ ْو  َْﳓ ِﻮ  َذ ِﻟ َﻚ  َﻓ ِﺈ َذ ـْﻧا ا َﻘ َﻀ ﻰ ْا َﻷ َﺟ ُﻞ  َﻋ َدﺎ  ِت  ْا َﻌﻟ ُْﲔ  ْا 
َ
ﳌ ْﻮ ـُﻗ ْﻮ َﻓ ُﺔ  ِﻣ ْﻠ ًﻜ ِﻟ ﺎ ْﻠ َﻮ ِﻗا ِﻒ  ِإ ْن   َﻛ َنﺎ 
 َﺣ ًّﻴ َو ،ﺎ ِﻟ َﻮ  َر َﺛ ِﺘ ِﻪ  ِإ ْن   َﻛﺎ َن  َﻣ ـْﻴ ًﺘﺎ"8 
“Sebagaimana diperbolehkan mewakafkan (sesuatu) untuk selama-
lamanya, juga diperbolehkan untuk masa waktu tertentu, seperti satu 
tahun atau dua tahun dan sebagainya.  Apabila waktunya sudah habis, 
maka harta wakaf dapat kembali menjadi milik waqif,  jika ia masih 
hidup atau menjadi hak milik ahli waris, jika ia telah meninggal 
dunia”.  
Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata: 
 َﻗ " َلﺎ  َﻋ ِﻠ ﱞﻰ  َﻫ َﺬ ُﻣ ا ـْﻨ َﻘ ِﻄ ٌﻊ  َﺑ , ِﻞ  ﱠﺼﻟا ِﺤ ْﻴ ُﺢ  ِﺧ َﻼ  ُﻓ ُﻪ  َو , ُﻫ َﻮ  َأ ﱠن  َُﳏ ﱠﻤ ًﺪ َﺻ ا ﱠﻠ ُﷲ ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ 
 َو َا ِﻟ ِﻪ  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ  َﺟ َءﺎ  ِِﺑﺈ ـْﺛ َﺒ ِت ﺎ  ْا َﳊ ْﺒ ِﺲ  َﻧ ًّﺼ َو ﺎ َأ ﱠﻣ ـَﻗ ﺎ ْﻮ ُﻟ ُﻪ  َﻻ َﺣ  ْﺒ َﺲ  َﻋ ْﻦ  ـَﻓ َﺮ ِﺋا ِﺾ  ِﷲ  ـَﻓ َﻘ ْﻮ ٌل 
7 Al-Baihaqi, Al-Sunan al-Kubra, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadir, 134 H), 162. 
8 Ali Fikri, Al-Mu’amalat, 308. 
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Pengertian Wakaf Menurut  
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 َﻓ ِﺳﺎ ٌﺪ  َِﻷ ُﱠ� ْﻢ  َﻻ َْﳜ  َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن  ِﰱ َﺟ  َﻮ ِزا ْا ِﳍ َﺒ ِﺔ  َو ﱠﺼﻟا َﺪ َﻗ ِﺔ  ِﰱ ْا  َﳊ َﻴ ِةﺎ  َو ْا َﻮﻟ ِﺻ ﱠﻴ ِﺔ  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  ْا 
َ
ﳌ ْﻮ ِت  َو ُﻛ ُﻞ 
 َﻫ ِﺬ ِﻩ  ُﻣ ْﺴ ِﻘ َﻄ ٌﺔ  ِﻟ َﻔ َﺮا ِﺋ ِﺾ  ْا َﻮﻟ َر َﺛ ِﺔ "9 
“Ali berkata: ini adalah hadits munqathi’, yang benar adalah 
kebalikannya, yaitu bahwa Nabi Muhammad saw diutus dengan 
menetapkan hukum wakaf. Adapun perkataan la habsa ‘an faraidillah 
(tidak ada wakaf yang dapat mengurangi ketentuan waris) adalah 
perkataan yang salah, sebab mereka tidak ada yang berbeda pendapat 
tentang kebolehan hibah dan shadaqah di kala masih hidup dan wasiat 
setelah meninggal dunia. Padahal semua ini dapat mengurangi atau 
menggugurkan ketentuan-ketentuan ahli waris”. 
Selanjutnya beliau mengatakan: 
 َﻗ " َلﺎ  َأ ـُﺑ ْﻮ  َُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ  َﻫ َﺬ َﺣ ا ِﺪ ْﻳ ٌﺚ  َﻣ ْﻮ ُﺿ ْﻮ ٌع،  َوا ْﺑ ُﻦ  َُﳍ ـْﻴ َﻌ َﺔ  ََﻻ َﺧ َْﲑ  ِﻴﻓ ِﻪ  َو َأ ُﺧ ْﻮ ُﻩ  ِﻣ ـْﺜ ُﻠ ُﻪ  َو ـَﺑ َﻴ ُنﺎ 
 َو ْﺿ ِﻌ ِﻪ  َأ ﱠن  ُﺳ ْﻮ َر َة  ِّﻨﻟا َﺴ ِءﺎ  َأ ْو  ـَﺑ ْﻌ ِﻀ َﻬ ﺎ ُﻧ ِﺰ َﻟ ْﺖ  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  ُأ ُﺣـ ٍﺪ  ـَﻳ ْﻌ ِﲎآ  َﻳ َﺔ  ْا 
َ
ﳌ َﻮ ِرا ْﻳ ِﺚ  ، َو َﺣ ْـﺒ ُﺲ 
 ﱠﺼﻟا َﺤ َﺑﺎ ِﺔ  ِﺑ ِﻌ ْﻠـ ِﻢ  َر ُﺳ ْﻮ ِل  ِﷲ  َﺻ ﱠﻠ ُﷲ ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َوآ ِﻟـ ِﻪ  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  َﺧ ْﻴ ََﱪ  َو ـَﺑ ْﻌ َﺪ  ـُﻧ ُﺰ ْو ِل 
 ْا 
َ
ﳌ َﻮ ِرا ِث  ِﰱ  ُﺳ ْﻮ َر ِة  ِّﻨﻟا َﺴ ِءﺎ  َو َﻫ َﺬ َأ ا ْﻣ ٌﺮ  ُﻣ ـَﺘ َﻮ ِﺗ ا ٌﺮ  َﺟ ْﻴ ًﻼ  ـَﺑ ْﻌ َﺪ  َﺟ ْﻴ ٍﻞ "10 
“Abu Muhammad berkata: Ini adalah hadits Maudlu’, karena Ibnu 
Luhai’ah adalah perawi yang tidak terpercaya atau lemah, begitu juga 
saudaranya. Adapun bukti kelemahannya  adalah bahwa surat al-Nisa’ 
(4): 1-176 atau sebagiannya turun setelah perang Uhud yaitu setelah 
ayat tentang waris. Sedangkan wakaf yang dilakukan oleh para 
shahabat dengan sepengetahuan Rasulullah saw adalah setelah perang 
Khaibar dan setelah turunnya surat al-Nisa’ (4): 1-176. Ini adalah 
masalah yang sudah mutawatir dari generasi ke generasi berikutnya”. 
Dalam Undang-Undang tentang wakaf dijelaskan bahwa benda wakaf 
dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan 
umum menurut syariah” 
Beda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf 
harus dipisahkan dari benda miliknya dan dilembagakannya untuk selama-
9 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz 10 (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1970), 177. 
10 Ibid,  178. 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam. 
Hambatan-hambatan dalam perwakafan 
Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung 
dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat 
proses pelaksanaan perwakafan, antara lain: 
1. Bahwa perwakafan yang dalam penyerahannya dibatasi dengan waktu 
tertentu, dibelakang hari sering menimbulkan permasalahan, terutama 
dalam menghadapi gugatan ahli waris wakif. 
2.  Bahwa perwakafan yang berupa benda tidak bergerak seperti tanah 
jarang dilakukan karena terasa berat, sedangkan wakaf uang belum 
banyak yang mengetahui tentang kebolehannya. 
3. Kebanyakan masyarakat muslim merasa enggan mewakafkan harta 
benda tidak bergerak, seperti tanah karena mereka mengira bahwa 
urusan  sertifikat tanah wakaf harus mereka sendiri yang melakukan. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat disimpulkan 
dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengertian wakaf itu sangat beragam dan berkembang. Wakaf sendiri 
lebih diartikan sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 
2. Harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan 
lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis 
menurut syariah. 
3. Dalam fiqh klasik dinyatakan bahwa benda wakaf pada waktu tertentu 
dapat kembali menjadi milik wakif, jika ia masih hidup atau menjadi 
milik ahli waris, jika ia sudah meninggal dunia. Tetapi sebagian ulama 
menyatakan bahwa benda wakaf sudah putus kepemilikannya dari 
wakif. 
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
4. Dalam hukum positif di Indonesia, kedua pendapat itu dinyatakan 
sama-sama dapat diberlakukan.   
5. Hambatan perwakafan sering terjadi disebabkan oleh perbedaan 
pendapat tentang boleh tidaknya benda wakaf kembali pada wakif. 
Wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah masih terasa berat, 
sedangkan wakaf uang belum banyak yang mengetahui tentang 
kebolehannya. 
6. Kebanyakan masyarakat muslim merasa enggan mewakafkan harta 
benda tidak bergerak, karena mereka mengira bahwa urusan  sertifikat 
tanah wakaf harus mereka sendiri yang melakukan. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif di 
Indonesia! 
2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf, berikan 
contoh hambatan wakaf yang terjadi di lingkungan saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memotivasi kaum muslimin untuk melakukan wakaf? 
5. Sebutkan beberapa contoh wakaf yang maknanya sesuai dengan 
definisi wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif!  
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Pengertian Wakaf Menurut  
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
PAKET 2 




Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang sudah pasti akan terkait 
dengan syarat dan rukun untuk kesahan pelaksanaannya. Hal ini sangat 
penting untuk diketahui karena syarat dan rukun itu akan terjadi pada saat 
wakif mewakafkan harta bendanya. Pada bagian ini, pengetahuan tentang 
syarat dan rukun wakaf menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup 
syarat dan rukun wakaf menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, 
Hanabilah, dan menurut hukum positif di Indonesia.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami syarat dan rukun wakaf baik 
menurut hukum Islam maupun hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh 
perwakafan baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf di lapangan). Di luar 
contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan perwakafan yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami syarat dan rukun wakaf 
Indikator 
Mahasiswa mampu: 
a. Menjelaskan syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam 
b. Menjelaskan syarat dan rukum wakaf menurut hukum positif 
Waktu 
2 x 50 menit 
Materi Pokok 
Syarat dan rukun wakaf  
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati syarat dan rukun wakaf menurut 
hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Syarat dan rukun wakaf menurut Hanafiyah 
Kelompok 2: Syarat dan rukun wakaf menurut Malikiyah 
Kelompok 3: Syarat dan rukun wakaf menurut Syafi’iyah 
Kelompok 4: Syarat dan rukun wakaf menurut Hanabilah 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 13 
 































Syarat Dan Rukun Wakaf 
Kelompok 5:   Syarat  dan  rukun  wakaf  menurut hukum positif  
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik perwakafan di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang syarat dan rukun wakaf   
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf menurut hukum Islam dan hukum 
positif 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena perwakafan, 
misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan perwakafan dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya! 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
Tabel 2.1:  
Daftar Nilai Praktik Syarat Dan Rukun Wakaf 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 
90 = sangat baik 80 = baik  70 = cukup 60 = kurang 
 
Uraian Materi  
 
SYARAT DAN RUKUN WAKAF 
 
Syarat dan Rukun Wakaf 
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam 
pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur 
ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat): 
1. Waqif (Orang yang mewakafkan hartanya). 
2. Mauquf (Harta yang diwakafkan).  
3. Mauquf ‘alaih (Tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengelola 
harta wakaf). 
4. Sighat (Pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya).1  
Begitu juga dalam hukum positif menyatakan bahwa unsur wakaf ada 
empat yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf. 
1. Syarat Waqif (Orang yang mewakafkan hartanya)  
Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, 
maka pelakunya harus orang yang ahliyah al-tabarru’, yaitu orang yang 
cakap bertindak atas namanya sendiri, tanpa ada paksaan dan tidak 
berada di bawah pengampuan (al-mahjur ‘alaih). 
1 Salam. al-Waqf. (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah,1961). 20. Abdurrahman L. Doi, 
Shari’ah The Islamic Law (Burlington, London: Taha Publishers, 1984), 339-341. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
Para fuqaha’ berbeda pendapat dalam memberikan syarat waqif 
sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat waqif menurut Hanafiyah:  
 ًﻼِﻗﺎَﻋ ﺎًﻐِﻟَﺑﺎ  اًّﺮُﺣ ْيَأ ِعﱡَﱪﱠﺘﻟا ِﻞْﻫَأ ْﻦِﻣ َنْﻮُﻜَﻳ ْنأ"  َﻦِﻣ ٍّﻞُﻛ ُﻒْﻗَﻮَـﻓ ,
" ِعﱡَﱪﱠﺘِﻠﻟ ِﺔﱠﻴِﻠْﻫَﻷْا ِمَﺪَﻌِﻟ ٌﻞِﻃَﺑﺎ ِﻩْﻮُـﺘْﻌَ
ْﳌاَو ِنْﻮُـﻨْﺠَ
ْﳌاَو ٍﺰَِّﻴُﳑ َْﲑَﻏ ْوَأ ًاﺰَِّﻴُﳑ ِِّﱯﱠﺼﻟا 
“Waqif hendaknya orang yang cakap bertabarru’, yaitu orang 
yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf 
anak kecil baik mumayyiz atau tidak, orang gila dan orang 
yang ediot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap 
bertabarru’ ”. 
b. Syarat-syarat waqif menurut Malikiyah:  
 ُﺔﱠﺤ ِّﺼﻟاَو ﺎَﺿِّﺮﻟاَو ُﻞْﻘَﻌْﻟاَو ُغْﻮُﻠُـﺒْﻟا ِﻪْﻴِﻓ ُطََﱰْﺸُﻳ ُﻒِﻗاَﻮﻟا "  ْنَأَِوﺮَﺠَﳊْا ُمَﺪَﻋَو
" ُﻪَﻔَـﻗَو ﺎَﻤِﻟ ًﺎﻜِﻟﺎَﻣ َنْﻮُﻜَﻳ2 
“Waqif disyaratkan: Orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak 
berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang 
diwakafkannya”. 
c. Syarat-syarat waqif menurut Syafi’iyah:  
 ْا َنْﻮُﻜَﻳ ْنَأ " ٍﻪْﻴِﻔَﺳَو ٍنْﻮُـﻨَْﳎَو ٍِّﱯَﺻ ُﻒْﻗَو ﱡﺢِﺼَﻳ َﻼَﻓ , ِعﱡَﱪﱠﺘِﻠﻟ ًﻼْﻫَأ ُﻒِﻗاَﻮﻟ
." ٍﺐََﺗﺎﻜُﻣَو3 
“Waqif  hendaknya orang yang cakap bertabarru’, maka dari 
itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros 
dan budak mukatab”.  
d. Syarat-syarat waqif menurut Hanabilah: 
  ْذ ِإِْﲑَﻐِﺑ ِِﻩْﲑَﻏ َﻚْﻠِﻣ ُن ﺎَﺴْﻧِﻹْا َﻒَِﻘﻳ ْنَأ ﱡﺢِﺼَﻳ َﻼَﻓ , ٍﻚِﻟﺎَﻣ ْﻦِﻣ :ًﻻﱠو َأ "
 ؛ٍنْﻮُـﻨَْﳎ ْﻦِﻣ َﻻَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ٍرْﻮُﺠَْﳏ ْﻦِﻣ ﱡﺢِﺼَﻳ َﻼَﻓ ِفﱡﺮَﺼﱠﺘﻟُاِﺰﺋ ﺎَﺟ :ًﺎِﻴﻧ َﺛﺎ ؛ِِﻪﻧ
 َﻣﺎَﻘَﻣ ُمْﻮُﻘَـﻳ ْﻦَﻣ :ًﺎِﺜﻟَﺛﺎ"ِﻪْﻴِﻓ ِﻪِﻠْﻴَِﻛﻮَﻛ ِفﱡﺮَﺼﱠﺘﻟا ِِﺰﺋﺎَﺟ َمﺎَﻘَﻣ ْىَا ُﻪ
4 
2 Ali Fikri, al-Mu’amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, Juz 2.( Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1938). 301. 
3 Ibid, 307. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
“Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang 
yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin 
pemiliknya. Kedua: Orang yang diperbolehkan 
membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf 
orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. 
Ketiga: Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti 
orang yang menjadi wakil orang lain”. 
 
e. Syarat-syarat wakif menurut hukum positif: 
1) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila 
memenuhi persyaratan: 
a) Dewasa; 
b) Berakal sehat; 
c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan 
d) Pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1) 
2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila 
memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda 
wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi 
yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 2) 
3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
c hanya  dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 
badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik 
badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 
bersangkutan. (Pasal 8 ayat 3) 
Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat diambil pengertian 
bahwa waqif disyaratkan orang merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta 
atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh seorang 
budak, anak kecil, orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, 
ediot, dipaksa dan orang bodoh/boros. 
Akan tetapi Muhammad Abu Zahra mengatakan bahwa budak 
boleh mewakafkan hartanya, jika ada izin dari tuannya, seperti dalam 
pernyataannya: 
4 Ibid, 111. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
"  ُزْﻮَُﳚ ِﺪْﺒَﻌْﻟا َﻒْﻗَو ﱠنَأ ﻰَﻠَﻋ ُءﺎَﻬَﻘُﻔْﻟا َﻖَﻔـﱠﺗا ِﺪَﻗَو ُﻪﱠﻧِﻷ ُﻩَﻻْﻮَﻣ ِنْذِِﺑﺈ َنَﺎﻛ اَذِإ 
 " ُﻪْﻨَﻋ ًﺎِﺒﺋ�َ ُنْﻮُﻜَﻳ5 
“Fuqaha telah sepakat bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, 
bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil tuannya”.  
 
Begitu juga golongan Dhahiri mengatakan bahwa budak itu boleh 
mewakafkan hartanya, seperti pernyataan di bawah ini: 
 َْوأ ٍثَاْﲑِِﲟ ِﻪَْﻴﻟِإ ُلْﻮُـﺌَـﻳﺎَﻣ ُﻚِْﻠَﳝ َﺪْﺒَﻌْﻟا ﱠنَأ اْوُرﱠﺮَﻘَـﻓ ُﺔﱠِﻳﺮِﻫﺎﱠﻈﻟا اَﺬَﻫ ِﰲ َﻒَﻟﺎَﺧ ْﺪَﻗَو "
 َذِإَو ٍعﱡَﱪَﺗ ُرُﺪْﺼَﺗ ِﱴﱠﻟا ُتَﺎﻓﱡﺮَﺼﱠﺘﻟا ُﻪَﻟ ُزْﻮَُﲡ َﻚِﻟَذ ﻰَﻀَﺘْﻘُﻤَﻓ ُﻚِْﻠَﳝ ُﺪْﺒَﻌْﻟا َنَﺎﻛ ا
" ًﺎﻀَْﳏ ًﺎﻋﱡَﱪَﺗ َنَﺎْﻛﻮَﻟَو ُﻒْﻗَﻮْﻟا ُﻪْﻨِﻣ ُزْﻮَُﳚ َﻚِﻟَذ ﻰَﻠَﻋَو ِﻚﻟِﺎْﳌا ِﻦَﻋ
6 
“Golongan Dhahiri berbeda pendapat tentang masalah ini, mereka 
menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh 
dengan cara waris atau pemberian secara suka rela. Bila ia 
memiliki sesuatu berarti ia dapat membelanjakan harta miliknya. 
Oleh karena itu, ia juga boleh mewakafkan hartanya walaupun 
hanya sebagai tabarru’ saja”. 
Golongan Syafi’i berpendapat bahwa orang bodoh atau pemboros 
bisa menjadi ahliyah al-tabarru’ setelah ia meninggal dunia, seperti 
pernyataan di bawah ini: 
"  ْﻮَﻟ ْﻢَﻌَـﻧ , ُﻪُﻔْـﻗَو ﱡﺢِﺼَﻳ َﻻ َﻚِﻟ َذ َﻊَﻣَو ِتْﻮَ
ْﳌا َﺪْﻌَـﺑ ِعﱡَﱪﱠﺘِﻠﻟ ٌﻞْﻫَأ َﻪْﻴِﻔﱠﺴﻟا ﱠنَِﺈﻓ
"ُﻪُﺘﱠـﻴِﺻَو ﱡﺢِﺼَﺗ ُﻪﱠَﻧِﻷ ﱠﺢَﺻ ﻰِﺗْﻮَﻣ َﺪْﻌَـﺑ ِءَاﺮَﻘُﻔْﻟا ﻰَﻠَﻋ ِىراَد ُﺖْﻔَـﻗَو َلَﺎﻗ
7 
“Sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang 
yang cakap bertabarru’ setelah meninggal dunia, walaupun 
wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata:  Saya wakafkan 
rumahku kepada orang-orang fakir setelah aku mati, maka 
wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/ pemboros itu sah”.  
5 Muhammad Abu Zahra, Muhadlarat fi al-Waqf, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), 119. 
6 Ibid. 
7 Al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, Juz 2. (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1958), 377. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 menyebutkan bahwa; Wakif adalah orang atau orang-
orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya, 
kemudian pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: Badan hukum 
Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat 
akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan 
perbuatan hukum atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak 
lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ayat (2) 
menyebutkan:  ”Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak atas 
namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum”. 
Begitu juga pada pasal 215 ayat (2) dan pasal 217 ayat (1) dan 
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 215 ayat (2) berbunyi: Wakif 
adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum Indonesia dan 
orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh 
hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas 
kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2): 
“Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas 
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum”.  
2. Syarat Mauquf (Harta yang diwakafkan) 
Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut 
memenuhi lima syarat, yaitu: 
a. Harta itu bernilai 
b. Harta itu berupa benda tidak bergerak (‘Uqar)/benda bergerak 
(Manqul) 
c. Harta itu diketahui kadar dan batasannya 
d. Harta itu milik wakif 
e. Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama 
Pada dasarnya para fuqaha sepakat dengan lima syarat tersebut di 
atas, akan tetapi mereka punya strassing tertentu dalam menentukan 
persyaratan harta yang akan diwakafkan. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
Hanafiyah penekanannya pada ’Uqar, yaitu benda tidak bergerak, 
seperti di bawah ini: 
  ُﺊ َِﳚ ِرﺎﻘُﻌْﻟا َْﲑَﻏ ِﻒْﻗَﻮْﻟا ُزاَﻮَﺟَو ،ًارﺎَﻘُﻋ َنْﻮُﻜَﻳ ْنَأ ِﻒْﻗَﻮْﻟا ِﰱ َﻞْﺻَﻷْا ﱠنَأ "
 ِﰱ ﺎًﻔْـﻗَو َنْﻮُﻜَﻳ ْنَأ ُزْﻮَُﳚ َلْﻮُﻘ ْـﻨَ
ْﳌا ﱠنَأ اْوُرﱠﺮَـﻗ ْﺪَﻗَو , ِﻞْﺻَﻷْا ِفَﻼِﺧ ﻰَﻠَﻋ
 ُﻜَﻳ ْنَأ َﺎُﳍﱠوَأ , ٍﺔﱠِﻴﺋﺎَﻨْـﺜِﺘْﺳِا ٍلاَﻮْﺣَأ : ِنﺎَﻤْﺴِﻗ ِرﺎَﻘُﻌِْﻠﻟ ُﻊِﺑﺎﱠﺘﻟاَو ,ِرﺎَﻘُﻌِْﻠﻟ ﺎًﻌِﺑَﺗﺎ َنْﻮ
 ِﱏﺎﱠﺜَﻟا , ِرﺎَﺠْﺷَﻷْاَو ِءﺎَﻨِﺒْﻟﺎَﻛ َﻚِﻟَذَو ٍتﺎَﺒَـﺛٍَورَاﺮَـﻗ َلﺎَﺼِّﺗِإ  ِﻪِﺑ ٌﻞِﺼﱠﺘُﻣ َﺎُﳘُﺪَﺣَأ
: ﺎَﻬ ْـِﻴﻧَﺛﺎ , ِﺮَﻘَـﺒْﻟاَو ِثِرﺎَﺤَ
ﳌْﺎَﻛ ِرﺎَﻘُﻌْﻟا ِﺔَﻣْﺪِِﳋ ﺎًﺼﱠﺼَُﳐ ُنْﻮُﻜَﻳﺎَﻣ  ْﺪَﻗ َنْﻮُﻜَﻳ ْنَأ
 ِﺔَﺼﱠﺼَﺨ
ُ
ْﳌا ِت�َاَﻮَـَﻴﳊْاَو ِعَاﺮُﻜْﻟاَو ِﺔَﺤِﻠْﺳَﻻْا ِﻒْﻗَﻮَﻛ , ِﻪِﻔْﻗَو ِزاَﻮَِﲜ ٌﺮَـَﺛأ َدَرَو




“Pada dasarnya wakaf itu harus berupa barang tidak bergerak. 
Adapun  diperbolehkan  wakaf dengan barang bergerak adalah 
sebagai pengecualian (berbeda dengan hukum dasarnya). Mereka 
menetapkan bahwa barang bergerak boleh diwakafkan sebagai 
pengecualian. Pertama; Hendaknya barang itu selalu 
mengikuti/melekat pada barang tidak bergerak, dalam hal ini ada 
dua macam; (a) Hubungannya sangat erat dengan barang tidak 
bergerak, seperti bangunan dan pepohonan. (b) Sesuatu yang 
khusus disediakan untuk kelestarian barang tidak bergerak, 
seperti alat pembajak atau sapi. Kedua; Hendaknya ada 
keterangan dari hadis Nabi bahwa barang itu boleh diwakafkan 
seperti pedang, baju perang, hewan yang disiapkan khusus untuk 
sarana perang. Ketiga; Sesuatu yang sudah menjadi adat 
kebiasaan, seperti mewakafkan kitab dan kitab al-Qur’an”. 
Malikiyah memberikan stressing pada barang yang bermanfaat 
kepada mawquf ’alaih, menurut mereka, apa saja dapat diwakafkan, 
asalkan dapat memberikan manfaat, seperti pernyataan di bawah ini; 
8 Abu Zahrah, Al-Waqf, 103. 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
"   ٌءاَﻮَﺳ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ِفْﻮُـﻓْﻮَﻤِْﻠﻟ ٌﻊْﻔَـﻧ ُﻪْﻨِﻣ ُﻞَﺼُْﳛ ﺎَﻣ ﱡﻞُﻛ َﺳَو ًﻻْﻮـُﻘ ْـﻨَﻣ َْوا ﺎًِﺘﺑ َﺛﺎ َنﺎَﻛ   ٌءاَﻮ
" ٍﺔَﻨﱠـﻴَﻌُﻣ ٍة ﱠﺪـُﻤِﻟْو َأ ِﺪـِْﻴﺑ ْﺄﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ َنﺎَﻛ9 
“Segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang 
yang diberi wakaf, sah diwakafkan, baik barang tidak bergerak 
atau barang yang bergerak, untuk selamanya atau dalam jangka 
waktu tertentu”. 
Sedangkan Shafi’iyah memberikan penekanan pada kekekalan 
manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda 
bergerak maupun benda milik bersama, seperti pernyataan di bawah 
ini; 
"ٍعﺎَﺸُﻣَو ٍلْﻮُﻘ ْـﻨَﻣَو ٍرﺎَﻘـُﻋ ُﻒْـﻗَو ﱡﺢِﺼَﻳَو ِﻪِﺑ ِعﺎَﻔِْﺘﻧ ِﻻْا ُماَوَد "10 
“Barang yang kekal manfaatnya (sah diwakafkan) , dan sah wakaf 
barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang milik 
bersama”. 
Dalam menentukan syarat mauquf, Hanabilah memberikan 
stressing pada sesuatu yang dapat diperjualbelikan, seperti 
pernyataan di bawah ini; 
"ﺎَﻬ ِﻨْﻴَﻋ ِءﺎَﻘَـﺑ َﻊَﻣ ﺎًﺣﺎَﺒُﻣ ﺎًﻋﺎَِﻔـﺘْﻧ ِا ُﺪْﻌَـﺑ َﺎﻤْﻴِﻓ َﺎِﺑﻬ ُﻊَﻔَـﺘ ْـﻨُـﻳَو ﺎَﻬُﻌ ْـﻴَـﺑ ﱡﺢِﺼَﻳ ﺎًﻨ ْـﻴَﻋ"
11 
“Barang yang sah diperjualbelikan dan bermanfaat secara mubah 
(sah diwakafkan). Sedangkan barangnya harus kekal/tahan lama”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta 
benda yang memiliki daya tahan lama dan /atau manfaat jangka 
panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syari’ah yang 
diwakafkan wakif, dan pada pasal 16  ayat (1)  dijelaskan bahwa harta 
benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda 
bergerak. Ayat (2) memberikan penegasan benda tidak bergerak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
9 Ali Fikri, Al-Mu’amalat, 307. 
10 Al-Khatib, Mughni, 377. 
11 Ali Fikri, Al-Mu’amalat, 313. 
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a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku baik  yang sudah maupun yang belum terdaftar; 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam ayat (3) dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 
dikonsumsi, meliputi: 
a. Uang; 
b. Logam mulia; 
c. Surat berharga; 
d. Kendaraan; 
e. Hak atas kekayaan intelektual; 
f. Hak sewa; dan 
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam  pasal 215 ayat (4) 
menyatakan bahwa; benda wakaf adalah segala benda baik benda 
bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak 
hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Kemudian pada 
pasal 217 ayat (3) menyatakan bahwa; benda wakaf sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang 
bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.  
Dalam peraturan pemerintah nomor: 28 Tahun 1977 pasal 4 
menyatakan: Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus 
merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala 
pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. 
3. Syarat Mauquf ’Alaih (Tujuan/pengelola wakaf) 
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Bila yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf, 
maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada 
Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang 
dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah nadzir (pengelola harta wakaf), 
maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 
(4) menyatakan bahwa; Nadzir adalah pihak yang menerima harta 
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukannya.  
Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. 
Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a 
hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Dewasa; 
d. Amanah; 
e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b 
hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan 
nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf 
c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
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Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (5) juga menyatakan 
bahwa “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang 
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf”. Kemudian 
pasal 219 ayat (1) berbunyi: Nadzir sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 215 ayat (5) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Sudah dewasa 
d. Sehat jasmani dan rohani 
e. Tidak berada di bawah pengampuan 
f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang 
diwakafkannya. 
Pasal 219 ayat (2) berbunyi: Jika berbentuk badan hukum, maka 
nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia 
b. Mempunyai perwakilan di Kecamtan tempat letak benda yang 
diwakafkannya. 
Pasal 219 ayat (3) berbunyi: Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan 
(2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 
setelah mendengar saran dari Camat dan Majlis Ulama Kecamatan 
untuk mendapatkan pengesahan. 
Pasal 219 ayat (4) berbunyi: Nadzir sebelum melaksanakan tugas, 
harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan 
isi sumpah sebagai berikut:  
“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat 
menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau 
dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun 
memberikan sesuatu kepada siapapun juga”. 
“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu 
janji atau pemberian. 
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“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi 
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku 
nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan 
tujuannya.  
Pasal 219 ayat (5) berbunyi: “Jumlah nadzir yang diperbolehkan 
untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) 
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 
orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”. 
Apabila yang dimaksud dengan mawquf ‘alaih itu orang atau 
orang-orang yang diberi harta wakaf, maka dalam hal ini ada 2 (dua) 
macam: 
a. Wakaf  Ahli/Dzurri, yaitu: 
 ِﻨﱠﻴَﻌُﻣ ٍصﺎَﺨْﺷَا ْوَأ ٍ ﱠﲔَﻌُﻣ ٍﺺْﺨَﺷ ﻰَﻠَﻋ َﻞِﻌُﺟ ﺎَﻣ َﻮُﻫ " َﺸِْﻧا ِءاَﺪِْﺘﺑا ِﰱ َْﲔ ِِﻪﺋﺎ
" ْﻢِﻬِﺋﺎَﻬِْﺘﻧا َﺪْﻌَـﺑ ِْﲑَﳋْا ِتﺎَﻬِﺟ ﻰَﻠَﻋ َﻞِﻌُﺟ ْﻮَﻟَو
12 
“Wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang-orang 
tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya juga untuk 
umum”. 
Seperti wakaf kepada anak, cucu, dan kerabat, yang pada 
akhirnya juga untuk kepentingan umum. Rasulullah saw. pernah 
memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan 
kepada kerabatnya, seperti hadis riwayat Muslim di bawah ini: 
  : ُلْﻮُﻘَـﻳ ٍﻚِﻟﺎَﻣ َﻦْﺑ َﺲََﻧأ َﻊ
َِﲰ ُﻪﱠَﻧأ َﺔَﺤَْﻠﻃ ِﰉَأ ِﻦْﺑ ِﷲِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ َقﺎَﺤْﺳِإ ْﻦَﻋ "
 ِِﻪﻟﺎَﻣ ﱡﺐَﺣَأ َنﺎََﻛو ٍﻞَْﳔ ْﻦِﻣ ًﻻﺎَﻣ ِﺔَﻨْـﻳِﺪَ
ْﳌِﺑﺎ ٍِّىرﺎَﺼَْﻧأ َﺮَـﺜْﻛَأ َﺔَﺤَْﻠﻃ ْﻮُـَﺑا َنﺎَﻛ
ﺎََﻛو ِﺪِﺠْﺴ
َ
ْﳌا َﺔَﻠَـﺒْﻘَـﺘْﺴُﻣ َءﺎََﺣْﲑَﺑ ِﻪَْﻴﻟِإ ﺎَﻬُﻠُﺧْﺪَﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َن
 ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا اﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ ْﺖَِّﻟﺰُـﻧ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ ٌﺲََﻧأ َلَﺎﻗ ٍﺐَِّﻴﻃ ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ ٍءﺎَﻣ ْﻦِﻣ ُبَﺮْﺸَﻳَو
 ْﻮُﻘَـﻳ َﷲ ﱠنِا ِﷲ َلْﻮُﺳَر �َ َلﺎَﻘَـﻓ َﺔَﺤَْﻠﻃ ْﻮُـَﺑا َمَﺎﻗ َنْﻮﱡـﺒ
ُِﲢ ﺎﱠِﳑ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ اﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ ُل
 ِﻟﻠﻪ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ َﺎ ﱠ�ِإَو ُءﺎََﺣْﲑَﺑ ﱠَﱄِإ ِﱃاَﻮَْﻣا ﱠﺐَﺣَا ﱠنِاَو َنْﻮﱡـﺒُِﲢ ﺎﱠِﳑ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا
12 Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam  al-Waqf, ( Mesir: al- Nasr, 1946), 39. 
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 ٌلﺎَﻣ َﻚِﻟَذ ٍّﺦَﺑ َلﺎَﻘَـﻓ ُﷲ َكَاَرا ُﺚْﻴَﺣ ﺎَﻬْﻌَﻀَﻓ ِﷲَﺪْﻨِﻋ ﺎَﻫَﺮْﺧَذَو ﺎَﻫﱠﺮِﺑ ْﻮُﺟَْرا
 َِﲰ ْﺪَﻗَو ٌﺢِﺑَار ْﻮُـَﺑا َلَﺎﻗ َْﲔِﺑَﺮْـﻗ َﻻْا ِﰱ ﺎَﻬَﻠَﻌَْﲡ ْنَأ ىََرا ِّﱏِإَو َﺖْﻠُـﻗ ﺎَﻣ ُﺖْﻌ
 ِﲎَﺑ َﰱَو ِﻪِِﺑر َﺎَﻗا ِﰱ َﺔَﺤَْﻠﻃ ْﻮُـَﺑا ﺎَﻬَﻤﱠﺴَﻘَـﻓ ِﷲ َلْﻮُﺳَر �َ َﻚِﻟَذ ُﻞَﻌْـَﻓا َﺔَﺤَْﻠﻃ
 ." ٌﻢِﻠْﺴُﻣ ُﻩاَوَر ، ِﻪ ِّﻤَﻋ13 
“Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwa 
ia mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Talhah adalah 
sahabat Anshar yang paling banyak kebun  kurmanya di 
Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bairaha’ yang tepat 
berhadapan dengan masjid Nabi, Nabi pernah masuk kebun itu 
untuk minum air yang jernih disitu. Anas berkata: setelah turun 
ayat: 
  "َنْﻮﱡـﺒُِﲢ ﺎﱠِﳑ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ  َﺣ ﱠِﱪْﻟا اﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ " ﱠﱴ  
Maka Abu Talhah berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Allah itu berfirman: 
"َنْﻮﱡـﺒُِﲢ ﺎﱠِﳑ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا اﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ " 
Sedangkan harta yang kami cintai adalah Bairaha’, ia akan kami 
sedekahkan kepada Allah, kami hanya berharap kebaikan dan 
pahalanya akan kami simpan di sisi Allah. Oleh karena itu 
pergunakanlah pada sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah padamu. 
Nabi bersabda: Bagus, itu adalah harta yang beruntung/berguna. 
Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapatku 
berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu. Abu Talhah berkata: 
Akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian ia membagi-
bagikannya kepada ahli kerabatnya dan anak pamannya”. (HR. 
Muslim dari Ishaq bin Abdillah) 
b. Wakaf Khairi, yaitu: 
13 Muslim, Sahih Muslim, Juz I (Bandung: Dahlan, tt) 401. 
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 ٍﺔَﻨﱠـﻴَﻌُﻣ ٍة ﱠﺪُﻤِﻟ ْﻮَﻟَو ِِﻪﺋ ﺎَﺸْﻧِإ ِءاَﺪِْﺘﺑا ِﰱ ِﺔﱠِﻳْﲑَﳋْا ِتﺎَﻬِﳉْا ﻰَﻠَﻋ َﻞِﻌُﺟ ﺎَﻣ َﻮُﻫ "
 ﻰَﻠَﻋ ﱠُﰒ ٍصﺎَﺨْﺷَأ ْوَأ ٍﺺْﺨَﺷ ﻰَﻠَﻋ ْوَأ ِﻒِﻗ اَﻮْﻟا ِﺲْﻔَـﻧ ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻫَﺪْﻌَـﺑ ُنْﻮُﻜَﻳ
 ﱠﻳ ِّرُذ" ْﻢِﻬِﺘ14 
“Wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum walaupun 
hanya dalam waktu tertentu sesudah itu untuk diri wakif, anak 
cucunya, untuk seseorang atau beberapa orang dan selanjutnya 
untuk anak cucu mereka”.  
Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan 
masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, rumah panti asuhan anak 
yatim dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah memberi saran 
kepada ‘Umar bin Khattab agar benda wakafnya ditahan sedangkan 
yang disadaqahkan adalah manfaatnya, seperti hadits riwayat 
Muslim berikut ini: 
"  ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﻰََﺗَﺄﻓ ﺎًﺿَْرأ ََﱪَْﻴِﲞ ُﺮَﻤُﻋ َبﺎَﺻَأ َلَﺎﻗ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ
 ُﻪْﻨِﻣ َﺲَﻔْـَﻧأ ﱡﻂَﻗ ًﻻﺎَﻣ ْﺐِﺻُأ َْﱂ ﺎًﺿَْرأ ُﺖْﺒَﺻَأ َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ
 ْﺻَأ َﺖْﺴﱠﺒَﺣ َﺖْﺌِﺷ ْنِإ َلَﺎﻗ ِﻪِﺑ ِﱐُﺮُﻣَْﺗﺄ َﻒْﻴَﻜَﻓ َق ﱠﺪَﺼَﺘَـﻓ َﺎِﺑﻬ َﺖْﻗ ﱠﺪَﺼَﺗَو ﺎَﻬَﻠ
 َﰉْﺮُﻘْﻟاَو ِءَاﺮَﻘُﻔْﻟا ِﰱ ُثَرْﻮُـﻳ َﻻَو ُﺐَﻫ ْﻮُـﻳ َﻻَو ﺎَﻬَﻠْﺻَأ ُع ﺎَﺒُـﻳ َﻻ ُﻪﱠَﻧأ َﺮَﻤُﻋ
 ﺎَﻬَـِﻴﻟَو ْﻦَﻣ َﻰﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻻَو ِﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا ِﻦْﺑاَو ِﻒْﻴﱠﻀﻟاَو ِﷲ ِﻞْﻴِﺒَﺳ ِﰱَو ِبَﺎِﻗّﺮﻟاَو
 ـْﻨِﻣ َﻞُﻛْ�َ ْنَأ ُﻩاَوَر , ِﻪْﻴِﻓ ٍلﱠﻮَﻤَﺘُﻣ َْﲑَﻏ ًﺎﻘْﻳِﺪَﺻ َﻢِﻌُْﻄﻳ َْوأ ِفْوُﺮْﻌَ
ْﳌِﺑﺎ ﺎَﻬ
" ﱡِيرﺎَﺨُﺒْﻟا15 
“Diriwayatkan dari Ibn Umar ra ia berkata bahwa Umar 
mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada 
Nabi saw seraya berkata: Saya mendapat bagian tanah yang 
belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi 
dari padanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan pada 
saya? Jawab Nabi: Bila engkau mau, tahanlah zat bendanya 
dan sedekahkan lah hasil dari padanya. Kemudian Umar 
menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, tidak 
14 Abd. Wahhab, Al-Waqf, 39. 
15 Al-Asqalani, Irshad al-Sari Juz 5  (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt) 25.  
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dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedang manfaat benda itu 
diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba 
sahaya, sabilillah, tamu dan orang yang sedang bepergian atau 
musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusi harta 
tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada 
temannya dengan tidak bermaksud memilikinya”. (HR. al-
Bukhari dari Ibnu Umar) 
Wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa 
wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir 
miskin atau diberikan untuk tempat ibadah bahkan untuk dirinya 
sendiri. Untuk diri sendiri, para fuqaha masih berbeda pendapat: 
1) Abu Yusuf dari golongan Hanafi memperbolehkan wakaf untuk 
dirinya sendiri: 
 ًأ " َْوأ ﺎَﻬﱡﻠُﻛ ُﺔﱠُﻠﻐْﻟ ا َنْﻮُﻜَﺗ ْنَأ َطَِﱰْﺸَﻳ ْنَأ ِﻒِﻗاَﻮِْﻠﻟ َﻒُﺳْﻮُـﻳ ْﻮُـَﺑا َزﺎَﺟ
 ." ﺎًّﻴَﺣ َماَدﺎَﻣ ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ٌءْﺰُﺟ16 
“Abu Yusuf memperbolehkan bagi waqif mensyaratkan 
bahwa hasil dari harta wakaf itu, semua atau sebagiannya 
untuk dirinya sendiri selama hidup”. 
2) Golongan Dhahiri sependapat dengan Abu Yusuf: 
" ِﻪِﺴْﻔَـﻨ ِﻟ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ٍءْﺰُﺟ ْوَأ ﺎَﻬِّﻠُﻛ ِﺔﱠُﻠﻐْﻟا َطَاِﱰْﺷا او ُزْﻮُﺠَﻴَـﻓ "17 
“Mereka memperbolehkan hasil barang wakaf semua atau 
sebagian untuk dirinya sendiri”. 
Seperti yang dikatakan oleh Ibn Hazm dalam kitab al-
Muh}allanya: 
 ُءﺎَﺸَﻳ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﱠُﰒ ِﻪِﺴ ْﻔَـﻧ ﻰَﻠَﻋ َْوا َﺐَﺣَأ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﺲِﺒَْﳛ ْنَأ ِءْﺮَﻤِْﻠﻟ ٌِﺰﺋﺎَﺟ "
"18 
16 Abu Zahrah,  Al-Waqf, 180. 
17  Ibid, 187. 
18 Ibn Hazm, Al-Muhalla, 174. 
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“Boleh bagi seseorang mewakafkan hartanya kepada orang 
yang disenangi atau kepada dirinya sendiri, kemudian pada 
orang yang ia sukai”. 
3) Muhammad bin al-Hasan yang juga dari golongan Hanafi, tidak 
memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri: 
 َﻚِﻟَذ َُﱪَﺘْﻌُـﻳ ْﻞَﺑ ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ ِﺔﱠُﻠﻐْﻟا ُطَاِﱰْﺷاا ِﻒِﻗاَﻮِْﻠﻟ ُزْﻮَُﳚ َﻻ ٌﺪﱠﻤَُﳏ َو "
 َِﻷ ﺎًﻀِﻗ ﺎَﻨُﻣ ُطْﺮﱠﺸﻟا" ﺎَﻬُﻠَﻤَﻋ َﻞَﻄَﺒَـﻓ ِﻪِﺘَﻐ ْـﻴِﺼِﺑ َنُِﱰْﻗا اَذِا ِﻒْﻗَﻮْﻟا ِﻞْﺻ
19 
“Muhammad tidak memperbolehkan bagi waqif 
mensyaratkan hasil barang wakaf untuk dirinya sendiri, 
sebab syarat ini bertentangan dengan tujuan pokok amalan 
wakaf. Bila pengikraran wakaf disertai syarat ini, maka 
wakafnya batal”. 
4) Imam Malik juga berpendapat bahwa wakaf untuk dirinya 
sendiri itu tidak boleh, sebagaimana pernyataan di bawah ini: 
" ﱠﻦِﻜَﻟَو ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ ِﺔﱠُﻠﻐْﻟا ِطَاِﱰْﺷا ِزاَﻮَﺟ ُمَﺪَﻋ ُﷲ ُﻪَِﲪَر ٍﻚِﻟﺎَﻣ ُﺐَﻫْﺬَﻣَو
َاِﱰْﺷا" ُُﻩْﲑَﻏ ُﻪَﻌَﻣ َنﺎَﻛ ْنِا َﻒْﻗَﻮْﻟا ُﻞِﻄْﺒُـﻳ َﻻ َﻚِﻟَذ َط
20 
”Imam Malik Rahimahullah tidak memperbolehkan 
persyaratan hasil barang wakaf untuk dirinya sendiri, akan 
tetapi syarat ini tidak membatalkan amalan wakaf bila 
disertai orang lain”. 
5) Mayoritas Syafi’iyah juga tidak memperbolehkan: 
" ُﺢِﺼَﻳ َﻻَو ُزْﻮَُﳚ َﻻ ِﺲْﻔﱠـﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ َﻒْﻗَﻮْﻟا ﱠَنا ﻰَﻠَﻋ ِﺔﱠﻴِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟا ُرْﻮُﻬُْﲨَو
" ِطْﺮﱠﺸﻟا اَﺬَﻫ َﻊَﻣ ُﻒْﻗَﻮْﻟا21 
”Mayoritas Syafi’iyah tidak memperbolehkan wakaf untuk 
dirinya sendiri, dan tidak sah wakaf dengan syarat ini”. 
Dalam kitab al-Muhadhdhab diterangkan: 
19 Abu Zahrah, Al-Waqf, 187. 
20 Ibid. 
21 Ibid, 188. 
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 ًﺎﺌْﻴَﺷ ُﻪْﻨِﻣ ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ َطَِﱰْﺸَﻳ ْنَا َﻻَو ِﻪِﺴْﻔَـﻧ ﻰَﻠَﻋ َﻒَِﻘﻳ ْنَا ُزْﻮَُﳚ َﻻَو "
 َﺮ ْـِﺌﺑ َﻒَﻗَو ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻰِﺿَر َنﺎَﻤْﺜُﻋ ﱠنَِﻷ ُزْﻮَُﳚ ىِﺪْﻴَـﺑ ﱡﺰﻟا ِﷲ ُﺪْﺒَﻋ َلَﺎﻗَو
 َو َﺔَﻣوُر َﻒْﻗَﻮْﻟا ﱠنَِﻷ ٌَﺄﻄَﺧ اَﺬَﻫَو َْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ِءَﻻِﺪَﻛ ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ ىِﻮْﻟَد َلَﺎﻗ
 ﺎَﻬُـﺘَﻌَﻔ ْـﻨَﻣَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ٌﺔَﺳْﻮُـﺒَْﳏ ُْﲔَﻌْﻟاَو ِﺔَﻌَﻔ ْـﻨَﻤْﻟا َﻚْﻴِْﻠَﲤَو ِْﲔَﻌْﻟا َﺲْﺒَﺣ ﻰِﻀَﺘْﻘَـﻳ
 ِﻒْﻗَﻮِْﻠﻟ ْﻦُﻜَﻳ ْﻢَﻠَـﻓ ُﻪَﻟ ٌﺔَْﻛﻮُْﻠَﳑ  َﻒْﻗَو ُﻒِﻟَﺎُﳜَو ًﲎْﻌَﻣ َﻚِﻟَذ ﱠنَِﻷ عر َنﺎَﻤْﺜُﻋ
 ﱠﺪﻟاَو ِّصَﺎْﳋا ِﰱ ُﻪُﻠُﺧْﺪَﻳ َﻻﺎَﻣ ِمﺎَﻌْﻟا ِﰱ َﻞُﺧْﺪَﻳ َْنا ُزْﻮٌَﳚَو ﱞمﺎَﻋ ٌﻒْﻗَو
 ِﰱ ﻰِّﻠَﺼُﻳ َنﺎَﻛ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﱠنَأ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻞِْﻴﻟ
 َْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ٌﻒْﻗَو َﻰِﻫَو ِﺪِﺟﺎَﺴَﻤْﻟا."22 
”Tidak boleh wakaf untuk dirinya sendiri dan tidak boleh 
mensyaratkan hasil wakaf untuk waqif barang sedikitpun. 
Abdullah al-Zubaidi berkata: Boleh wakaf untuk diri 
sendiri, sebab Usman ra telah mewakafkan sumur 
“Rumah” dan ia mengatakan: Timbaku bersama-sama 
timba orang muslim. Pendapat ini salah, karena wakaf 
menuntut tertahannya zat benda dan pemilikan manfaat. 
Jika barang ditahan atas namanya, dan manfaat barang 
dimilikinya, maka wakaf seperti ini tidak ada artinya. Lain 
halnya dengan wakaf Usman ra, karena wakaf itu adalah 
wakaf umum. Boleh masuk kepada yang umum, sesuatu 
yang tidak boleh masuk kepada yang khusus. Dalilnya 
adalah Rasulullah saw salat di masjid-masjid yang beliau 
wakafkan untuk orang-orang muslim”. 
4. Syarat Sighat (Pernyataan Wakaf) 
Pernyataan wakaf (sighat) sangat menentukan sah/batalnya suatu 
perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas 
kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. 
Dari definisi-definisi wakaf sebagaimana tersebut di atas, dapat 
diambil pengertian bahwa sighat harus: 
a. Jelas tujuannya. 
b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. 
22 Al-Syairazi, al-Muhaddab, Juz I, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi. tt) 441. 
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c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati. 
d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf 
yang sudah dilakukan. 
Pada dasarnya para fuqaha’ sepakat dengan syarat-syarat tersebut 
di atas, kecuali dari golongan Maliki yang justru bertolak belakang 
dengan syarat-syarat itu. Malikiyyah berpendapat bahwa: 
 َْﻛا ْوَأ ًﺔَﻨَﺳ ُﻪُﻔْـﻗَو ُزْﻮَُﳚ ْﻞَﺑ , اًﺪِﺠْﺴَﻣ َنﺎَﻛ ْﻮَﻟَو ُﺪِْﻴﺑْﺄﱠﺘﻟا ِﻪْﻴِﻓ ُطََﱰْﺸُﻳ َﻻَو " َﺮَـﺜ
 ٌﻒْﻗَو َﻮُﻫ َلْﻮُﻘَـﻳ ْنَا ُزْﻮُﺠَﻴَـﻓ ُﺰ ْـﻴِﺠْﻨﱠـﺘﻟا َﻻَو , ُﻪَﻟ ﺎًﻜْﻠِﻣ ُﻊِﺟْﺮَـﻳ ﱠُﰒ ٍمْﻮُﻠْﻌَﻣ ٍﻞَﺟَِﻷ
 َﻻَو ﺎَﻬَﻜَﻠَﻣ ﱠُﰒ ٌﻒْﻗَو َﻰِﻬَﻓَرا ﱠﺪﻟا ِﻩِﺬَﻫ ُﺖْﻜَﻠَﻣ ْنِإ ْوَأ ٍﺔَﻨَﺳ َْوا ٍﺮْﻬَﺷ َﺪْﻌَـﺑ اَﺪَﻛ ﻰَﻠَﻋ
 َا ُزْﻮُﺠَﻴَـﻓ ِفﱠﺮَﺼُﻤْﻟا ُْﲔِﻴْﻌَـﺗ ُفﱠﺮَﺼُﻳ ٍْﲔِﻴْﻌَـﺗ ِْﲑَﻏ ْﻦِﻣ َﱃﺎَﻌَـﺗ ِﻟﻠﻪ ُﻪُﺘْﻔَـﻗَو َلْﻮُﻘَـﻳ ْن
"ُﻪَﻟ23 
”Tidak disyaratkan dalam perwakafan itu untuk selamanya, 
walaupun wakaf tersebut berupa masjid. Perwakafan itu boleh 
untuk satu tahun atau lebih, dalam waktu tertentu, kemudian 
kembali menjadi milik waqif. Tidak harus bebas dari suatu syarat, 
maka boleh berkata: barang itu akan diwakafkan kepada sesuatu 
setelah satu bulan atau satu tahun, atau orang itu berkata: kalau 
rumah ini milik saya, maka saya wakafkan. Kemudian ternyata 
rumah itu menjadi miliknya. Tidak harus ditentukan 
penggunaannya, maka boleh berkata: saya wakafkan barang ini 
kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu 
ditujukan”. 
Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam: 
a. Lafal yang jelas (sharih) seperti: 
  َو ُﺖْﻠﱠـﺒَﺳَو ُﺖْﺴﱠﺒَﺣ َو ُﺖْﻔَـﻗ  
Bila memakai lafal ini sahlah wakaf itu, sebab lafal-lafal 
tersebut tidak mengandung pengertian lain, kecuali pengertian 
wakaf. 
b. Lafal kiasan (kinayah) seperti: 
23  Ali Fikri, al-Mu’amalat, 305. 
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 ُتْﺪﱠَﺑأَو ُﺖْﻣﱠﺮَﺣَو ُﺖْﻗ ﱠﺪَﺼَﺗ 
Kalau memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat 
wakaf, sebab lafal tashaddaqtu bisa mengandung shadaqah wajib 
atau zakat, atau shadaqah yang disunnahkan. Lafal harramtu bisa 
bermakna dhihar, tapi juga bermakna wakaf. Oleh karena itu harus 
ada ketegasan niat untuk wakaf. Kemudian lafal abbadtu juga bisa 
mengandung arti semua pengeluaran harta untuk selamanya. 
Sehingga semua lafal kiasan yang dipakai untuk mewakafkan 
sesuatu, harus ada ketegasan niat untuk wakaf. 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tantang Wakaf, 
Pasal 17 menyatakan bahwa: 
1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan 
PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 
2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara 
lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh 
PPAIW. 
Pasal 18: 
Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan 
atau tidak apat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan 
yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya 
dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. 
Pasal 19 
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya 
menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda 
wakaf kepada PPAIW. 
Pasal 20 
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: 
1) Dewasa; 
2) Beragama Islam; 
3) berakal sehat; 
4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
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Pasal 21 
1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. 
2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a) Nama dan identitas Wakif; 
b) Nama dan identitas Nazhir; 
c) Data dan keterangan harta benda wakaf; 
d) Peruntukan harta benda wakaf; 
e) Jangka waktu wakaf. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Hambatan-hambatan dalam syarat dan rukun wakaf 
Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung 
dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat 
proses pelaksanaan perwakafan, antara lain: 
1. Mauquf (harta benda wakaf) yang berupa harta bersama, salah satu 
pihak tidak mau mewakafkan harta bendanya 
2. Mauquf ‘Alaih (orang yang diberi wakaf) jika berupa wakaf ahli 
kemudian orang-orang yang diberi wakaf telah meninggal dunia dan 
mereka tidak mempunyai keturunan. 
3. Sighat (pernyataan wakaf). Wakif ketika menyerahkan benda wakaf 
tidak mengisi akta ikrar wakaf sehingga dikemudian hari tidak ada 
bukti secara autentik siapa wakifnya, siapa nadzirnya dan harta wakaf 
itu untuk apa.  
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat wakif, Hanafiyah 
mensyaratkan wakif harus orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan 
merdeka, bukan hamba sahaya. Malikiyah mensyaratkan wakif harus 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan, 
dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya. Syafi’iyah 
mensyaratkan wakif orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri. 
Hanabilah mensyaratkan harus pemilik harta, orang yang 
diperbolehkan membelanjakan hartanya dan orang yang 
mengatasnamakan orang lain. Sedangkan dalam undang-undang 
tentang wakaf, wakif disyaratkan dewasa, berakal sehat, tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda 
wakaf. 
2. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat maukuf, Hanafiyah 
mensyaratkan harus terdiri dari benda tidak bergerak (‘uqar), 
Malikiyah mensyaratkan benda yang bermanfaat, Syafi’iyah 
mensyaratkan kekekalan manfaat, Hanabilah mensyaratkan benda yang 
dapat diperjualbelikan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 41/2004 
Tentang Wakaf mensyaratkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat 
diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 
15). 
3. Syarat-syarat maukuf ‘alaih, bila yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih 
adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada 
pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 
Sedangkan bila yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah nadzir 
(pengelola harta wakaf), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf pasal 1 ayat (4), Nadzir adalah pihak yang menerima 
harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukannya. 
4. Para ulama berpendapat bahwa syarat-syarat sighat adalah harus jelas 
tujuannya, tidak dibatasi waktu tertentu, tidak tergantung pada suatu 
syarat kecuali syarat mati dan tidak mengandung suatu pengertian 
untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan, kecuali 
pendapat Malikiyah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 
41/2004 Tentang Wakaf Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa ikrar 
wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW 
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Syarat Dan Rukun Wakaf 
dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian pada ayat (2) 
dinyatakan bahwa ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan 
serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan syarat dan rukun wakaf menurut hukum Islam dan hukum 
positif! 
2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam menentukan syarat dan rukun 
wakaf, berikan contoh hambatan syarat dan rukun wakaf yang terjadi 
di lingkungan saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
meminimalisir perbedaan pendapat tentang syarat rukun wakaf? 
5. Sebutkan beberapa contoh syarat rukun wakaf yang sesuai dengan 
ketentuan fiqh dan hukum positif! 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 35 
 































Syarat Dan Rukun Wakaf 
Daftar Pustaka 
 
Asqalani, (Al-),Irshad al-Sari . Juz 5 .Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t.  
Doi, Abdurrahman  L.Shari’ah The Islamic Law . Burlington, London: Taha 
Publishers, 1984. 
Fikri, Ali. al-Mu’amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, Juz 2. Mesir: 
Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938. 
Hazm, Ibnu. Al-Muhalla, Juz 10.Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1970. 
Khathib, Muhammad al-Syarbini, (al-). Mugni al-Muhtaj, Juz 2. Mesir: 
Musthafa al-Babi al-Halabi, 1958. 
Khallaf, Abdul Wahhab Ahkam  al-Waqf, Mesir: al- Nasr, 1946. 
Muslim, Sahih Muslim, Juz I . Bandung: Dahlan, tt. 
Syairazi, (Al-), al-Muhaddab, Juz I, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t. 
Salam Madkur, Muhammad. al-Waqf. Beirut: Dar al-Nahdah al-
‘Arabiyah,1961. 
Zahra, Muhammad Abu.Muhadlarat fi al-Waqf, Bairut: Dar al-Fikr al-
Arabi, 1971. 
 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 36 
 





































Perwakafan di Indonesia disamping harus memenuhi syarat dan 
rukunnya, juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 
UU Nomor 41/2004 Tentang Wakaf, PP Nomor 42/2006 Tentang 
Pelaksanaan Wakaf dan Peraturan Kemenag untuk kesahan 
pelaksanaannya. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena proses 
perwakafan itu akan terjadi pada saat wakif mewakafkan harta bendanya. 
Pada bagian ini, pengetahuan tentang proses perwakafan menjadi fokus 
perkuliahan. Pembahasan mencakup proses perwakafan, baik yang diatur 
dalam UU Nomor 41/2004 Tentang Wakaf, maupun yang terdapat dalam 
PP Nomor 42/2006 Tentang Pelaksanaannya.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami proses perwakafan menurut 
hukum positif di Indonesia.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh 
perwakafan baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf di lapangan). Di luar 
contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema proses perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan perwakafan yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami proses perwakafan  
 
Indikator 




2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Proses perwakafan menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati proses perwakafan menurut hukum 
positif 
 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Proses perwakafan menurut UU Nomor 41/2004 Tentang 
Wakaf 
Kelompok 2: Proses perwakafan menurut PP Nomor 42/2006 Tentang 
Pelaksanaannya 
Kelompok 3: Proses perwakafan menurut Kompilasi Hukum Islam 
Kelompok 4: Proses perwakafan menurut PP Nomor 28/1977 Tentang 
Perwakafan Tanah Milik  
Kelompok 5: Proses perwakafan menurut Adat istiadat daerah 
tertentu  
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3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik perwakafan di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik proses perwakafan   
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf menurut hukum positif 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena perwakafan, 
misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan perwakafan dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
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Tabel 3.1:  
Daftar Nilai Praktik Proses Perwakafan 
 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 






Secara eksplisit kitab-kitab Fiqih tidak menguraikan tata cara atau 
proses perwakafan dalam hukum Islam, akan tetapi secara implisit kitab-
kitab Fiqih telah menguraikannya secara detail, yaitu dengan dibahasnya 
syarat dan rukun wakaf, baik dari segi waqif, mawquf, mawquf ‘alaih 
maupun siqhat wakaf. 
Lain halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam serta UU. 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dan PP. Nomor 42 Tahun 2006 
yang menguraikan tata cara atau proses perwakafan secara detail, seperti di 
bawah ini: 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 Tentang Tata 
Cara Perwakafan Tanah Milik: 
a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan 
Ikrar Wakaf. 
b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dimaksud dalam 
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 
c. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 
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d. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf 
dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi. 
e. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 
mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan 
kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut: 
1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah 
lainnya. 
2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh 
Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran 
pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa. 
3) Surat keterangan pendaftaran tanah. 
4) Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala 
Sub. Direktorat Agraria setempat. 
2. Peratutan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 10 Tentang 
Pendaftaran Wakaf Tanah Milik: 
a. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan mengajukan 
permohonan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. 
Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar 
perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 
b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub. 
Dikrektorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan 
tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang 
bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. 
c. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat 
maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan 
setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. 
d. Oleh Menteri Dalam Negari diatur tata cara pencatatan 
perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). 
e. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku 
tanah dan sertifikatnya seperti dimaksudkan dalam ayat (2) dan 
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(3), maka nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada 
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. 
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 Tentang Tata Cara Perwakafan: 
a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan Ikrar Wakaf 
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk 
melaksanakan Ikrar Wakaf. 
b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 
c. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 
dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi. 
d. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang 
tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut: 
1) Tanda bukti pemilikan harta benda. 
2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, 
maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang 
diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan 
pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. 
3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan 
dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. 
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 Tentang Pendaftaran Benda 
Wakaf:  
“Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan 
diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk 
mendaftarkan perwakafan banda yang bersangkutan guna 
menjaga keutuhan dan kelestariannya”. 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata 
Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik: 
Pasal 1: “ Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik 
atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian 
harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan, dan 
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sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977”. 
Pasal 3: 
1. Semua tanah yang diwakafkan sebagai dimaksud dalam 
Pasal 1 di atas harus didaftarkan Kepada Kantor Sub. 
Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat. 
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewajiban untuk 
mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Sub 
Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat atas 
tanah-tanah yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. 
3. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik 
tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak 
dibuatnya Akta Ikrar Wakaf. 
Pasal 4: “Permohonan Pendaftaran Perwakafan tanah-tanah milik 
yang belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria 
Kabupaten/ Kotamadya atau belum ada sertifikatnya, 
dilakukan bersama-sama, dengan permohonan pendaftaran 
haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ 
Kotamadya setempat menurut ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961”. 
Pasal 5: 
1. Jika suatu bidang tanah akan diwakafkan sebagian, maka 
oleh calon waqif terhadap bidang tanah tersebut harus 
dilakukan pemisahan terlebih dahulu atas bagian-bagian 
yang tidak diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan. 
2. Masing-masing bagian bidang tanah tersebut pada ayat (1) 
Pasal ini dibuatkan Buku Tanah dan Sertifikatnya tetap atas 
nama calon waqif. 
Pasal 6: 
1. Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak 
milik, maka kepada Kantor Sub Direktorat Agraria 
Kabupaten/Kotamadya setempat, harus diserahkan: 
a. Sertifikat tanah yang bersangkutan. 
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b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf setempat. 
c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan agama 
Kecamatan setempat mengenai nazir yang 
bersangkutan. 
2. Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut 
belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka kepada 
Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya 
setempat harus diserahkan: 
a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya. 
b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat 
keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan 
permohonan konversi dan pendaftaran haknya. 
c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf setempat. 
d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat mengenai nazir yang 
bersangkutan. 
Pasal 7: 
1. Setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Sub Direktorat Agraria 
Kabupaten/Kotamadya setempat mencatat perwakafan 
tanah hak milik yang bersangkutan pada buku tanah dan 
sertifikatnya. 
2. Jika tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar 
di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya 
atau belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan yang 
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah tanah 
tersebut dibuatkan sertifikatnya. 
Pasal 11: 
1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk 
pertama kali yang dimaksud dalam Pasal 4 serta biaya-
biayanya untuk pembuatan sertifikat pemisahan yang 
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dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan ketentuan peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 41/DDA/1969 dan 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 6/1965. 
2. Keringanan atau pembebasan atas biaya-biaya tersebut 
dalam ayat (1) di atas, dapat diajukan oleh calon wakif 
kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria 
berdasarkan ketentuan Peratutan Menteri Dalam Negeri 
Nomor SK. 41/DDA/1969. 
Pasal 12: “Untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 7, 8, 9, dan 10, 
tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya 
pengukuran dan materai”. 
6. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 
perwakafan Tanah Milik:    
Pasal 2: 
1. Ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. 
2. Dalam hal waqif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf maka waqif dapat membuat ikrar secara 
tertulis dengan persetujuan dari Kantor Departemen Agama 
yang mewilayahi tanah wakaf. 
Pasal 3: 
1. Sesaat setelah pelaksanaan Ikrar wakaf, Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan 
salinannya. 
2. Akta Ikrar dibuat rangkap tiga; 
a. Lembaran pertama, disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf, 
b. Lembaran kedua, dilampirkan pada surat permohonan    
pandaftaran    kepada    Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat, dan 
c. Lembaran ketiga, dikirim ke Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tanah wakaf tersebut.  
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3. Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap empat: 
a. Salinan lembar pertama disampaikan kepada waqif, 
b. Salinan lembar kedua disampaikan kepada nazir, 
c. Salinan lembar ketiga disampaikan kepada Kandepag, 
d. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa 
yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. 
Pasal 4: “Saksi Ikrar Wakaf harus telah dewasa dan sehat akalnya 
serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan 
perbuatan hukum”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 32 sampai pasal 
39 dijelaskan bahwa: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda 
wakaf  kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.  
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32, PPAIW menyerahkan: 
1. Salinan akta ikrar wakaf; 
2. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan terkait dokumen 
lainnya. 
Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. 
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, 
Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang 
berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang 
ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan 
pendaftaran harta benda wakaf, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia 
mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. 
Sedangkan dalam UU nomor 41 Tahun 2004 pasal 34-39 ditegaskan 
bahwa:  
1. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada 
Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta 
ikrar wakaf ditandatangani. Pasal 33 menegaskan; Dalam pendaftaran 
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harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW 
menyerahkan: 
a. Salinan akta ikrar wakaf; 
b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait 
lainnya. 
Pasal 34: 
 “Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda 
wakaf”. 
Pasal 35: 
 “Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir”. 
Pasal 36: 
Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, 
Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang 
berwenang dan Badan  Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang 
ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. 
Pasal 37: 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan 
pendaftaran harta benda wakaf. 
Pasal 38: 
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada 
masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. 
Pasal 39 
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan 
pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 secara mendetail dijelaskan 
prosedur wakaf  benda bergerak dan wakaf  benda tidak bergerak. Adapun 
prosedur wakaf  benda bergerak sebagimana yang diatur dalam Pasal 23 
yang menegaskan: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 
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melalui Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri 
sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 24 menjelaskan:  
Ayat (1):   
LKS  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. 
Ayat (2):   
BWI  memberikan  saran  dan  pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. 
Ayat (3):  
Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri; 
b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan 
hukum; 
c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; 
d. Bergerak di bidang keuangan syariah; dan 
e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah). 
Ayat (4):  
BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Ayat (5): 
Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. 
Pasal 25 menjelaskan LKS-PWU bertugas; 
a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS 
Penerima Wakaf Uang; 
b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 
c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 
d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas 
nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 
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e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara 
tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; 
f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat 
tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat 
kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan 
g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir. 
Pasal 26 memberikan penegasan; Sertifikat Wakaf Uang sekurang-
kurangnya memuat keterangan mengenai: 
a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang; 
b. Nama Wakif; 
c. Alamat Wakif; 
d. Jumlah wakaf uang; 
e. Peruntukan wakaf; 
f. Jangka waktu wakaf; 
g. Nama Nazhir yang dipilih; 
h. Alamat Nazhir yang dipilih; dan 
i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. 
Sedangkan untuk prosedur wakaf benda tidak bergerak dalam PP 42 
Tahun 2006 pasal 30 di jelaskan; 
1. Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai 
dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam 
Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 
2. Kehadiran Nazhir dan Mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf 
untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan 
surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf alaih. 
3. Dalam hal Mauquf alaih adalah masyarakat luas (publik), maka 
kehadiran Mauquf alaih dalam Majelis lkrar Wakaf sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan. 
4. Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli. 
5. Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi 
kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah 
(nasab) dengan Wakif. 
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6. Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf 
ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang 
peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan 
BWI. 
Pasal 32 memberikan penjelasan: 
1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW 
dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (1). 
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh 
Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk 
kepentingan Mauquf alaih. 
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir 
dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. 
4. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. Nama dan identitas Wakif; 
b. Nama dan identitas Nazhir; 
c. Nama dan identitas saksi; 
d. Data dan keterangan harta benda wakaf; 
e. Peruntukan harta benda wakaf; dan 
f. Jangka waktu wakaf. 
5. Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama 
dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau 
direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar masing-masing. 
6. Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama 
dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditctapkan oleh 
pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai 
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Hambatan-hambatan dalam perwakafan 
Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung 
dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat 
proses pelaksanaan perwakafan, antara lain: 
1. Wakif ada yang tidak suka amal ibadahnya, dalam hal ini wakaf, 
diketahui oleh orang lain, sehingga ia tidak mau menuangkan ikrar 
wakafnya dalam akta ikrar wakaf. 
2. PPAIW merasa kesulitan jika harus menghadap ke Badan Pertanahan 
Negara (BPN) setiap kali ada orang yang akan mewakafkan tanahnya 
dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Proses perwakafan sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No. 
41/2004 Tentang Wakaf dapat ditelusuri di Pasal 32 sampai dengan 
Pasal 39. 
2. Dalam PP No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Perwakafan, proses 
perwakafan dapat dilihat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 43. 
3. Kompilasi Hukum Islam menerangkan proses perwakafan pada Pasal 
223 dan Pasal 224. 
4. PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menerangkan 
proses perwakafan pada Pasal 2, 3, dan 4. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan proses perwakafan menurut hukum positif di Indonesia! 
2. Bagaimana cara agar proses perwakafan itu diketahaui oleh 
masyarakat luas, sehingga mereka merasa mudah ketika akan 
mewakafkan sebagian dari hartanya? 
3. Jika ada seseorang akan mewakafkan sebagian dari hartanya, apa saja 
yang harus dibawa ketika menghadap PPAIW? 
4. Siapa yang bertugas menuangkan ikrar wakaf ke dalam akta ikrar 
wakaf setelah wakif mengikrarkan wakafnya? 
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Penukaran Harta Wakaf 
4 PAKET 




Pada dasarnya harta benda yang telah diwakafkan dilarang 
dihibahkan,dijual, diwariskan, ditukar dan lain sebagainya. Tetapi jika 
harta itu diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana 
umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, maka boleh 
ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-
kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula setelah memperoleh 
izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini 
sangat penting untuk diketahui karena penukaran harta wakaf akan terjadi 
pada saat harta wakaf diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan 
RUTR. Pada bagian ini, penukaran harta wakaf menjadi fokus perkuliahan. 
Pembahasan mencakup tentang manfaat dan nilai tukar harta wakaf, 
persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan izin tertulis dari Menteri.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami penukaran harta wakaf baik 
menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh 
perwakafan baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan penukaran harta wakaf di 
lapangan). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan 
dan mendukung tema penukaran harta wakaf ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penukaran harta wakaf 
yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf 
mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi 
perkuliahan. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan 
untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang 
telah ditargetkan. 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 




a. Menjelaskan penukaran harta wakaf menurut hukum Islam 
b. Menjelaskan penukaran harta wakaf menurut hukum positif 
 
Waktu 
2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Penukaran harta wakaf  
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati penukaran harta wakaf menurut 
hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Penukaran   harta   wakaf   menurut  
    Hanafiyah 
Kelompok 2: Penukaran   harta   wakaf   menurut  
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    Malikiyah 
Kelompok 3: Penukaran   harta   wakaf   menurut  
    Syafi’iyah 
Kelompok 4: Penukaran   harta   wakaf   menurut  
    Hanabilah  
Kelompok 5: Penukaran harta wakaf menurut hukum  
    positif  
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik perwakafan di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik penukaran harta wakaf   
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan penukaran harta wakaf menurut hukum 
Islam dan hukum positif 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
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Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena penukaran harta 
wakaf, misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok 
pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan penukaran harta wakaf dengan teman 
sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Tabel 4.1: Daftar Nilai 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
5. Keterangan Nilai: 




PENUKARAN HARTA WAKAF 
 
Apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfaat lagi atau 
kurang memberikan manfaat, maka dalam hal ini sebagian Fuqaha’ 
memperbolehkan untuk ditukar dengan harta wakaf lain, sedangkan 
sebagian Fuqaha’ yang lain menyatakan tidak boleh, sebagaimana 
keterangan di bawah ini: 
1. Menurut Ulama’ Hanafiyah 
Dalam masalah penukaran harta wakaf, ulama’ Hanafiyah membagi 
menjadi tiga macam: 
 ْن َﺄَﻛ , ِلاَﺪْﺒِﺘْﺳ ِْﻻا ﱠﻖَﺣ َﻒْﻗَﻮْﻟا ﱠﱃَﻮَـﺘَـﻳ ْﻦَﻤِﻟ ْوَأ ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ ُﻒِﻗاَﻮْﻟا َﻞَﻌَْﳚ ْنَأ "
 َأ ﻰَﻠَﻋ ٌﺔَﻓْﻮُـﻗْﻮَﻣ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ﻰِﺿَْرأ ِﻒْﻗَﻮْﻟا ِءﺎَﺸْﻧِإ َﺪْﻨِﻋ َلْﻮُﻘَـﻳ ﺎَِﻫْﲑَﻏ َلاَﺪْﺒِﺘْﺳِإ ِﱃ ﱠن
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 ِﻩِﺬَﻫ ِﰱَو , ﺎَﻬِﻌُﺿْﻮَﻣ ِﰱ ًﺎﻔْﻗَو َﺎﻫ ِْﲑَﻏ َﻞْﻌَﺟَو ﺎَﻬَﻌ ْـﻴَـﺑ ِﱃ ﱠنَا ﻰَﻠَﻋ َْوا َﺎِﺑﻬ
 ﱡﺢِﺼَﻳ َﻒْﻗَﻮْﻟا ﱠنَأ ٍﺪﱠﻤَُﳏ ْﻦَﻋ َىِوُر , ﺎًﺤْﻴِﺤَﺻ ُﻒْﻗَﻮَْﻟا ُنْﻮُﻜَﻳ ِلَﺎْﳊا  ُطْﺮﱠﺸﻟاَو
. ُﻞِﻄْﺒُـﻳ
1 
“a. Bila waqif pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan 
bahwa dirinya atau pengurus harta waqaf (nazir) berhak untuk 
menukar, seperti kata waqif ketika mewakafkan: Tanahku ini saya 
wakafkan tetapi saya berhak untuk menukar dengan yang lain 
atau menjualnya dan menggantikan dengan yang lainnya, maka 
penukaran harta waqaf dalam hal ini sah atau boleh. Akan tetapi 
Muhammad berpendapat bahwa wakafnya sah sedang syaratnya 
batal”. 
 ٍلﺎَِﲝ ُﻒْﻗَﻮَْﻟا َرﺎَﺻَو , ِِﻩْﲑَﻐِﻟ َﻻَو ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ َلاَﺪْﺒِﺘْﺳ ِْﻻا ُﻒِﻗاَﻮْﻟا ِطَِﱰْﺸَﻳ َْﱂ اَذِإ "
 َْﲑِﺼَﺗ ْوَأ , ِﻪِﺑ ُﺮ ﱠﻤَﻌُـﻳ ﺎَﻣ ُﻪَﻟ َﺲَْﻴﻟَو َبِﺮَْﳜ ْنَﺄَﻛ ,ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ ِﻪِﺑ ُعﺎَﻔِْﺘﻧ
ِْﻻا ُﻦِﻜُْﳝ َﻻ
 ٌﺔﱠﻠُﻏ ُُجﺮَْﲣ َﻻ ًﺔَﺨْﺒَﺳ ُضْرَْﻻا  ِلَﺎْﳊا ِﻩِﺪَﻫ ِﰱ ُلاَﺪْﺒِﺘْﺳ ِْﻻَﺎﻓ َﺎﻬَِﺘﻧْو ُﺄَﻣ ﻰَﻠَﻋ ُﺪِْﻳﺰَﺗ
. ﻰِﺿ ﺎَﻘْﻟا ِنْذِإ ْﻦِﻣ ﱠُﺪﺑَﻻ ْﻦِﻜَﻟَو ,ٌةَِﺰﺋﺎَﺟ2 
“b. Apabila Waqif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain 
berhak untuk menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak 
memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang 
telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah 
yang menjadi tandus yang tidak memberikan hasil yang 
mencukupi perawatannya, maka boleh menukarkan harta wakaf 
tetapi dengan izin hakim”. 
 ْنَأ َﻲِﻫ "  ْنَأ ُﻦِﻜُْﳝ ْﻦِﻜَﻟَو ِﻪَِﺘﻧْﻮُـﺌَﻣ ْﻦَﻋ ُﻞُﻀْﻔَـﺗ ٌتﱠﻼُﻏَو ٌﻊِْﻳر ِﻒِﻗَﻮِْﻠﻟ َنْﻮُﻜَﻳ
 اَﺬَﻫ ِﰱ ِﺔﱠﻴِﻔََﻨْﳊا ُءﺎَﻬَﻘُـﻓ َﻒَﻠَـﺘْﺧِإ ْﺪَﻗَو ٌﺔﱠﻠُﻏ ُﺮَـﺜَْﻛاَو ,ﺎًﻌْﻔَـﻧ ﱡرَدأ َﻮُﻫ ﺎَﻣ ِﻪِﺑ َلِﺪْﺒَـﺘْﺴَﻳ
 ُﷲ َﻲِﺿَر َﻒُﺳْﻮُـﻳ ُﻮَﺑَﺎﻓ .ًاْﲑِﺒَﻛ ًﺎﻓَﻼِﺘْﺧإ  َﺲَْﻴﻟَو , ِﻖِﻓاَﻮِْﻠﻟ ُﻊَﻔْـَﻧأ ُﻪﱠَﻧِﻷ ,ُُﻩﺰ ْـﻴ َِﳚ ُﻪْﻨَﻋ
 , ِلَﺎْﳊا ِﻩِﺬَﻫ ِﰱ َلاَﺪْﺒِﺘْﺳِﻹا ُﻊَْﻨَﳝ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر ٌلَﻼِﻫَو ,ِﻩِﺪُﺼْﻘَﻤِﻟ ٌةَﺎﻓﺎَﻨُﻣ
 ـَﻴَـﻓ ,ِلَﺎْﳊا ِﻩِﺬَﻫ ِﰱ ِلاَﺪْﺒِﺘْﺳِﻹا َﻊَﻨَﻣ ِمَﺎُﳘ ُﻦْﺑ ِﻦْﻳِّﺪﻟا ُلﺎَﻤَﻛ ُرﺎَﺘَْﳜَو ِﺢْﺘَـﻓ ِﰱ ُلْﻮُﻘ
1 Zahra, Muhammad Abu.Muhadlarat fi al-Waqf, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971).168. 
2 Ibid, 170. 
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 َﺐِﺟاَﻮﻟا ﱠنَِﻷ ( ِﺔﱠﻠُﻏ ِدْﻮُﺟُو ِلﺎَﺣ ِﰱ ُلاَﺪْﺒِﺘْﺳِإ ْىَأ ) َزْﻮَُﳚ ﱠﻻَا ﻰِﻐَﺒ ْـﻨَـﻳ : ِﺮْﻳِﺪَﻘﻟا
 ِﰱ َﺐِﺟْﻮُﻤْﻟا ﱠنُِﻷ , ىَﺮْﺧُأ ٍةَد�َِز َنْوُد , ِﻪْﻴَﻠَﻋ َنﺎَﻛﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ِﻒْﻗَﻮﻟا ُءﺎَﻘْـﺑِإ
 ِﱐﺎﱠﺜﻟا ِﰱَو ُطْﺮﱠﺸﻟا ِلﱠوَْﻻا.ُةَرْوُﺮﱠﻀﻟا 3 
“c. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya 
pemeliharaan, tetapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan 
sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama’ 
Hanafiyah berbeda pendapat: 
1) Abu Yusuf ra. Berpendapat boleh karena lebih bermanfaat bagi waqif 
dan tidak menghilangkan apa yang dimaksudkannya. 
2) Hilal ra. berpendapat tidak boleh, dan Kamal al-Din bin al-Hamam 
juga melarang penukaran seperti yang ia katakan dalam Fath al-Qadir: 
Penukaran harta wakaf dalam keadaan masih bermanfaat adalah tidak 
dibenarkan sebab yang wajib adalah tetapnya barang wakaf, bukan 
bertambahnya manfaat. Karena kebolehan menukar harta wakaf, 
pertama, ada syarat, kedua karena dalam keadaan darurah”.    
2. Menurut Ulama’ Malikiyah 
 ُبُﺮَْﲣ ْﻮَﻟَو , ًارﺎَﻘُﻋ َنﺎَﻛ اَذِإ ِفْﻮُـﻗْﻮَﻤْﻟا ِﰱ َلاَﺪْﺒِﺘْﺳِﻻا ُﺔﱠﻴِﻜِﻟﺎَﻤْﻟا ِﺰَُﳚ َْﱂَو "
 ِﺔﱠﻴِﻜِﻟﺎَﻤْﻟا ُﺾْﻌَـﺑ َزﺎَﺟَأ ْﻦِﻜَﻟَو , ْﻢ
ِِﺗﻬَﺮْـﺜَﻛ َﺪْﻨِﻋ اَﺬَﻫَو ِﺊَﺷ ِﰱ ﱡﻞِﻐَﺘْﺴََﻳﻻ َﺢَﺒْﺻَأَو
 ﱠﻞََﳏ ﱡﻞَِﳛ َﺮَﺧَا ٍرﺎَﻘُﻌِﺑ َﺔَﻠَـﺑﺎَﻘُﻤْﻟا  ْنَأ ُﺮِﻈَﺘ ْـﻨَـﻳ َﻻَو  ٍﺔَﻌَﻔ ْـﻨَﻣ اَذ ْﻦُﻜَﻳ َْﱂ اَذِإ ِﻒْﻗَﻮْﻟا
. ﱡﻂَﻗ ٍﺔَﻌَﻔ ْـَﻨِﲟ َﻰِﺗ�َ4 
“Mayoritas ulama’ Malikiyah tidak memperbolehkan 
penukaran harta wakaf yang terdiri dari barang tidak bergerak, 
walaupun ia akan rusak/roboh atau tidak menghasilkan sesuatu. 
Tetapi, sebagian ada yang berpendapat boleh asal diganti 
dengan barang tak bergerak lainnya, jika dipandang bahwa 
barang itu sudah tidak bermanfaat lagi “. 
3 Ibid., 168-172. 
4 Ibid., 62. 
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, ٌِﺰﺋﺎَﺟ ِﺔﱠﻴِﻜِﻟﺎَﻤْﻟا َﺪْﻨِﻋ ِﻪْﻴِﻓ ُلاَﺪْﺒِﺘْﺳَﺎﻓ ِلْﻮُﻘ ْـﻨَﻤْﻟا ُﻒْﻗَو ﺎﱠَﻣا "  َﻊْﻨَﻣ ﱠنَِﻷ َﻚِﻟَذَو
. ِﻪِﻓ َﻼْﺗِإ َﱃِإ ىِدْﺆُـﻳ ْﺪَﻗَو ِلاَﺪْﺒِﺘْﺳﻻا
5 
“Sedangkan untuk barang yang bergerak, ulama’ Malikiyah 
memperbolehkan sebab dengan adanya penukaran, maka 
barang wakaf tidak akan sia-sia”.   
3. Menurut Ulama Syafi’iyah 
 ُﺐَﻫْﺬَﻣَو "  ِﻚِﻟﺎَﻣ َﺐَﻫْﺬَﻣ ُبِرﺎَﻘُـﻳ ِلاَﺪْﺒِﺘْﺳْﻻا ِﰱ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻰِﺿَر ﻰِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟا
 َﻚِﻟَذ ِﰱ َنْﻮُﻜََﻳﻻ  ﱠﱴَﺣ ِلاَﺪْﺒِﺘْﺳِﻻا ِﻊْﻨَﻣ ِﰱ ُﺪْﻳِﺪْﺸﱠﺘﻟا َﻰِﻫَو ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻰْﺿَر
 َو ﺎًﻘَﻠْﻄُﻣ ِﺪِﺠْﺴ
َ
ﳌا َﻊْﻴَـﺑ َﻊَﻨَﻣ ﱡﻰِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟَﺎﻓ , ِفَﺎﻗْوَْﻸِﻟ ُعﺎَﻴِﺿ َﻒَﻠَـﺘْﺧاَو .َبﱠﺮﱠَﲣ ْﻮَﻟ
 َزﺎَﺟَأ ٌﻖِْﻳﺮَﻔَـﻓ , ﺎًﻘَﻠْﻄُﻣ ٍﻊَﻔ ْـِﻨﺑ ﻰِْﺗ�َ َﻻ ُفْﻮُـﻗْﻮَﻤْﻟا ُرﺎَﻘُﻌْﻟا َﺢَﺒْﺻَأ اَذِإ ُﺔﱠﻴِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟا
 ﺎَﻣ ِﺐَﻫﺬَﻤْﻟا ِﰱ َءﺎَﺟ ْﺪَﻗَو , ُﻪَﻌَـﻨَﻣ ٌﻖِْﻳﺮَﻓَو ,ًﻼﱠﻐُﻣ ُﻒْﻗَﻮْﻟا َنْﻮُﻜَِﻴﻟ َلاَﺪْﺒِﺘْﺳﻻا
 َو ْنِإَو : ُﻪﱠﺼَﻧ ِﺪِﺠْﺴَﻣ ﻰَﻠَﻋ ﺎًﻋْوُﺪُﺟْوَأ ْﺖَﻨَﻣَﺰَـﻓ ًﺔَﻤِْﻴَﺑﻬْوَأ ْﺖَﻔَﺠَﻓ ًﺔَﻠَْﳔ َﻒَﻗ
 .ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ِﰱ �َْﺮََﻛذ ﺎَﻤَﻛ ُﻪُﻌ ْـﻴَـﺑ ُزْﻮَُﳚ َﻻ َﺎُﳘُﺪَﺣَأ :ِنﺎَﻬْﺟَو ِﻪْﻴِﻔَﻓ ْتَﺮﱠﺴَﻜَﺘَـﻓ
 َنﺎَﻜَﻓ , ُﻪُﺘَﻌَﻔ ْـﻨَﻣ ﻰَﺟْﺮُـﻳ َﻻ ُﻪﱠَﻧِﻷ , ُﻪُﻌ ْـﻴَـﺑ ُزْﻮَُﳚ ِﱏﺎﱠﺜﻟاَو  ِفَﻼِِﲞ ُﻪُْﻛﺮَـﺗ َﱃْوَأ ُﻪُﻌ ْـﻴَـﺑ
. ِﻪِﺑ َﺮَﺧ َﻊَﻣ ِﻪْﻴِﻓ ُةَﻼﱠﺼﻟا ُﻦِﻜُْﳝ َﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ﱠنَِﺈﻓ ,ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا6  
“Asy-Syafi’i ra sendiri dalam masalah tukar menukar harta 
wakaf hampir sama dengan Maliki ra, yaitu sangat mencegah 
adanya tukar menukar harta wakaf, agar benda-benda wakaf 
tidak tersia-sia. Asy-Syafi’i tidak memperbolehkan menjual 
masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Ulama’ 
Syafi’iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf yang berupa 
barang tidak bergerak yang tidak memberi manfaat sama 
sekali. Sebagian memperbolehkan ditukar dengan yang lain 
agar harta wakaf itu bermanfaat dan sebagian mencegahnya. 
Dalam kitab al-Muhaddhab diterangkan: Apabila ada orang 
mewakafkan pohon korma, kemudian kering (mati) atau 
binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid kemudian 
rusak, maka dalam masalah ini ada dua pendapat: 
5 Ibid., 163. 
6 Ibid., 163-164. 
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a. Tidak boleh dijual sebagaimana masjid. 
b. Boleh dijual, karena barang tersebut sudah tidak bisa 
diharapkan manfaatnya. Dijual lebih baik dari pada dibiarkan 
begitu saja, lain halnya dengan masjid, sebab masjid dapat 
ditempati untuk sholat walaupun dalam keadaan roboh”.    
4. Menurut Ahmad bin Hanbal 
 ِﻊْﻴَـﺑ ِﰱ ٍﻞُﻫﺎَﺴَﺗَو ,ًﻼْﻴَِﻠﻗ ِﺪْﻳِﺪْﺸﱠﺘﻟا ِدْﻮُـﻴُـﻗ ْﻦِﻣ ُﷲ َﻰِﺿَر ﺪَْﲪَأ ُﺐَﻫْﺬَﻣ َﻞﱠﻠََﲢ ْﺪَﻗَو "
 َﻦِﻣ ُﻊَﺳَْوأ ٌةَﻮْﻄُﺧ ِلاَﺪْﺒِﺘْﺳْﻻا ِﻖِْﻳﺮَﻃ ِﰲ َرﺎَﺳ َﻚِﻟَﺬِﺑَو ﺎَﻬﱡﻠََﳏ ىَﺮْﺧُأ ﱠﻞِﺤَِﺘﻟ ِسﺎَﺒْﺣَْﻷا
 ِﻟﺎَﻣ ِْﲔَﻠ ْـﻴَِﻠْﳉا ِْﲔَﻣﺎَﻣِﻹا ِﺔَﺒْﺴِّﻨﻟِﺑﺎ ًﺔَﻌِﺳاَو ُةَﻮُْﻄﳋا ِﻦُﻜَﺗ َْﱂ ْنِإَو ,ﻰِﻌِﻓﺎَﺸﻟا ِﻩِﺬْﻴِﻤِْﻠﺗَو ِﻚ
 ْﺪَﻘَـﻓ , ِﺪِﺟﺎَﺴَﻤْﻟا ِﻊْﻴَـﺑ ِةَزﺎَﺟِإ ِﰱ َنﺎَﻛ ُﻪُﻠُﻫﺎَﺴَﺗ َﺢَﺿْوَأَو . َﺔَﻔ ْـﻴِﻨَﺣ ِﰉَأ ِﺐَﻫْﺬَﻤِﻟ
 َﻤْﻟا َِﺔﻳﺎَﻐِْﻠﻟ ٍﺢِﻟﺎَﺻ َْﲑَﻏَرﺎَﺻاَذِإ ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا َﻊْﻴَـﺑ َزﺎَﺟَأ ﻰَﻠَﻋ َقﺎَﺿ ْنَﺄَﻛ ,ُﻪْﻨِﻣ ِةَدْﻮُﺼْﻘ
 , ُﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ ِﱴَﻟا ُﺔﱠﻴِﺣ ﺎﱠﻨﻟا ِﺖََﺑﺮَﺧ َْوا , ْﻢُﻬَﻌَﺴَﻳ ﱠﱴَﺣ ُﻪُﻌ ْـﻴِﺳْﻮَـﺗ ْﻦُﻜَﻳ َْﱂَو ,ِﻪِﻠْﻫَأ
 ُﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ُعﺎَﺒُـﻳ ِلاَﻮْﺣَْﻻا ِﻩِﺬَﻫ ِّﻞُﻛ ﻰِﻔَﻓ , ُﻪْﻨِﻣ َﻊْﻔَـﻧ َﻻَو , ٍﺪْﻴِﻔُﻣ َْﲑَﻏ َرﺎَﺻَو
 ُﻳَو" ِِﻪﻧﺎَﻜَﻣ ِﰱ ِﻪَْﻴِﻟا ُجﺎَﺘَْﳛ َﺮَﺧآ ٍﺪِﺠْﺴَﻣ ِءﺎَﺸْﻧِإ ِﰱ ُﻪَُﻨَﲦ ُفﱠﺮَﺼ
7 
“Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, 
kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Pendapat ini lebih 
lunak dari kedua pendapat Imam sebelumnya, yaitu Malik dan Asy-
Syafi’i, walaupun tidak selunak pendapat Abi Hanifah. Lebih jelas 
lagi bahwa beliau memperbolehkan menjual masjid, jika sudah tidak 
sesuai dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah 
tidak menampung jama’ahnya dan tidak mungkin lagi untuk 
diperluas, atau sebagian masjid itu roboh, sehingga tidak dapat 
dimanfaatkan lagi. Maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh 
dijual, kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid lain”.  
Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 pasal 42. ditegaskan Nazhir wajib 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya, sedangkan dalam pasal  44 ayat (1 ) dan (2) di 
tegaskan: Ayat (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda 
7 Ibid., 165. 
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wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia,  ayat (2) 
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila 
harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 
peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 
Sedangkan dalam PP Nomor. 42 Tahun 2006 pasal 49 ditegaskan: 
perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang 
kecuali dengan izan tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 
Hambatan-hambatan dalam penukaran harta wakaf   
Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung 
dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat 
proses pelaksanaan perwakafan, antara lain: 
1. Mauquf (harta benda wakaf) sudah tidak sesuai dengan apa yang 
dikrarkan semula.  
2. Mauquf diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana 
umum tata ruang.  
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat disimpulkan 
dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penukaran harta wakaf pada dasarnya dilarang kecuali harta tersebut 
diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum 
tata ruang (RUTR). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. 
2. Penukaran harta wakaf terjadi karena harta wakaf itu sudah tidak 
sesuai dengan apa yang diikrarkan semula. 
3. Penukaran harta wakaf diperbolehkan setelah mendapat izin tertulis 
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan tata cara penukaran harta wakaf! 
2. Mengapa harus terjadi penukaran harta wakaf? 
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam penukaran harta benda 
wakaf? 
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Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 
PAKET 5 
PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF  




Perwakafan dalam perspektif hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan 
pendapat para Imam Mujtahid. Ada yang berpendapat bahwa harta wakaf 
bisa kembali menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) tapi yang lain 
berpendapat bahwa harta wakaf itu sudah putus dari kepemilikan wakif, 
karena sudah menjadi milik masyarakat. Sedangkan menurut hukum positif 
harta wakaf itu harus dilembagakan dan dimanfaatkan selama-lamanya 
untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya.  
Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang sudah pasti akan terkait 
dengan syarat dan rukun untuk kesahan pelaksanaannya. Hal ini sangat 
penting untuk diketahui karena syarat dan rukun itu akan terjadi pada saat 
wakif mewakafkan harta bendanya. Pada bagian ini, pengetahuan tentang 
syarat dan rukun wakaf menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup 
syarat dan rukun wakaf menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, 
Hanabilah, dan menurut hukum positif di Indonesia.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami perwakafan dalam perspektif 
hukum Islam dan hukum positif. 
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh 
perwakafan baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf di lapangan). Di luar 
contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan perwakafan yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
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mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 





a. Menjelaskan perwakafan menurut hukum Islam  
b. Menjelaskan perwakafan menurut hukum positif 
 
Waktu 




1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati syarat dan rukun wakaf menurut 
hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
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Kelompok 1: Syarat dan rukun wakaf menurut Hanafiyah 
Kelompok 2: Syarat dan rukun wakaf  menurut Malikiyah 
Kelompok 3: Syarat dan rukun wakaf menurut Syafi’iyah 
Kelompok 4: Syarat dan rukun wakaf menurut Hanabilah 
Kelompok 5: Syarat dan   rukun  wakaf    menurut hukum positif  
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik perwakafan di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  




Mahasiswa dapat mempraktikkan perwakafan dalam perspektif hukum 
Islam dan hukum positif 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena perwakafan, 
misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok pesantren! 
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2. Berlatihlah melakukan perwakafan dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya! 
 
Tabel 5.1:  
Daftar Nilai Praktik Perwakafan 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 




PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 
HUKUM POSITIF 
 
Para Fuqaha’ berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang 
dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas 
dari penguasaan waqif serta dimafaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan 
oleh agama Islam. Setelah waqif mengikrarkan wakaf, maka harta itu 
menjadi milik Allah atau menjadi milik umum. 
Berbeda dengan pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa wakaf 
boleh untuk waktu tertentu, seperti lima tahun, sepuluh tahun dan 
sebagainya, setelah itu harta wakaf bisa kembali kepada waqif kalau ia 
masih hidup atau kepada ahli waritsnya jika ia telah meninggal dunia. Di 
samping itu, Malikiyah juga berpendapat bahwa boleh mewakafkan sesuatu 
yang habis dengan sekali pakai, seperti makanan. 
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Abu Hanifah dan sebagian ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa harta 
wakaf statusnya masih milik waqif, oleh karena itu suatu ketika dapat 
ditarik kembali, dan dapat diwarits, dihibahkan serta dijual. 
Abu Hanifah sama dengan Malikiyah dalam hal pemilikan harta wakaf, 
yaitu masih tetap milik waqif, tetapi tidak sama dalam hal kekalnya barang 
wakaf, karena Malikiyah memperbolehkan mewakafkan makanan yang 
mana makanan akan habis sekali pakai (dimakan).  
Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan Abi Hanifah dan 
Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf boleh ditarik kembali, 
kemudian diwarits, dihibahkan dan dijual, karena pendapat ini bertentangan 
dengan nas hadits riwayat Ibn ‘Umar yang mengatakan: Annahu la yuba’u 
asluha wa la yuhabu wa la yuratsu (bahwa zat bendanya tidak boleh dijual, 
dihibahkan dan tidak boleh diwarits). 
Betapa sulitnya atau mudaratnya para nadzir dalam menangani harta 
wakaf yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti wakaf masjid, 
kemudian masjid tersebut diambil lagi oleh waqif, lalu dijual. Masalah ini 
akan menimbulkan darar (bahaya), padahal darar (bahaya) harus dihindari, 
seperti dalam suatu kaidah: al-Dararu yuzalu syar’an (secara hukum, sesuatu 
yang akan menimbulkan bahaya itu harus dihindari). 
Pernyataan yang ada dalam Undang-undang nomor; 41 Tahun 2004, PP 
nomor 42 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 215 ayat (1) dan Pasal 216  sama-sama menyatakan bahwa 
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya atau melembagakannya untuk 
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. 
Perbedaan yang tampak antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 dengan Kompilasi Hukum Islam sebelum terbitnya UU 41 Tahun 2004 
dan PP Nomor 42 Tahun 2006 adalah tentang barang yang diwakafkan, 
Peraturan Pemerintah no. 28/1977 hanya menyangkut tanah milik, 
sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah semua benda (hak) milik tidak 
terbatas pada tanah milik saja. Sedangkan dalam UU 41 Tahun 2004 
dipertegas bahwa benda wakaf dapat berupa benda bergerak ataupun benda 
yang tidak bergerak. 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 66 
 































Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 
Persamaan kedua konsep perwakafan adalah: 
1. Penahanan terhadap harta benda. 
2. Pengambilan manfaat benda. 
3. Pemisahan dari pemilikan secara pribadi. 
4. Dimanfaatkan dalam hal ibadah dan keperluan umum yang dibenarkan 
oleh agama.     
Perbedaan kedua konsep perwakafan adalah: 
1. Status kepemilikan benda masih berada di tangan waqif menurut Abu 
Hanifah, sebagian Hanafiyah dan Malikiyah. 
2. Malikiyah tidak mensyaratkan kekalnya barang. 
Para Fuqaha’ sependapat/sepakat bahwa waqif harus terdiri dari orang 
yang cakap bertindak atas namanya sendiri, yaitu orang yang merdeka, 
berakal, dewasa, pemilik harta atau wakilnya dan mereka berpendapat 
bahwa wakaf tidak sah bila dilakukan oleh seorang budak, orang gila, anak 
kecil, ediot/orang bodoh/pemboros dan bukan pemilik barang. 
Hanya Zahiri yang berbeda pendapat tentang budak, menurut mereka 
budak boleh mewakafkan hartanya yang diperoleh dari waritsan dan 
pemberian suka rela. Begitu juga Syafi’iyah menyatakan bahwa orang 
bodoh atau pemboros dapat menjadi cakap bertindak setelah meninggal 
dunia, dalam pengertian bahwa wasiat untuk mewakafkan sebagian 
hartanya setelah ia meninggal dunia, wasiatnya dianggap sah. 
Penulis sepakat dengan Zahiri yang menyatakan bahwa budak boleh 
mewakafkan hartanya, karena wakaf adalah salah satu bentuk amal shaleh. 
Bagi orang mukmin tidak ada larangan untuk melakukanya, bahkan sangat 
dianjurkan untuk melakukannya. Mengenai pengguguran hak milik, budak 
juga tidak terhalang untuk tidak melakukannya, karena ia dapat memiliki 
harta dengan jalan warits atau pemberian suka rela atau dari penerimaan 
pembagian zakat bagi budak yang mukatab. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi 
Hukum Islam sama-sama menyatakan bahwa orang yang mewakafkan 
hartanya haruslah orang yang dewasa, sehat akalnya, yang oleh hukum tidak 
terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan atas kehendak sendiri. 
Penegasan tersebut dikokohkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada pasal 8 
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yang menyatakan: Wakif haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang 
melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 
Persamaan kedua konsep perwakafan mengenai waqif adalah: 
1. Dewasa. 
2. Berakal. 
3. Yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. 
4. Kehendak sendiri atau tidak dipaksa. 
5. Pemilik harta.         
Perbedaan kedua konsep perwakafan mengenai waqif adalah: 
1. Kitab-kitab Fiqih tidak menggunakan istilah badan hukum. 
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum 
Islam, maupun dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tidak menyinggung 
masalah merdeka atau budak. 
3. Orang bodoh/pemboros menjadi cakap bertindak setelah meninggal 
dunia.  
Para Fuqaha’ mensyaratkan barang yang diwakafkan harus barang yang 
bernilai atau berharga, tahan lama, benda tidak bergerak atau benda 
bergerak, diketahui kadar dan batasnya, milik waqif dan terpisah dari milik 
bersama. 
Malikiyah tidak mensyaratkan harta wakaf harus tahan lama, yang 
penting baginya harta wakaf itu ada manfaatnya, walaupun akan habis 
dengan sekali pakai, seperti makanan. 
Sebagian ulama’ Syafi’iyah manyatakan bahwa tidak sah mewakafkan 
anjing, karena anjing dianggap sebagai barang yang tidak bernilai. Dan 
Syafi’iyah memperbolehkan harta wakaf terdiri dari barang milik bersama. 
Penulis sepakat dengan Fuqaha’ yang memperbolehkan pemilikan 
anjing yang dipergunakan untuk menjaga tanaman, rumah dan untuk 
berburu. Anjing semacam ini boleh dimiliki, oleh karena itu boleh 
diwakafkan. 
Mengenai harta milik bersama yang akan diwakafkan, sebaiknya 
terlebih dahulu dipisahkan dari milik bersama untuk menghindari kerancuan 
batas-batas harta wakaf dengan harta yang tidak diwakafkan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi 
Hukum Islam dinyatakan bahwa harta wakaf itu harus tahan lama, hak 
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milik/milik waqif, sesuatu yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, 
sitaan dan perkara. Yang menjadi obyek wakaf dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 adalah tanah milik saja, sedangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam semua benda atau hak milik.  
Lebih komprehenship UU. No 41 Tahun 2004 menegaskan harta benda 
wakaf tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda 
tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a 
meliputi: 
1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 
(1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, 
meliputi: 
1. Uang; 
2. Logam mulia; 
3. Surat berharga; 
4. Kendaraan; 
5. Hak atas kekayaan intelektual; 
6. Hak sewa; dan 
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Persamaan kedua perwakafan tentang mauquf adalah: 
1. Harta itu bernilai. 
2. Benda tidak bergerak/benda bergerak. 
3. Milik waqif. 
4. Tahan lama 
5. Harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum, bukan milik pribadi.  
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Perbedaan konsep perwakafan tentang mauquf adalah: 
1. Maliki memperbolehkan semua barang yang bermanfaat diwakafkan 
walaupun tidak tahan lama. 
2. Syafi’iyah memperbolehkan barang milik bersama diwakafkan. Dan 
sebagian ulama’ Syafi’iyah tidak memperbolehkan anjing sebagai 
obyek wakaf. 
3. Menurut Abu Hanifah, sebagian ulama’ Hanafiyah dan Maliki, harta 
wakaf statusnya adalah milik waqif.     
Para Fuqaha’ sepakat mengenai mauquf ‘alaih, bila diartikan dengan 
tujuan wakaf, maka tujuan wakaf harus untuk mendekatkan diri kepada 
Allah, kepentingan peribadatan atau untuk keperluan umum yang 
dibenarkan oleh agama. Jika diartikan dengan pengelola wakaf (nazir), maka 
secara eksplisit tidak banyak diuraikan dalam kitab-kitab Fiqh, tetapi secara 
implisit sudah masuk dalam bahasan waqif, walaupun ada sedikit 
perbedaan. Bila mauquf ‘alaih diartikan dengan orang yang menerima harta 
wakaf, maka di antara mereka ada yang dimasukkan pada wakaf khairi 
(kebaikan/ umum).  
Dalam hal wakaf untuk diri sendiri para Fuqaha’ berbeda pendapat: 
1. Abu Yusuf dari Hanafiyah dan Ibn Hazm dari Zahiriyah menyatakan 
boleh. 
2. Muhammad dari Hanafiyah, Malik dan mayoritas Syafi’iyah 
menyatakan tidak boleh. 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum 
Islam menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan 
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama 
Islam, sedangkan dalam UU. No. 41 Tahun 2004 pasal 1 dan 2 ditegaskan ; 
Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 
fungsinya, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis 
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan 
umum. 
Nadzir adalah perseorangan, organisasi  atau badan hukum yang 
diserahi tugas mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Nazir 
perorangan harus memenuhi persyaratan:  
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1. Warganegara Republik Indonesia. 
2. Beragama Islam. 
3. Sudah dewasa. 
4. Sehat jasmaniah dan rohaniah. 
5. Tidak berada dibawah penegampuan. 
Jika nazir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan: 
a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang 
diwakafkan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dinyatakan bahwa 
nazir  harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 
untuk mendapat pengesahan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 
dinyatakan bahwa nazir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis 
Ulama Kecamatan untuk mendapat pengesahan. Nazir sebelum 
melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang 
saksi. 
UU. No. 41 Tahun 2004 memberikan klasifikasi Nadzir dapat meliputi 
perseorangan, organisasi atau badan hukum. 
Persamaan kedua konsep perwakafan tentang mauquf ‘alaih: 
1. Tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan dan keperluan 
umum yang dibenarkan oleh agama Islam. 
2.  Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan 
benda wakaf. 
3. Nadzir harus terdiri dari orang yang sudah dewasa, berakal, tidak 
berada di bawah pengampuan. 
Perbedaan  konsep perwakafan tentang mauquf ‘alaih: 
1. Pembahasan tentang nadzir dalam kitab-kitab Fiqh kurang 
mendapatkan porsi yang cukup, sedangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam 
dibahas secara mendetail, sebelum terbitnya UU Nomor 41 Tahun 2004 
dan PP. Nomor 42 Tahun 2006 
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2. Nadzir harus warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani 
dan rohani, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah 
yang diwakafkan. 
3. Nadzir yang berbentuk badan hukum, harus badan hukum Indonesia, 
berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di Kecamatan 
tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 
4. Nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama. 
5. Dalam kitab-kitab Fiqh dikenal istilah wakaf Ahli dan wakaf Khairi. 
Para Fuqaha’ berpendapat bahwa sighat wakaf harus jelas dan tegas 
tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak tergantung kepada 
suatu syarat dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut 
kembali wakaf yang sudah dilakukan.   
Malikiyah berbeda pendapat dengan Jumhur Fuqaha’, mereka tidak 
mensyaratkan harus selama-lamanya, akan tetapi menurut Malikiyah boleh 
mewakafkan sesuatu untuk satu tahun atau lima tahun dan seterusnya. Dan 
tidak harus seketika, oleh karena itu boleh mengikrarkan wakaf untuk satu 
bulan atau satu tahun yang akan datang. 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum 
Islam menyatakan bahwa ikrar atau pernyataan kehendak dari waqif harus 
secara jelas dan tegas serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Diikrarkan 
kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan 
disaksikan oleh dua orang saksi. Hal tersebut juga ditegaskan dalam PP 
nomor 42 Tahun 2006 pasal 32 yang menyatakan wakif menyatakan ikrar 
wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam majlis Ikrar wakaf 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30. 
Perbedaan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dan Kompilasi Hukum Islam hanyalah mengenai obyek wakaf, yaitu 
mengenai tanah milik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dan benda milik dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam UU. 41 
Tahun 2004 adalah disebut harta benda wakaf secara umum baik yang 
bergerak atau benda yang tidak bergerak. 
Persamaan konsep perwakafan tentang sighat adalah pernyataan 
kehendak dari waqif harus jelas dan tegas untuk apa dan kepada siapa. 
Sedangkan perbedaannya adalah: 
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1. Tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. 
2. Tidak tergantung kepada suatu syarat. 
3. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf 
tersebut.    
4. Harus diikrarkan kepada nadzir di hadapan PPAIW. 
5. Dituangkan dalam Akta Ikrar wakaf. 
6. Disaksikan oleh dua orang saksi. 
Dalam kitab-kitab Fiqh, proses perwakafan tidak diuraikan secara 
eksplisit, akan tetapi secara implisit sudah masuk dalam bahasan rukun-
rukun wakaf beserta persyaratannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan 
bahwa unsur wakaf itu cukup dengan penyerahan saja (Ijab). 
Berbeda dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa proses perwakafan ini 
diuraikan secara detail, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) dan Pasal 
10 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) atau dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ayat 
(1, 2, 3 dan 4) dan Pasal 224. 
Walaupun demikian, kedua konsep Perwakafan ini baik yang terdapat 
dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, sama-sama mengharuskan adanya 
penyerahan atau ijab. 
Penulis berpendapat bahwa perbedaan yang terjadi dalam masalah 
proses perwakafan antara kitab-kitab Fiqh dan Peraturan Pemerintah 
hanyalah perbedaan tehnis menejerialnya saja. 
Mengenai penukaran harta wakaf, para Mujtahidin pada dasarnya tidak 
memperbolehkan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Pemberian izin atau kebolehan 
hanyalah dalam keadaan yang mendesak atau bila harta wakaf itu sudah 
tidak memberikan manfaat sama sekali.  
Akan tetapi bila diteliti lebih mendalam, maka didapati perbedaan-
perbedaan pendapat di kalangan para Fuqaha’ antara lain: 
1. Ulama Hanafiyah menyatakan boleh menukar harta wakaf, bila sejak 
awal sudah disyaratkan hal itu, atau harta wakaf itu sudah tidak 
memberikan manfaat sama sekali, tapi dalam hal ini harus ada izin dari 
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hakim. Bahkan Abu Yusuf menyatakan boleh ditukar dengan sesuatu 
yang lebih bermanfaat asalkan tidak menyimpang dari maksud waqif. 
2. Jumhur ulama Malikiyah tidak memperbolehkan penukaran harta 
wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Sedangkan yang terdiri 
dari benda bergerak, mereka memperbolehkan. Tetapi sebagian ulama 
Malikiyah memperbolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari 
benda tidak bergerak, kalau benda tersebut tidak bermanfaat sama 
sekali.   
3. Jumhur ulama Syafi’iyah juga tidak memperbolehkan penukaran harta 
wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Tetapi sebagian mereka 
memperbolehkan, jika tidak memberikan manfaat sama sekali. 
4. Ahmad bin Hanbal memperbolehkan, termasuk masjid jika sudah tidak 
sesuai dengan tujuan pokok perwakafan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum 
Islam memperbolehkan perubahan atau penukaran harta wakaf dalam hal-
hal tertentu setelah mendapat izin dari Menteri Agama, yaitu:   
a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf. 
b. Karena kepentingan umum.            
Hambatan-hambatan dalam perwakafan 
Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung 
dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat 
proses pelaksanaan perwakafan, antara lain: 
1. Mauquf (harta benda wakaf) yang berupa harta bersama, salah satu 
pihak tidak mau mewakafkan harta bendanya 
2. Mauquf ‘Alaih (orang yang diberi wakaf) jika berupa wakaf ahli 
kemudian orang-orang yang diberi wakaf telah meninggal dunia dan 
mereka tidak mempunyai keturunan. 
3. Sighat (pernyataan wakaf). Wakif ketika menyerahkan benda wakaf 
tidak mengisi akta ikrar wakaf sehingga dikemudian hari tidak ada 
bukti secara autentik siapa wakifnya, siapa nadzirnya dan harta wakaf 
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Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat disimpulkan 
dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pengertian wakaf itu sangat beragam dan berkembang. Wakaf sendiri 
lebih diartikan sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 
2. Harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan 
lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis 
menurut syariah. 
3. Dalam fiqh klasik dinyatakan bahwa benda wakaf pada waktu tertentu 
dapat kembali menjadi milik wakif, jika ia masih hidup atau menjadi 
milik ahli waris, jika ia sudah meninggal dunia. Tetapi sebagian ulama 
menyatakan bahwa benda wakaf sudah putus kepemilikannya dari 
wakif. 
4. Dalam hukum positif di Indonesia, kedua pendapat itu dinyatakan 
sama-sama dapat diberlakukan.   
5. Hambatan perwakafan sering terjadi disebabkan oleh perbedaan 
pendapat tentang boleh tidaknya benda wakaf kembali pada wakif. 
Wakaf berupa benda tidak bergerak seperti tanah masih terasa berat, 
sedangkan wakaf uang belum banyak yang mengetahui tentang 
kebolehannya. 
6. Kebanyakan masyarakat muslim merasa enggan mewakafkan harta 
benda tidak bergerak, karena mereka mengira bahwa urusan  sertifikat 
tanah wakaf harus mereka sendiri yang melakukan. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif! 
2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
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3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf, berikan 
contoh hambatan wakaf yang terjadi di lingkungan saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memotivasi kaum muslimin untuk melakukan wakaf? 
5. Sebutkan beberapa contoh wakaf yang maknanya sesuai dengan 
definisi wakaf menurut hukum Islamatau hukum positif! 
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PAKET 6 
FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PERSAMAAN  
DAN PERBEDAAN PERWAKAFAN MENURUT 




Perwakafan yang diatur dalam sebuah perundang-undangan di 
Indonesia referensinya sudah pasti mengambil dari al-Qur’an, as-Sunnah 
dan pendapat-pendapat dari para imam mujtahid yang semuanya itu 
terangkum dalam istilah hukum Islam. Oleh karena itu sudah pasti disana 
sini ada persamaan dan perbedaan antara wakaf yang diatur dalam hukum 
Islam dengan wakaf yang di atur dalam hukum positif di Indonesia. Hanya 
saja faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya persamaan dan 
perbedaan itu 
Hal ini sangat penting untuk diketahui karena persamaan dan 
perbedaan itu akan terjadi pada saat wakif mewakafkan harta bendanya. 
Pada bagian ini, pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan menjadi 
fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup persamaan dan perbedaan 
menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami faktor penyebab timbulnya 
persamaan dan perbedaan perwakafan baik menurut hukum Islam maupun 
hukum positif di Indonesia.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh 
perwakafan baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf di lapangan). Di luar 
contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan perwakafan yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
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mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami faktor penyebab timbulnya persamaan dan 




a. Menjelaskan faktor penyebab adanya persamaan dan perbedaan 
perwakafan menurut hukum Islam  
b. Menjelaskan faktor penyebab adanya persamaan dan perbedaan 
perwakafan menurut hukum positif 
 
Waktu 
2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Faktor penyebab adanya persamaan dan perbedaan perwakafan  
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut Hukum Positif 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati faktor penyebab adanya persamaan 
dan perbedaan perwakafan menurut hukum Islam dan hukum positif. 
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Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 2 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Faktor persamaan dalam perwakafan menurut hukum 
Islam dan hukum positif 
Kelompok 2: Faktor perbedaan dalam perwakafan menurut hukum 
Islam dan hukum positif 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik perwakafan di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan 
perwakafan menurut hukum Islam dan hukum positif 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan tentang faktor penyebab timbulnya 
persamaan dan perbedaan perwakafan menurut hukum Islam dan hukum 
positif  
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
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Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena perwakafan, 
misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan perwakafan dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
 
Tabel 6.1:  
Daftar Nilai Praktik Perwakafan 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 




FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA PERSAMAAN DAN 
PERBEDAAN 
 
Pada definisi-definisi wakaf yang telah dipaparkan sebelumnya, baik 
yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh, Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik maupun Kompilasi Hukum 
Islam, sama-sama menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta untuk 
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya yang dibenarkan 
oleh agama Islam, karena pada dasarnya wakaf masuk kelompok sadaqah 
jariyah yang sangat diharapkan kebaikannya selama-lamanya walaupun 
orang yang mewakafkan benda itu sudah meninggal dunia, sebagaimana 
hadits di bawah ini: 
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 اَذِإ َﻢَﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِْﰊَأ ْﻦَﻋ "
 ِﻪِﺑ ُﻊَﻔَـﺘ ْـﻨُـﻳ ٍﻢْﻠِﻋ ْوَأ ٍﺔﱠِﻳرﺎَﺟ ٍﺔَﻗَﺪَﺻ : ٍَﺔﺛَﻼَﺛ ْﻦِﻣ ﱠﻻِإ ُﻪُﻠَﻤَﻋ ُﻪْﻨَﻋ َﻊَﻄَﻘْـﻧا ُنﺎَﺴْﻧ
ِْﻻا َتﺎَﻣ
 ْوَأ  .( ٌﻢِﻠْﺴُﻣ ُﻩاَوَر ) ُﻪَﻟْﻮُﻋْﺪَﻳ ٍﺢِﻟﺎَﺻ ٍﺪَﻟَو1 
“Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda: Jika manusia mati, maka terputus amalnya, kecuali tiga: 
sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang 
mendo’akannya”. (HR. Muslim). 
Sedangkan perbedaan yang disampaikan oleh Abi Hanifah, sebagian 
ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa wakaf itu merupakan penyerahan 
sesuatu dengan berjangka waktu, sehingga pada suatu ketika dapat kembali 
kepada waqif, karena ada keterangan bahwa setelah turunnya surah An-
Nisa’, maka tidak ada lagi penahanan harta (wakaf), seperti hadits di 
bawah ini: 
"  ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ , ِءﺎَﺴِّﻨﻟا َِةرْﻮُﺻ ِﰱ ُﺾِﺋَاﺮَﻔﻟا ِﺖَﻟَﺰَـﻧ ﺎﱠﻤَﻟ : َلَﺎﻗ ُﻪﱠَﻧأ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑِإ ْﻦَﻋ
 . ( ﱡﻰِﻘَﻬ ْـﻴَـﺒﻟا ُﻩاَوَر ) ِءﺎَﺴِّﻨﻟا ِةَرْﻮُﺳ َﺪْﻌَـﺑ َﺲْﺒَﺣ َﻻ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰَﻠَﺻ ِﷲ
2 
“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa ia berkata: Ketika ayat tentang 
faraid (warits) turun, maka Rasulullah SAW bersabda: tidak ada 
penahanan harta (wakaf) setelah turunnya surah An-Nisa’”. (HR. Al-
Baihaqi) 
Pernyataan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
badan hukum seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, karena perbuatan ini akan 
berakibat hukum yaitu lepasnya harta wakaf dari pemiliknya (waqif), 
selanjutnya menjadi milik umum yang dalam istilah lain menjadi milik 
Allah. 
Hampir seluruh Fuqaha’ menetapkan bahwa waqif itu harus orang 
yang cakap bertindak atas namanya sendiri (ahliyah al-tabarru’) yaitu 
orang dewasa, berakal sehat dan tidak berada di bawah pengampuan, 
karena wakaf merupakan perbuatan hukum dan suatu bentuk ibadah yang 
mana pelakunya harus terdiri dari orang yang cakap bertindak. Begitu juga 
1 Muslim, Shaheh Muslim, Jilid 2 (Bandung: PT. al-Maarif, tt) 14.  
2 Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadir, 134 H), 6. 
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persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
Perbedaan yang disampaikan oleh Zahiri bahwa budak dapat 
mewakafkan hartanya, karena budak dapat memiliki harta dengan jalan 
warits atau pemberian suka rela. Bila budak dapat memiliki harta, berarti 
ia dapat membelanjakan hartanya. Dan jika ia dapat membelanjakan 
hartanya berarti ia dapat mewakafkan hartanya. 
Dan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi’iyah bahwa 
orang bodoh (safih) atau pemboros boleh mewakafkan hartanya setelah ia 
meninggal dunia, karena hal ini termasuk wasiat, sedangkan wasiat mereka 
dinyatakan sah. 
Badan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) da 
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 atau Pasal 
215 ayat (2) dan Pasal 217 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan 
dapat malakukan perwakafan, karena yang dimaksud adalah pengurusnya. 
Para Fuqaha’ menetapkan bahwa harta wakaf itu harus tahan lama, 
tidak dibatasi dengan waktu dan lepas dari pemilikan waqif, begitu juga 
yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan 
Kompilasi Hukum Islam, karena adanya nas hadits yang menyatakan: 
 ." َﺎِﺑﻬ َﺖْﻗ ﱠﺪَﺼَﺗَو ﺎَﻬَﻠْﺻَأ َﺖْﺴﱠﺒَﺣ َﺖَﺌِﺷ ْنِإ " 3 
“Jika kamu mau, tahan (wakafkan) zat bendanya dan kamu 
sedekahkan (manfaat) bendanya”.   
Adapun pendapat Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak harus tahan lama, 
dalam waktu tertentu bisa ditarik kembali dan status harta wakaf itu masih 
menjadi milik waqif, karena berdasarkan kepada hadits riwayat Ibn ‘Abbas 
di bawah ini:   
 ْﻮُﺻ ِﰱ ُﺾِﺋَاﺮَﻔﻟا ِﺖَﻟَﺰَـﻧ ﺎﱠﻤَﻟ : َلَﺎﻗ ُﻪﱠَﻧأ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑِإ ْﻦَﻋ, ِءﺎَﺴِّﻨﻟا ِةَر  ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ
 ِءﺎَﺴِّﻨﻟا ِةَرْﻮُﺳ َﺪْﻌَـﺑ َﺲْﺒَﺣ َﻻ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰَﻠَﺻ .( ﱡﻰِﻘَﻬ ْـﻴَـﺒﻟا ُﻩاَوَر) 
“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas ia berkata: Ketika turun ayat tentang 
Faraid (warits) yang ada dalam surah An-Nisa’, maka Rasulullah 
3 Al-Asqalani, Irsyad al-Sari, Juz 5 (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, tt ), 25. 
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SAW bersabda: Tidak ada penahanan harta (wakaf) setelah turunnya 
surah An-Nisa’”. (HR. al-Bayhaqi) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 
ayat (1) dan Pasal 4 membatasi hanya tanah milik saja yang diatur, karena 
masalah tanah sering menimbulkan persengketaan dan memerlukan 
penanganan khusus. Namun demikian setelah ditetapkannya Kompilasi 
Hukum Islam sebagai salah satu perundang-undangan yang berlaku, maka 
persoalan wakaf selain tanah milik dapat teratasi.   
Tentang mawquf ‘alaih yang dapat diartikan dengan tiga pengertian, 
yaitu tujuan wakaf, pengelola wakaf dan orang yang diberi atau menerima 
wakaf, maka jelaslah tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan 
atau keperluan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam. Hal ini 
ditemukan baik dalam kitab-kitab Fiqh maupun dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, karena 
wakaf adalah penjabaran dari sadaqah jariyah. 
Kitab-kitab Fiqh sedikit sekali menyinggung tetntang nazir, karena 
masalah ini secara implisit telah dibicarakan dalam syarat-syarat waqif 
walaupun ada sedikit perbedaannya atau masalah ini termasuk dalam 
pembicaraan amanah atau tanggung jawab. 
Lain halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan 
Kompilasi Hukum Islam serta UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 
Tahun 2006 yang membicarakannya secara detail, karena hal ini dipandang 
sangat perlu, sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada Allah 
maupun kepada masyarakat yang mewakafkan hartanya. Oleh karena itu, 
persyaratan menjadi nazir ini diperketat antara lain harus bertempat 
tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah/benda yang diwakafkan. 
Dan jika mawquf ‘alaih itu dimaksudkan orang yang menerima wakaf, 
maka hal ini karena berdasarkan saran Nabi kepada Abu Talhah atau Umar 
bin Khattab, seperti hadits di bawah ini: 
 َنﺎَﻛ : ُلْﻮُﻘَـﻳ ٍﻚِﻟﺎَﻣ َﻦْﺑ َﺲََﻧأ َﻊ
َِﲰ ُﻪﱠَﻧأ َﺔَﺤَْﻠﻃ ِﰉَأ ِﻦْﺑ ِﷲِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ َقﺎَﺤْﺳِإ ْﻦَﻋ "
 َءﺎََﺣْﲑَﺑ ِﻪَْﻴﻟِإ ِِﻪﻟﺎَﻣ ﱠﺐَﺣَأ َنﺎََﻛو ٍﻞَْﳔ ْﻦِﻣ ًﻻﺎَﻣ ِﺔَﻨْـﻳِﺪَﻤْﻟِﺑﺎ ٍِّىرﺎَﺼَْﻧأ َﺮَـﺜْﻛَأ َﺔَﺤَْﻠﻃ ْﻮُـَﺑا
ﺎََﻛو ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا َﺔَﻠِﺒْﻘَـﺘْﺴُﻣ ٍءﺎَﻣ ْﻦِﻣ ُبَﺮْﺸَﻳَو ﺎَﻬُﻠُﺧْﺪَﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰَﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َن
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 ْﻮُـَﺑا ََمﺎﻗ َنْﻮﱡـﺒ
ُِﲢ ﺎﱠِﳑ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا اْﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ ْﺖَﻟَﺰَـﻧ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ ٌﺲَﻧأ َلﺎَﻗ ٍﺐَِّﻴﻃ ﺎَﻬ ْـﻴِﻓ
 ُلْﻮُﻘَـﻳ َﷲ ﱠَنا ِﷲ َلْﻮُﺳَر �َ َلﺎَﻘَـﻓ َﺔَﺤَْﻠﻃ  ﱠنِاَو َنْﻮﱡـﺒُِﲢ ﺎﱠِﳑ اْﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا اﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ
 ُﺚْﻴَﺣ ﺎَﻬْﻌَﻀَﻓ ِﷲَﺪْﻨِﻋ ﺎَﻫَﺮْﺧَذَو ﺎَﻫﱠﺮِﺑ ْﻮُﺟَْرا ِﻟﻠﻪ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ َﺎ ﱠ�ِإَو َءﺎََﺣْﲑَﺑ ﱠَﱄِإ ِﱃاَﻮَْﻣا ﱠﺐَﺣَا
 َِﲰ ْﺪَﻗَو ٌﺢِﺑَار ٌلﺎَﻣ َﻚِﻟَذ ٍّﺦَﺑ َلﺎَﻘَـﻓ ُﷲ َكَاَرا ِﰱ ﺎَﻬَﻠَﻌَْﳚ ْنَأ ىََرا ِّﱏِإَو َﺖَﻠُـﻗ ﺎَﻣ ُﺖْﻌ
 ِﻪِِﺑر َﺎَﻗا ِﰱ َﺔَﺤَْﻠﻃ ْﻮُـَﺑا ﺎَﻬَﻤﱠﺴَﻘَـﻓ ِﷲ َلْﻮُﺳَر �َ َﻚِﻟَذ ُﻞَﻌْـَﻓا َﺔَﺤَْﻠﻃ ْﻮُـَﺑا َلَﺎﻗ َْﲔِﺑَﺮْـﻗ َْﻻا
 , ِﻪ ِّﻤَﻋ ِﲎَﺑ ِﰱَو ٌﻢِﻠْﺴُﻣ ُﻩاَوَر " 
“Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah bahwa ia 
mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Talhah adalah sahabat Ansar 
yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia 
cintai adalah Bairaha’ yang tepat berhadapan dengan masjid Nabi. 
Nabi pernah masuk kebun itu untuk minum air yang jernih di situ. 
Anas berkata: Setelah turun ayat: 
 َنْﻮﱡـﺒُِﲢ ﺎﱠِﳑ اﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا اْﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ " "  
Maka Abu Talhah berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Allah telah berfirman:   
"  َنْﻮﱡـﺒُِﲢ ﺎﱠِﳑ اﻮُﻘِﻔْﻨُـﺗ ﱠﱴَﺣ ﱠِﱪْﻟا اْﻮُﻟﺎَﻨَـﺗ ْﻦَﻟ"  
Sedang harta yang sangat kami cintai adalah Bairaha’, ia akan kami 
sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharap kebaikan dan pahalanya 
akan kami simpan di sisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada 
sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah padamu. Nabi bersabda: Bagus, itu 
adalah harta yang beruntung/berguna. Aku mendengar apa yang engkau 
katakan. Menurut pendapatku berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu. 
Abu Talhah berkata: akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian ia 
membegi-bagikannya kepada ahli kerabatnya dan anak pamannya”.      
 ﻰَﻠَﺻ ﱠِﱯَﻨﻟا ﻰَﺗَﺄﻓ ﺎًﺿْرَأ ََﱪَْﻴِﲞ ُﺮَﻤُﻋ َبﺎَﺻَأ َلَﺎﻗ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋ "
 ِﱐُﺮُﻣَْﺗﺄ َﻒْﻴَﻜَﻓ ُﻪْﻨِﻣ َﺲَﻔْـَﻧا ﱡﻂَﻗ ًﻻﺎَﻣ ْﺐِﺻُا َْﱂ ﺎًﺿَْرا ُﺖْﺒَﺻَأ َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ
 ﱠﺒَﺣ َﺖْﺌِﺷ ْنِإ َلﺎَﻘَـﻓ ِﻪِﺑ ُعﺎَﺒُـﻳَﻻ ُﻪﱠَﻧا ُﺮَﻤُﻋ َقﱠﺪَﺼَﺘَـﻓ َﺎِﺑﻬ َﺖَﻗ ﱠﺪَﺼَﺘَـﻓ ﺎَﻬَﻠْﺻَا َﺖْﺴ
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 ِﷲ ِﻞْﻴِﺒَﺳ ِﰱَو ِبَﺎِّﻗﺮﻟا َو َﰉْﺮُﻘﻟاَو ِءَاﺮَﻘُﻔْﻟا ِﰱ ُثَرْﻮُـﻳ َﻻَو ُﺐَﻫْﻮُـﻳ َﻻَو ﺎَﻬُﻠْﺻَا
 ُﻛ�َ ْنِا ﺎَﻬﱠـِﻴﻟَو ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻻَو ِﻞْﻴِﺒﱠﺴﻟا ِﻦْﺑإَو ِﻒْﻴﱠﻀﻟاَو َْوا ِفْوُﺮْﻌَﻤْﻟ ِﺑﺎ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ َﻞ
. ﱡِيرﺎَﺨُﺒْﻟا ُه اَوَر , ِﻪْﻴِﻓ ٍلﱠﻮَﻤَﺘُﻣ َْﲑَﻏ ﺎًﻘْـﻳِﺪَﺻ َﻢِﻌُْﻄﻳ
4 
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra ia berkata bahwa Umar 
mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Nabi SAW 
seraya berkata: Saya mendapat bagian tanah yang belum pernah saya 
dapatkan harta yang paling saya senangi dari padanya, maka apakah 
yang akan Nabi perintahkan kepada saya? Jawab Nabi: Bila engkau 
mau, tahanlah zat bendanya dan sedekahkanlah hasil dari padanya. 
Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, 
dihibahkan dan diwaritskan. Sedang manfaat benda itu diberikan 
kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, 
tamu dan orang yang sedang bepergian atau musafir. Dan tidak dosa 
bagi orang yang mengurusi harta tersebut makan secara wajar atau 
memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud 
memilikinya”. (HR. al-Bukhari) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum 
Islam dalam hal ini tidak membahas tentang wakaf Ahli, karena secara 
jelas bahwa wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan 
umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam dan ini menunjukkan 
bahwa system yang dipakai adalah wakaf Khairi.   
Karena sighat wakaf juga menentukan sah tidaknya suatu perwakafan, 
maka bahasan masalah ini cukup jelas baik yang ada dalam kitab-kitab 
Fiqh maupun yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kitab Fiqh, sighat wakaf dibagi 
menjadi dua kelompok, yaitu lafal-lafal yang Sarih (jelas) dan lafal-lafal 
yang Kinayah (kiasan). Sedangkan dalam UU. No. 41 Tahun 2004 dan PP. 
No. 42 Tahun 2006 serta  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan 
Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. 
UU. No. 41 Tahun 204 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 dan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan ikrar itu secara tertulis, 
karena hitam di atas putih merupakan data otentik, bila di kemudian hari 
terjadi sesuatu perselisihan mengenai harta wakaf, terutama masalah tanah. 
4 Al-Asqalani, al-Sari, 25. 
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Dalam kitab-kitab Fiqh dibahas juga tentang proses perwakafan 
walaupun secara sangat sederhana, karena menekankan keikhlasan dan 
kesahannya. Oleh karena itu, jika dengan ijab (lafal penyerahan) saja sudah 
sah, maka cukuplah perwakafan itu dengan penyerahan benda wakaf 
tersebut. 
Berbeda dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006 
serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum 
Islam yang mengatur proses perwakafan secara mendetail, karena 
perwakafan merupakan pengguguran hak yang harus dilaksanakan secara 
jelas dan pasti, apalagi berkenaan dengan masalah pertanahan. Di samping 
itu juga menganjurkan agar proses perwakafan dilakukan secara ikhlas. 
Mengenai penukaran harta wakaf, pada dasarnya kedua konsep ini 
tidak memperbolehkan, karena tujuan asal dari perwakafan adalah 
mengekalkan barang wakaf dan melembagakannya untuk selama-lamanya 
guna kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam. 
Penukaran harta wakaf diperbolehkan, hanya sebagai pengecualian, 
yaitu bila keadaan mendesak, tuntutan kemaslahatan yang lebih besar. 
Karena salah satu tujuan wakaf adalah memberikan manfaat sebesar-
besarnya kepada komunitas manusia.  
Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya penukaran harta wakaf, 
dalam kitab-kitab Fiqh tertuang dalam pendapat-pendapat para mujtahidin, 
sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan 
Kompilasi Hukum Islam menunggu setelah ada izin dari Menteri Agama 
atau yang diberi wewenang dalam hal itu. 
Hambatan-hambatan dalam faktor penyebab timbulnya persamaan dan 
perbedaan perwakafan menurut hukum Islam dan hukum positif 
Setiap perwakafan yang dilakukan, tidak selamanya berlangsung 
dengan lancar. Biasanya terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat 
proses pelaksanaan perwakafan, antara lain: 
1. Nadzir dalam hukum positif diatur dengan sangat rinci sehingga 
menimbulkan permasalahan di masyarakat. 
2. Sebagian nadzir tidak mengetahui bahwa dalam jabatan atau tugas itu 
ada priodesiasi. 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 86 
 































Faktor Penyebab Timbulnya Persamaan Dan Perbedaan Perwakafan Menurut 
Hukum Islam Dan Hukum Positif 
3. Harta wakaf yang berupa tanah, sering terjadi kendala dalam 
pengurusan menjadi sertifikat tanah wakaf. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perwakafan itu sangat beragam dan berkembang. Karena sebagian 
tetap berpedoman dengan tata cara dan pelaksanaan wakaf sesuai 
dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Dan yang lain 
berpedoman dengan aturan yang ada dalam hukum positif di 
Indonesia. 
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya persamaan dan 
perbedaan perwakafan menurut hukum Islam dan hukum positif. 
3. Pengaturan tentang nadzir dalam hukum Islam tidak terlalu rinci 
sedangkan dalam hukum positif sangat rinci. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan persamaan dan perbedaan syarat wakif menurut hukum Islam 
dan hukum positif! 
2. Jelaskan persamaan dan perbedaan syarat maukuf menurut hukum 
Islam dan hukum positif! 
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan syarat maukuf ‘alaih menurut 
hukum Islam dan hukum positif! 
4. Jelaskan persamaan dan perbedaan syarat sighat (ikrar wakaf) menurut 
hukum Islam dan hukum positif! 
5. Bagaimana cara agar perbedaan yang terdapat dalam hukum Islam dan 
hukum positif dapat dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
6. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf, menurut 
hukum Islam dan hukum positif, berikan contoh hambatan wakaf yang 
terjadi di lingkungan saudara!  
7. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memadukan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hukum Islam 
dan hukum positif terkait masalah perwakafan? 
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Daftar Pustaka 
 
Asqalani, (Al-). Irsyad al-Sari, Juz 5. Me sir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 
t.t. 
Baihaqi, (Al-). al-Sunan al-Kubra, Juz 6. Beirut: Dar al-Shadir, 134 H. 
Muslim, Shaheh Muslim, Jilid 2. Bandung: PT. al-Maarif, t.t.  
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Badan Wakaf Indonesia 
PAKET 7 




Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 
maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang independen dalam 
melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan 
wewenang dalam pembinaan nadzir, memberikan persetujuan atas 
perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan 
nadzir serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja 
sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah organisasi 
masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap 
perlu. 
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami Badan Wakaf Indonesia. 
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh tugas 
dan wewenang BWI baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh 
dosen) ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan tugs dan wewenang BWI 
di lapangan). Di luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama 
relevan dan mendukung tema BWI ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam memepelajari tugas dan wewenanag 
BWI yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan 
mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi 
perkuliahan. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan 
untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang 
telah ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami tugas dan wewenang BWI 
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Badan Wakaf Indonesia 
Indikator 
Mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan wewenang BWI 
 
Waktu 
2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Tugas dan wewenang BWI  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati tugas dan wewenang BWI 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 2 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Tugas dan wewenang BWI 
Kelompok 2: Organisasi BWI 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik tentang tugas dan wewenang BWI  
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
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Badan Wakaf Indonesia 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang tugas dan wewenang BWI 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mengetahui tugas dan wewenang BWI 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah tugas dan wewenang BWI! 
2. Berdiskusilah mengenai tugas dan wewenang BWI dengan teman 
sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
 
Tabel 7.1:  
Daftar Nilai Praktik Perwakafan 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 
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Badan Wakaf Indonesia 
Uraian Materi 
 
BADAN WAKAF INDONESIA 
 
Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 
maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga 
independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia 
berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat 
membentuk perwakilan di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kebutuhan. 
Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf; 
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional; 
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 
status harta benda wakaf; 
d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; 
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat 
bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, 
organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang 
dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugas BWI harus memperhatikan 
saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. 
BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan pertimbangan. Badan 
Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. 
Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan 
Wakaf Indonesia. 
Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia, 
masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang 
Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan 
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Badan Wakaf Indonesia 
masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf 
Indonesia ditetapkan oleh para anggota. 
Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 
(dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal 
dari unsur masyarakat. 
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, 
setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Dewasa; 
d. Amanah; 
e. Mampu secara jasmani dan rohani; 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 
g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang 
perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; 
dan 
h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan 
perwakafan nasional. 
Selain persyaratan tersebut di atas untuk menjadi anggota Badan 
Wakaf Indonesia ada persyaratan lain yang akan ditetapkan oleh Badan 
Wakaf Indonesia.  
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden. Sedangkan Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf 
Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian anggota diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.  
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 
Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan 
pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk 
selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 
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Badan Wakaf Indonesia 
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya 
terbuka untuk umum. 
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum 
berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 
Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah 
wajib membantu biaya operasional. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, 
persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan 
dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia 
dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit 
independen dan disampaikan kepada Menteri. Laporan tahunan 
diumumkan kepada masyarakat. 1 
Hambatan-hambatan dalam organisasi BWI 
Badan Wakaf Indonesia yang telah ditetapkan keberadaannya dalam 
Undang-Undang No. 41/2004 Tentang Wakaf, belum banyak masyarakat 
yang mengetahui tentang keberadaannya, sehingga jika terjadi 
permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang BWI, masyarakat 
masih kebingungan. 
Wewenang dan tugas BWI antara lain memberhentikan dan 
mengganti nadzir yang dalam pelaksanaannya masih terjadi simpang siur 
dengan tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. 
Badan Wakaf Indonesia perwakilan di setiap provinsi belum 
semuanya diangkat dan dilantik apalagi BWI perwakilan di setiap 
kabupaten/kota. Padahal persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas 
dan wewenang BWI semakin lama semakin banyak. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 47-61. 
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Badan Wakaf Indonesia 
1. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 
maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan 
lembaga independen. 
2. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf; 
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional; 
c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan 
dan status harta benda wakaf; 
d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; 
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
3. Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia dapat 
bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, 
organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain 
yang dipandang perlu.  
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan tugas dan wewenang BWI! 
2. Siapa saja yang boleh diajak kerja sama oleh BWI? 
3. Bagaimana tentang pembiayaan yang dimiliki oleh BWI dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya? 
4. Berdasarkan beberapa hambatan dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang BWI, berikan contoh hambatan tugas dan wewenang BWI 
yang terjadi di lingkungan saudara!  
5. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 




Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 47-61. 
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Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi 
pengelola wakaf (Nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang 
dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga 
diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola 
oleh institusi perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah yang 
keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi 
untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya 
dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor 
usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat 
dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami wakaf tunai baik menurut hukum 
Islam maupun hukum positif. 
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
tunai baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf tunai di lapangan). Di 
luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema wakaf tunai ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf tunai yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 




a. Menjelaskan syarat dan rukun wakaf tunai menurut hukum Islam 
b. Menjelaskan syarat dan rukun wakaf tunai menurut hukum positif 
 
Waktu 
2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Syarat dan rukun wakaf tunai 
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati syarat dan rukun wakaf tunai 
menurut hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Syarat dan rukun wakaf tunai menurut Hanafiyah 
Kelompok 2: Syarat dan rukun wakaf  tunai menurut Malikiyah 
Kelompok 3: Syarat dan rukun wakaf tunai menurut Syafi’iyah 
Kelompok 4: Syarat dan rukun wakaf tunai menurut Hanabilah  
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Kelompok 5: Syarat dan rukun wakaf tunai menurut hukum positif  
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik wakaf tunai di Indonesia 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik wakaf tunai   
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf tunai menurut hukum Islam dan 
hukum positif 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena wakaf tunai, 
misalnya di Bank Mu’amalat dan Bank Syariah lainnya! 
2. Berlatihlah melakukan wakaf tunai dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 96 
 
































4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
 
Tabel 8.1:  
Daftar Nilai Praktik Wakaf Tunai 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 




PENGERTIAN WAKAF TUNAI 
 
Kata Waqf (Jamaknya Awqaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang 
subtansi (Wujud Aktiva) nya dipertahankan, sementara hasil/manfa’atnya 
digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (Waqif), 
dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang 
melakukan amal nyata .1 
Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti 
tanah dan bangunan. Namun  dalam perkembangannya terdapat 
implementasi  wakaf  dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada 
masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai”  membuka 
peluang  yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, 
pendidikan, serta pelayanan social. Tabungan dari warga negara yang 
berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat 
wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf 
1 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, 
PKTTI-UI, Jakarta, 2001. 
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 97 
 
                                                 
































tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan 
ummat. 
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai 
merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf 
(Nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh 
masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan 
mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh 
institusi perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya 
akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, 
sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan 
diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan 
produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk 
pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.2 
Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Imam al-Zuhri (W. 124 H) yang menegaskan bahwa mewakafkan dinar 
hukumnya diperbolehkan, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai 
modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih.3 Hal 
senada dikemukakan oleh Ulama’ Syafi’iyah yang berpendapat; 
 "ِﻢْﻴِﻫَارَﺪﻟاَوِْﲑِﻧ�ََﺪﻟا ْىَا ﺎَﻤِﻬِﻔْﻗَو َزاَﻮَﺟ ِّﻰِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟا ِﻦَﻋ ٍرْﻮَـﺛ ْﻮُـَﺑا ىَوَرَو  
“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan 
wakaf dinar dan dirham (uang)”.4   
Hukum Wakaf Tunai 
Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf 
tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri 
memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan 
mata uang yang berlaku pada sat itu), dengan cara mrnjadikan dinar dan 
dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan 
keuntungannya sebagai wakaf.5 
2 Irfan Syauqi Beik, Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan, (ICMI online, Halal Guide, 
September, 2006) 
3 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud (Bairut: Dar Ibn–Hazm, 1997), 
20-21. 
4 Al-Mawardi, Hawi al-Kabir, tahqiq Mahmud Mathraji, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994) Juz IX, 
379. 
5 Abu Su’ud Muhammad, Risalah fi Jawazi., 20-21. 
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Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi 
membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-
’Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi 
memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ’Urf 
(adat kebiasan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang 
ditetapkan berdasarkan Nash.6 Cara melakukan wakaf tunai menurut 
madzhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem 
Mudharabah atau mubadha’ah, sedangkan keuntungannya disedekahkan / 
dipergunakan untuk kemaslahatan. 
Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan 
kebiasan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di 
wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf tunai bukan 
merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf 
tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada 
pendapat ulama’ Syafi’iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang 
mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan 
dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi 
wujudnya.7  
Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau 
eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, 
masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/ 
manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan 
perekonomian modern dewasa ini, wakaf tuani amat mungkin dilakukan 
dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan 
di perbankkan syari’ah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil 
wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk 
saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan 
menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama. 
Sejarah Wakaf Tunai 
Dalam sejarah peradaban Islam dapat diketahui bahwa wakaf 
pertamakali dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika 
6 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII), 
162. 
7 Al-Bakri, I’anatut Thalibin (Kairo: Isa Halabi, t.t) ,157. 
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membangun masjid Quba di Madinah, menurut versi yang berbeda wakaf 
pertama adalah merupakan wakaf yang dilakukan Rasulullah SAW ketika 
setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang 
Mukhairiq (orang Yahudi yang terbunuh ketika perang Uhud dan berpihak 
kepada Muslim), peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin 
Khattab serta sahabat-sahabat yang lain. Pada periode Abbasiyah, harta 
wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola 
oleh Qadi yang selalu dimonitoring. Pada periode Abbasiyah tersebut 
kemudian dibentuk Baitul Mal khusus untuk pengelolaan wakaf.8 
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat 
menggembirakan, pada masa itu wakaf tidak hanya sebatas pada benda 
tidak bergerak saja, akan tetapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. 
Tahun 1178 M / 572 H, dalam rangka mensejahterakan ulama’ dan 
kepentingan misi madzhab Sunni, Salahuddin al Ayyubi menetapkan 
kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandariyah untuk 
berdagang wajib membayar cukai. Tidak ada penjelasan pembayaran 
tersebut dilakukan dalam bentuk barang atau uang, akan tetapi 
kelazimannya pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai. Uang hasil 
pembayaran tersebut dikumpulkan dan diwakafkan kepada para Fuqoha’ 
dan para keturunannya.9 
Dinasti Mamluk menjadikan wakaf sebagai salah satu tulang 
punggung roda perekonomian negara, mereka mengeluarkan kebijakan 
dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang 
dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260–1277 M). Dengan 
undang-undang tersebut raja al-Dzahir memilih hakim untuk mengurusi 
wakaf dari masing-masing madzhab yang ada dan digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum, termasuk memelihara fasilitas yang 
ada di kota Mekkah dan Madinah. 
Penyebarluasan peraturan perwakafan ini semakin intensif dan 
semakin mudah dilakukan pada masa kerajaan Ottoman (Turki Usmani). 
Hal tersebut dimungkinkan karena kekuasaan kerajaan Turki Usmani 
menyebar luas hingga mampu menguasai sebagian bersar wilayah Arab. 
8 A. Malik al-Sayed; Social Ethics of Islam Vantage, NY, USA (1983) 
9 Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai: Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
Direktorat Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007, 14. 
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Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis 
mempermudah tersosialisasinya peraturan perundang-undangan 
perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H 
yang mengatur tentang tatacara pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara 
pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan 
wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-
undangan.10 
Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang wakaf yang menjelaskan 
tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah 
produktif dan berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut 
diperluas hingga pada manajemen pengelolaan pendapatan/ profit atas 
tanah wakaf tersebut yang ditampung dalam sebuah badan semacam baitul 
maal yang pengelolaan dananya dilakukan secara profesional untuk 
dimanfaatkan  bagi kemaslahatan masyarakat secara luas. 
Wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam 
mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan 
masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak 
memfasilitasi parasarjana dan mahasiswa melakukan riset dan pendidikan, 
sehingga mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan 
menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian tugas-tugas 
pemerintah. Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi 
pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas 
publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan pendidikan medis kini 
tidak hanya diberikan oleh sekolah-sekolah medis dan rumah sakit saja, 
akan tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-
universitas seperti al-Azhar Kairo Mesir yang dibiayai dari dana hasil 
pengolaan aset wakaf.  
Di Indonesia wakaf telah lama dikenal masyarakat, walaupun hanya 
dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, pemberian dana  wakaf biasanya 
hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang 
cukup besar dan umumnya diberikan  dalam bentuk harta tak bergerak. 
Sedangkan wakaf untuk harta bergerak belum begitu banyak dikenal oleh 
masyarakat Indonesia. Perbincangan pengelolaan wakaf yang dilakukan 
10 Ibid.,15. 
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secara profesional mulai menggeliat lagi di Indonesia setelah terjadi 
letupan interaksi dengan gagasan wakaf Tunai yang digulirkan oleh tokoh 
Ekonomi asal Banglades Yaitu Prof. M. A. Mannan, yang pada akhirnya 
muncul kreasi baru gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah 
dimulai oleh Dompet Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan Batasa 
(BTS) Capital dengan Program “Dompet Du’afanya”, PB. Matla’ul Anwar 
dengan Program  “Dana Firdausnya”, dan Bank Mu’amalat Indonesia 
(BMI) dengan Institusi barunya “Baitul Maal Mu’amalat”.11 
Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru, 
hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama’ 
Indonesia (MUI) baru memberikan fatwa terkait dengan masalah ini pada 
pertengahan bulan Mei 2002. Sementara landasan hukum Undang-undang 
Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru diundangkan pada tanggal 27 
Oktober 2004, sedangkan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
tentang pelaksanaannya diundangkan pada tnggal 15 Desember tahun 
2006. 
Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai masih belum 
maksimal sehingga sampai saat ini belum dirasakan  secara nyata oleh 
masyarakat banyak, tapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf 
tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya. 
Hambatan-hambatan dalam perwakafan 
Dalam pelaksanaan wakaf tunai masih terdapat kendala-kendala 
antara lain:  
1. Wakif belum tahu kemana ia menyetorkan sejumlah uang untuk wakaf 
karena sedikitnya informasi tentang hal tersebut. 
2. Nadzir sebagai pengelola harta wakaf masih simpang siur, apakah 
ditangani langsung oleh BWI pusat ataukah BWI perwakilan. 
3. Bank Mu’amalat dan Bank Syariah sebagai institusi penerima wakaf 
tunai tidak semuanya ditunjuk oleh BWI sebagai Lembaga Keuangan 
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). 
  
11 Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia; Direktorat Pengembangan Zakat dan 
Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tahun 
2005. 
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Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun 
oleh institusi pengelola wakaf (Nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf 
tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai 
dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga 
yang dikelola oleh institusi perbankkan atau lembaga keuangan syari’ah 
yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa 
dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul 
selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam 
berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya 




Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum 
positif di Indonesia! 
2. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai, 
berikan contoh hambatan wakaf yang terjadi di lingkungan saudara!  
3. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memotivasi kaum muslimin untuk melakukan wakaf tunai? 
4. Sebutkan beberapa contoh wakaf tunai yang maknanya sesuai dengan 
definisi wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif! 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
PAKET 9 





Secara faktual Wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum 
dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman 
diberbagai negara muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf tunai 
seperti, Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya, sudah saatnya 
umat Muslim Indonesia merumuskan konsep dan strategi pengelolaan dan 
pengembangan wakaf tunai secara intensif dan optimal. 
Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di 
Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau 
mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang 
membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional–konvensional, 
yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga 
yang mampu dan berada. 
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami konsep dan strategi 
pengembangan wakaf tunai baik menurut hukum Islam maupun hukum 
positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
tunai baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf tunai di lapangan). Di 
luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf tunai yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai 
 
Indikator 




2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai 
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati konsep dan strategi pengembangan 
wakaf tunai 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 2 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Konsep pengembangan wakaf tunai 
Kelompok 2: Strategi pengembangan wakaf tunai 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik tentang konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan konsep dan strategi pengembangan      
wakaf tunai 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah konsep dan strategi 
pengembangan wakaf tunai! 
2. Berlatihlah membuat konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai 
dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 









Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 107 
 































Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
 
Tabel 9.1: 
Daftar Nilai Praktik Konsep  
Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 




KONSEP DAN STRATEGI  
PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI 
 
Secara faktual Wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum 
dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman 
diberbagai negara muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf tunai 
seperti, Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya, sudah saatnya 
umat Muslim Indonesia merumuskan konsep dan strategi pengelolaan dan 
pengembangan wakaf tunai secara intensif dan optimal. 
Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di 
Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau 
mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang 
membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional–konvensional, 
yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga 
yang mampu dan berada. 
Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan 
dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana 
yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah 
dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga 
penjamin syari’ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu: 
1. Aspek Keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana 
Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). 
2. Aspek Kemanfaatan/Produktifitas; yaitu investasi dari dana abadi 
tersebut harus bermanfat dan produktif yang mampu mendatangkan 
hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya karena dari 
pendapatan inilah pembiayaan kegiatan  dan program organisasi 
wakaf dilakukan. 
Mengacu pada model dana Abadi tersebut, konsep dan strategi wakaf 
tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. 
Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan 
konsep dan straregi dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai 
(SWT) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan 
sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektifitas 
wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang 
hiterogen. Dengan konsep dan strategi tersebut paling tidak tedapat empat 
manfaat yang diperoleh diantaranya; 
1. Wakaf tunai jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai dengan 
kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas 
dapat mewakafkan harta benda sesuai dengan tingkat kemampuannya. 
2. Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong 
yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfatkan dengan model 
pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit serta sarana umum 
masyarakat yang bermanfaat luas. 
3. Dana wakaf tunai juga dapat disalurkan keberbagai fihak yang 
membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara 
kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas 
kemanfatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas. 
4. Dengan dana wakaf Tunai yang dikelola secara profesional dapat 
menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem 
sosial masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang 
tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing. 
Konsep dan strategi wakaf tunai dapat juga mengadopsi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan kita rintisan inovasi sebagaimana yang 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
dilakukan Profesor MA. Mannan yang mendirikan  SIBL (Social 
Investnent Bank Limited) di Banglades, SIBL memperkenalkan prodact 
Sertifikat Wakaf Tunai yang pertama kali dalam sejarah perbankkan. SIBL 
menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola keuntungan 
pengelolaannya dan disalurkan untuk tujuan maslahah ummah. 
Konsep dan strategi penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai paling tidak 
dapat bermanfat  untuk  tujuan;  
1. Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan  
sosial menjadi  modal sosial serta membantu mengembangkan pasar 
modal sosial. 
2. Meningkatkan Investasi Sosial. 
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya  
(berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap 
masyarakat sekitarnya. 
4. Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial, 
serta meningkatkan kesejahteran Umat. 
Persoalan yang harus segera diatasi adalah bagaimana dalam tataran 
implementasi penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat applicable dan 
feasible diterapkan di terapkan di Indonesia dengan melibatkan 
infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikan dengan 
struktur masyarakat dan kebudayan Indonesia. Dengan memperhatikan dan 
mengakomodasi kehawatiran sebagian kalangan terhadap penyalahgunan 
wakaf tunai, maka perlu dirumuskan sebuah mekanisme wakaf tunai yang 
menjamin keamanan dan terpeliharanya harta wakaf tunai untuk 
menghindari resiko pengurangan modal atau bahkan hilangnya modal 
wakaf tunai dalam konteks risk manajemen meskipun dana dari wakaf 
tunai diinvestasikan dalam usaha sektor riil.  
Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat 
berkembang, familier, diserap dan dipraktekkan masyarakat secara luas 
yang perlu diperhatikan adalah; 
a. Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana (fund rising) yaitu 
bagaimana wakaf tunai tersebut di mobilisasi secara maksimal dengan 
memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarannya 
disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju. 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
b. Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek 
produktifitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan 
tingkat visibelitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung 
dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito 
pada bank syari’ah, Investasi penyertaan modal melalui perusahaan 
modal ventura dan investasi portofolio lainnya. 
c. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (beneficaries) dapat 
diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam 
skala perioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa 
penyantunan (charity), pemberdayaan (empowerment), invertasi 
Sumber daya Insani (Human Investment), maupun investasi infra 
struktur (infra struktur invesment). Pilihan-pilhan tersebut tentunya 
dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang 
dikelola. 
Hambatan-hambatan dalam konsep dan strategi pengembangan wakaf 
tunai 
Dalam pembuatan konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai 
masih terdapat kendala-kendala antara lain:  
1. Konseptor tentang pengembangan wakaf tunai di Indonesia masih 
sedikit jumlahnya. 
2. Konseptor tentang strategi pengembangan wakaf tunai juga masih 
sedikit  
3. Masyarakat Indonesia belum memahami secara utuh tentang boleh 
atau tidaknya wakaf tunai. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Secara faktual Wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum 
dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman 
diberbagai negara muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf 
tunai seperti, Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya, sudah 
saatnya umat Muslim Indonesia merumuskan konsep dan strategi 
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Konsep Dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai 
pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai secara intensif dan 
optimal. 
2. Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di 
Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya 
jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang 
membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional–
konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya 
dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Bagaimana mengonsep perkembangan wakaf tunai! 
2. Apa strategi yang harus dilakukan untuk pengembangan wakaf tunai? 
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembuatan 
konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai, berikan contoh 
hambatan wakaf tunai yang terjadi di lingkungan saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
membuat konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai? 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
PAKET 10 




Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus dirumuskan sistem 
pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan 
tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Badan Wakaf 
Indonesia sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di 
Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir nadzir-nadzir yang 
telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang 
dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan 
dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara 
optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum. 
Untuk menjalankan keseluruhan target dan tujuan yang dirumuskan, 
maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf 
tunai yang berskala nasional memerlukan sumber daya manusia yang 
memiliki kemampuan, kemauan, komitmen dan profesional dalam 
pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf tunai dengan 
kontruksi sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang terintegrasi. 
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami sistem pengelolaan dana wakaf 
tunai baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
tunai baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf tunai di lapangan). Di 
luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema wakaf tunai ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf tunai yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami sistem pengelolaan dana wakaf tunai 
 
Indikator 




2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Sistem pengelolaan dana wakaf tunai   
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati sistem pengelolaan dana wakaf 
tunai  
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa mendiskusikan tema sistem pengelolaan dana wakaf tunai   
2. Presentasi hasil diskusi  
3. Selesai presentasi mahasiswa memberikan klarifikasi 
4. Praktik sistem pengelolaan dana wakaf tunai   
5. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik sistem pengelolaan dana wakaf tunai 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan sistem pengelolaan dana wakaf tunai 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Mahasiswa memilih sebuah fenomena sistem pengelolaan dana wakaf 
tunai. 
2. Berlatihlah melakukan sistem pengelolaan dana wakaf tunai dengan 
teman! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas! Mahasiswa lain mengamati dan 
memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing mahasiswa, dan tentukan 
pemenangnya! 
Tabel 10.1:  
Daftar Nilai  
Praktik Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 
90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang 
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SISTEM PENGELOLAN DANA WAKAF TUNAI 
 
Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus dirumuskan sistem 
pengelolaan yang standar pelaksanaannya dapat selaras dengan target dan 
tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. Badan Wakaf 
Indonesia sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di 
Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir nadzir-nadzir yang 
telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang 
dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan 
dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara 
optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum. 
Untuk menjalankan keseluruhan target dan tujuan yang dirumuskan, 
maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengelola wakaf 
tunai yang berskala nasional memerlukan Sumber Daya Manusia yang 
memiliki kemampuan, kemauan, komitmen dan profesional dalam 
pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf tunai dengan 
kontruksi sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang terintegrasi. Diantara 
sistem pengelolaan yang dapat diaplikasikan antara lain adalah: 
1. Sistem pemanfaatan Bank Syariah Sebagai Kustodian 
Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola dana wakaf tunai 
dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai yang kemudian dititipkan 
kepada bank Syari’ah. Wakif selaku orang yang berwakaf dapat 
menyetorkan dananya ke Bank Syari’ah atas nama rekening BWI 
yang ada di Bank Syari’ah tersebut dan akan mendapatkan Sertifikat 
Wakaf Tunai. Sertifikat Wakaf Tunai tersebut akan diadminstrasikan 
secara terpisah dari kekayaan Bank, karena Bank Syari’ah hanya 
berfungsi sebagai Kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakif 
terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI akan 
dikelola tersendiri dan hasil pengelolaan tersebut akan disalurkan 
sesuai dengan tujuan wakif. Hal tersebut dimungkinkan karena 
berdasarkan kamus perbankkan terbitan Bank Indonesia Tahun 1999, 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak 
lain berdasarkan satu kontrak. Dalam UU Nomor: 7 Tahun 1992 
tentang perbankkan sebagaimana yang telah di ubah dengan UU 
Nomor: 10 Tahun 1998 pasal 6 huruf I disebutkan bahwa bank umum 
dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan satu kontrak. secara konkrit SK.Dir. BI 
No.32/34/KEP/DIR tentang Bank umum berdasarkan prinsip Syari’ah 
pasal 28 ada beberapa aktifitas kustodi yang bisa dilakukan, yaitu: 
a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah 
berdasarkan prinsip wakalah (huruf: e); 
b. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahannya untuk 
kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip 
wakalah. 
2. Sistem pemanfaatan Bank Syari’ah sebagi Kasir 
Sistem kasir ini memanfaatkan Bank Syari’ah untuk 
menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan kedalam rekening 
Badan Wakaf Indonesia (BWI), perbedaannya dengan sistem 
kustodian dalam sistem ini Bank Syari’ah tidak mengadministrasi 
Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan BWI, Bank Syari’ah hanya 
memelihara rekening BWI sebagaimana yang lainnya yang akan 
mendapatkan bonus sesuai dengan jenis dan prinsip syari’ah yang 
digunakan baik itu berupa Giro, Wadhi’ah, tabungan Wadhi’ah 
ataupun Tabungan Mudlarabah. 
Tanggung jawab terhadap wakif, dalam pengelolaan dan 
distribusi dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia, 
dengan demikian BWI secara langsung berkomunikasi dengan 
lembaga penjamin untuk menjamin dana pokok wakaf tunai agar tidak 
berkurang. 
3. Sistem Pengelolaan wakaf tunai berbasis manajemen Bank Syari’ah 
Sistem ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk 
pemanfatan  antara lain; 
a. Bank Syari’ah sebagai pengelola (Fund manager) Dana Wakaf 
Tunai; sistem ini memanfaatkan keungulan perbankkan syari’ah 
dari sisi kemampuan profesionalisme dalam pengelolaan dana. 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama 
dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankkan 
syari’ah. 
b. Bank syari’ah sebagai Nadzir penerima dan penyalur dana wakaf 
tunai; Dalam sistem ini bank syari’ah hanya nadzir penerima dan 
penyalur saja, sedangkan fungsi pengelolaan dana  dilakukan oleh 
Badan Wakaf Indonesia BWI atau lembaga lain yang ditunjuk 
wakif. Dengan demikian secara otomatis tanggung jawab 
pengelolaan dana termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga 
penjamin berada pada pihak BWI atau lembaga Wakaf yang 
ditunjuk. 
c. Bank Syari’ah sebagai Nadzir, pengelola dan penyalur dana wakaf 
tunai; sistem ini memberikan kewenangan kepada bank syari’ah 
secara luas untuk menjadi Nadzir mulai dari penerimaan, 
pengelolaan, pengembangan serta distribusi wakaf tunai. 
Kedudukan bank sebagai lembaga pengelola dana wakaf (Nadzir) 
merupakan manifestasi dari fungsi keharusan bank syari’ah dalam 
mengelola tiga sektor ekonomi, yaitu: Corporete, Non formal dan 
voluntary sector.  
Adapun garis besar opersionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sosial yang sesuai 
dengan prinsip Syari’ah, sedangkan Bank atau lembaga yang ditunjuk 
sebagai Nadzir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif. 
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus 
terbuka dengan nama yang ditentukan wakif. 
3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana 
yang tercantum pada daftar sesuai dengan identifikasi yang telah 
dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syari’at. 
4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) 
tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu. 
5. Kuantitas dana wakaf tunai tetap utuh dan hanya keuntungannya saja 
yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan 
oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperolah akan 
bertambah selalu. 
6. Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit 
untuk tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. 
7. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau dapat 
juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara 
melakukan deposit pertama kalinya yang besarannya ditentukan 
kemudian, deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan 
pecahan masing-masing atau kelipatannya. 
8. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf 
tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif 
pada pengelola harta wakaf. 
9. Setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah 
wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, akan diterbitkan 
sertifikat.1   
Prinsip dan dasar-dasar peraturan  Sertifikat Wakaf Tunai dapat 
ditinjau kembali dan dapat berubah. Optimalisasi penggalangan dana  
dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan jaringan yang telah 
terbentuk. Pengelolaan dana akan disertai kerjasama dengan lembaga 
penjamin untuk memastikan tidak berkurangnya dana pokok Wakaf Tunai. 
Hambatan-hambatan dalam sistem pengelolaan dana wakaf tunai 
Sistem pengelolaan dana wakaf tunai dengan memanfaatkan Bank 
Syariah sebagai kustodian, sebagai kasir, dan berbasis manajemen Bank 
Syariah baru dilaksanakan sehingga masih sering terjadi kendala-kendala, 
antara lain: 
1. Penentuan Bank Syariah mana yang akan ditunjuk sebagai kustodian. 
2. Penentuan Bank Syariah mana yang akan ditunjuk sebagai kasir. 
3. Penentuan sistem apa yang akan digunakan dalam pengelolaan wakaf 
tunai berbasis manajemen syariah. 
 
 
1 MA. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam 
(CIBER-PKTTI-UI–Jakarta; 2001), 46. 
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Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pengelolaan dana wakaf tunai dapat memanfaatkan Bank 
Syariah sebagai kustodian  
2. Pemanfaatan Bank Syariah sebagai kasir. 
3. Sistem pengelolaan dana wakaf tunai dapat menggunakan sistem yang 
berbasis manajemen Bank Syariah. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf tunai yang efektif? 
2. Apa yang dimaksud dengan sistem pemanfaatan Bank Syariah sebagai 
kustodian? 
3. Apa yang dimaksud dengan sistem pemanfaatan Bank Syariah sebagai 
kasir? 
4. Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dana wakaf tunai 
berbasis manajemen Bank Syariah? 
5. Berdasarkan beberapa hambatan dalam sistem pengelolaan dana 
wakaf tunai, berikan contoh hambatan tersebut yang terjadi di 
lingkungan saudara!  
6. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
mengefektifkan sistem pengelolaan dana wakaf tunai? 





Mannan, M.A. Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen 
Keuangan Islam, PKTTI-UI, Jakarta, 2001. 
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Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
PAKET 11 





Perbincangan tentang wakaf tunai terjadi seiring berkembangnya 
sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-
inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen keuangan sosial dan 
perbankan sosial merupakan suatu produk baru dalam sejarah 
perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam 
perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai 
sektor perdagangan dan mudharabah atau musyarakah untuk membiayai 
investasi di bidang industri dan pertanian.  
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami wakaf tunai dan pengembangan 
ekonomi baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
tunai baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf tunai di lapangan). Di 
luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema wakaf tunai ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf tunai yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf tunai mereka 
akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi 
perkuliahan. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan 
untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang 
telah ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami wakaf tunai dan pembangunan ekonomi 
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Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
Indikator 




2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Wakaf tunai dan pembangunan ekonomi  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati wakaf tunai dan pembangunan 
ekonomi 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Wakaf tunai 
Kelompok 2: Pembangunan ekonomi 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik wakaf tunai dan pembangunan ekonomi  
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
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Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang wakaf tunai dan pembangunan ekonomi  
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf tunai dan pembangunan ekonomi  
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena wakaf tunai dan 
pembangunan ekonomi! 
2. Berlatihlah melakukan wakaf tunai dan pembangunan ekonomi 
dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
Tabel 11.1:  
Daftar Nilai Praktik  
Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 
90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang 
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Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
Uraian Materi 
 
MEMBUKA KEBUNTUAN WAKAF 
 
Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka belakangan. 
Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan 
pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai 
sebagai instrumen keuangan sosial dan perbankan sosial (social finance and 
voluntary sector banking), menurut M.A. Manan (2002) memang 
merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. 
Instrumen finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini 
berkisar pada murabahah1 untuk membiayai sektor perdagangan dan 
mudharabah atau musyarakah2 untuk membiayai investasi di bidang 
industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain 
yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf 
bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu. 
Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai 
sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim 
dengan tujuan murni ketaqwaan. Konsep wakaf seperti yang dipahami 
umat Islam ini sangat kurang, sehingga tidak dibahas dalam berbagai 
literatur ekonomi Islam. Wakaf hanya disinggung sedikit oleh M. Umer 
Chappra dalam buku-bukunya termasuk dalam bukunya yang mutakhir, 
The Future of Islamic Economics, sebuah buku yang paling komprehensif 
mengenai ekonomi pembangunan. 
Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena 
berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun 
lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda 
1 Penjualan dangan menggunakan prinsip murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk 
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Baca: 
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Makalah 
Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Batam, 
2002), 101.  
2 Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersma sesuai dengan 
kesepakatan. Lihat: Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah., 90.  
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Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf 
tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah 
definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan 
karena berkembangnya teori-teori ekonomi. Untuk mengkonsepsi wakaf 
tunai sebagai bagian dari konsepsi wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu; “menahan harta (baik 
berupa aset tetap maupun aset lancar –pen.) yang dapat dimanfaatkan 
tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan 
tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau 
mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah 
(tidak haram) yang ada”.3  
Kalau kita melihat hadis yang dijadikan dasar argumentasi wakaf, 
ternyata wakaf itu berbeda dengan zakat atau sadaqah, tapi masih bisa 
dikategorikan ke dalam konsep infaq. Jadi, infaq mencakup wakaf. Istilah 
wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Qur’an, tetapi lahir dari 
pandangan Nabi Muhammad SAW yang menjawab pertanyaan Umar bin 
Khattab, ketika ia ingin menginfaqkan sebidang tanahnya yang subur di 
Khaibar. Nabi pada waktu itu menawarkan, bagaimana kalau kebun itu 
dijadikan “babon” saja dan dipelihara kekekalannya, sedang yang 
dimanfaatkan adalah hasilnya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, yang 
implisit, bahwa tanpa mengelola tanah tersebut tidak mungkin dapat 
memanfaatkan hasilnya. Dengan demikian, jika di atas tanah tersebut 
langsung dibangun masjid, maka masjid tidak bisa menghasilkan suatu 
produk yang dimanfaatkan. Tapi jika tanah tersebut digarap dengan 
dimanfaatkan sebagai kebun kurma misalnya, maka hasilnya dapat 
dimanfaatkan, termasuk untuk membangun masjid. Kenyataannya, hasil 
wakaf itu diperuntukkan untuk menyantuni fakir-miskin. Namun sekarang 
ini, dalam praktiknya wakaf langsung dikonsumsi.  
Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau 
persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berujud 
benda tidak bergerak, terutama tanah. Kedua, dalam praktik, di atas tanah 
wakaf itu biasanya didirikan masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaan 
3 Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shafar 
1423. 
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wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu, juga 
terdapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu 
tidak boleh diperjualbelikan. Akibatnya di Indonesia, bank-bank mau 
menerima tanah wakaf sebagai agunan pinjaman. Padahal jika tanah wakaf 
bisa digunakan, maka organisasi massa (Ormas) semacam NU, 
Muhammadiah dan universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang 
diputarkan, dan menghasilkan sesuatu. Demikian pula, penggunaan tanah 
wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah 
asset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal jika 
beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai 
sektor produksi untuk suatu investasi, kalau perlu menjual suatu aset 
wakaf untuk dijadikan modal financial. Penjual harta wakaf semacam ini, 
telah diperbolehkan di Libia, dengan catatan dana hasil penjualan itu 
digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta 
tetap. Karena dengan penjualan itu, maka harta wakaf secara bersama-
sama dapat menjadi aset produktif (keuntungan, uang) yang dapat 
dimanfaatkan untuk umat.4  
Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang memacu timbulnya 
gagasan adanya wakaf di antaranya karena berkembangnya sistem 
perekonomian Islam. Berkembangnya perekonomian Islam tidak lepas dari 
“kegagalam” sistem perekonomian konvensional; sistem ekonomi kapitalis 
dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis gagal menjadikan 
masyarakat adil dan sejahtera.  
Sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan keuntungan 
sebanyak-banyaknya dan membiarkan penumpukan modal di segelintir 
kelompok tertentu (pemilik modal) dan tidak didistribusikan secara adil 
kepada masyarakat terutama fakir-miskin. Sistem ekonomi kapitalis 
mempercayakan transaksi ekomomi ke pasar, menihilkan peran negara 
dalam regulasi ekonomi, sehingga yang terjadi bukannya persaingan yang 
sehat, melainkan menyebabkan terjadinya persaingan yang timpang. 
Pemilik modal besar dapat memainkan pasar, sedangkan pemilik modal 
kecil atau konsumen harus tunduk terhadap pasar yang ditentukan oleh 
4 M. Dawam Raharja, Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Umat, (Makalah Workshop Internasional, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf”, 
di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002), 7. Tidak Diterbitkan.   
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pemilik modal besar. Juga, sistem ekonomi kapitalis rentan terhadap 
bebagai guncangan (untuk tidak mengatakan rentan terhadap krisis). 
Sebagai contoh adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 
1997.  
keguncangan yang kerap menghantam sistem ekonomi kapitalis 
karena segala transaksi ekonomi dipatok dengan standar nilai uang dollar 
AS. Padahal nilai uang dollar AS flukturatif tergantung kondisi sosial-
politik yang melingkupinya. Ketika kondisi sosial-politik mengalami 
gonjangan-gonjangan, maka berimplikasi terhadap gonjang-ganjingnya 
nilai dollar AS. 
Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi  
Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi 
semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu 
instrument untuk memperdayakan ekonomi umat Islam. Karena itu 
institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi 
wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak 
pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia. 
Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat 
penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan 
kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu keberadaan wakaf juga telah 
benyak menfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana 
dan prasarana yang memadai untuk melakuakan riset dan pendidikan, 
sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. 
Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari 
tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, 
seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Terdapat bukti-
bukti yang mendukung pernyataan sumber-sumber wakaf tidak saja 
digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi 
juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset sepeti untuk 
fotocopy, pusat seni dan lain-lain.  
Meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran 
yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita 
juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelola wakaf selain 
memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, salah urus (mis 
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management) kerap kali terjadi. Oleh karenanya strategi pengelolaan yang 
baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf5. Wakaf 
hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis 
investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan pada Nazhir, baik dari 
pemerintah maupun dari masyarakat6.  
Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk 
mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Monzer Kahf 
(ahli ekonomi Islam)7, gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, 
misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau 
untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih 
klasik. Kahf membedakan modal investasi wakaf kedalam dua modal; 
modal pembiayaan harta wakaf tradisional dan modal pembiayaan secara 
institusional.  
1. Modal pembiayaan harta wakaf secara tradisional  
Buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta 
wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta 
wakaf, yaitu Pinjaman, Hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan 
pembayaran lum sum yang cukup besar dimuka), Al-Ijaritain (sewa 
dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran 
pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima modal ini hanya 
penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada 
modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat modal 
yang lain lebih banyak untuk membiayai operasional dan 
mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula.  
Pinjaman digunakan untuk membiayai operasional dan 
pemeliharaan harta wakaf. Sebelum harta wakaf dipinjamkan, maka 
masyarakat harus mendapat izin dari dewan pengawas. Di dalam fikih, 
5  H.A.R. dan I. H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of islam, (Karachi Pakistan, South 
Asian  Publication, 1981), 624-628. 
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah sebagai Pengelola Dana Wakaf (Makalah 
Workshop Internasional, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif”, di 
Wisma Haji Batam, 7-8 januari 2002), 4. Tidak Diterbitkan.  
7 Monzer Kahf, Financing the Development of Auqaf Properti, (Kuala Lumpur: Irti, 1998), 
13-38.  
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 128 
 
                                                 































Wakaf Tunai Dan Pembangunan Ekonomi 
misalnya kita mendapatkan pembahasan tentang pinjaman yang 
dilakukan untuk merekonstruksi atau membangun kembali harta wakaf 
yang telah rusak atau terbakar. Pinjaman dapat diperoleh dari 
perorangan maupun dari lembaga keuangan.  
Modal hukr diperkenalkan oleh fuqaha’ guna mensiasati larangan 
menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, maka Nazhir 
(pengelola wakaf) dapat menjual hak dari harta wakaf dengan cara 
disewakan dalam jangka waktu yang lama, dan hasil sewa harta wakaf 
itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.  
Model Ijaratain menghasilkan sewa dalam waktu yang lama dan 
terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, berupa uang muka lumpsum yang 
besar untuk merekonstrusi harta wakaf, dan kedua, sewa tahunan. 
Pembayaran sewa tahunan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan 
secara priodik sesuai dengan masa sewa. Model ijaratain ini hampir 
sama dengan hukr. Tetapi titik bedanya, hukr hanya digunakan untuk 
membiayai pemeliharaan harta wakaf yang bersangkutan, sedang 
ijaratain hasil sewa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan 
sebagaimana tercantum dalam kontrak.  
Menambah harta baru terhadap wakaf yang lama, misalnya 
perluasan Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah yang diperluas 
selama pemerintahan Khalifah Umar, Usman, Bani Umayyah dan Bani 
Abbasiyah. Perluasan masjid itu dapat diartikan sebagai penambahan 
harta baru terhadap wakaf yang lama.  
Model substitusi berarti suatu pertukaran harta wakaf yang satu 
dengan harta wakaf yang lain. Pertukaran ini dilakukan karena harta 
wakaf yang awal tidak lagi bermanfaat atau kurang bermanfaat. Secara 
perinsip pertukaran harta wakaf ini tidak menyebabkan terjadinya 
peningkatan harta wakaf, hanya dapat memproduktifkan harta wakaf.         
2. Modal pembiayaan secara institusional 
Fikih terus berkembang, karena itu modal transaksi keuangan juga 
berkembang sesuai dengan tumbuh-berkembangnya lembaga keuangan 
Islam. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-
proyek tertentu yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam 
menginvestasikan dana wakaf harus berpegang teguh pada prinsip-
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prinsip investasi yang Islami, yaitu prinsip berbagi hasil, resiko, jual 
beli, dan sewa.8  
Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya seyogyanya 
dilakukan oleh Nazhir profesional, menurut fikih ada dua pandangan 
terhadap posisi Nazhir dalam kaitannya dengan masalah wakaf.  
Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir adalah penerima, 
penyalur sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. Kedua, pendapat yang 
menyatakan bahwa Nazhir hanya sebagai penerima dan penyalur harta 
(dana) wakaf, sedangkan pengelola harta (dana) wakaf harus dipisahkan 
dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari 
adanya kemungkinan negatif (moral hazard). Menilik kedua pendapat 
ini, maka Nazhir yang memungkinkan mengelola wakaf dengan 
menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan adalah pendapat 
yang pertama, sedang bagi pendapat yang kedua, siapapun yang 
mengelola harta (dana) wakaf agar produktif tidak dijelaskan.  
Munculnya bank-bank Syari’ah, terutama yang dimotori oleh 
bank-bank konvensional seperti BNI Syari’ah, Mandiri Syari’ah, 
Danamon Syari’ah dan lainnya menimbulkan optimisme di kalangan 
umat Islam dalam kaitannya dengan pengelolaan harta (dana) wakaf 
secara produktif. Untuk harta wakaf yang berwujud harta tidak bergerak 
seperti tanah dan bangunan, pihak bank Syari’ah bisa menerima jika 
dijadikan agunan/jaminan kredit sejumlah dana dalam rangka 
pengembangan harta wakaf yang lain. Sedangkan kalau dalam bentuk 
wakaf tunai, pihak bank langsung bisa mengelola, mengembangkan dan 
menyalurkan harta (dana) wakaf yang dipercayakan kepada bank 
tersebut. 
Difungsikannya perbankan Syari’ah sebagai Nazhir setidaknya 
memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan 
operasionalisasi harta (dana) wakaf, yaitu: (1) Memiliki jaringan kantor; 
(2) Kemampuan sebagai fund manager; (3) Pengalaman, jaringan-
jaringan informasi dan peta distribusi; dan (4) Memiliki citra positif. 
8 H. Karnaen A. Pewawataatmaja, S.E, MPA, Alternatif Investasi Dana Wakaf, (Makalah 
Worshop Indonesia, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf”, di Wisma Haji 
Batam, 7-8 Januari 2002), 4. Tidak Diterbitkan.  
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Kantor perbankan Syari’ah lebih luas dibandingkan dengan 
lembaga keuangan Syari’ah lainnya. Keunggulan ini memaksimalkan 
peran perbankan Syari’ah dalam mengelola harta (dana) wakaf baik 
langsung maupun tidak langsung. Menurut catatan Bank Indonesia 
(2001), perbankan Syari’ah memiliki jaringan kantor di seluruh 
Indonesia mencapai 174 kantor dan pertumbuhan jumlah kantor 
Syari’ah perbulan mencapai 2,1 persen. Fenomana ini menjadi faktor 
penting di dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf 
dan penyalurannya. 
Dengan jaringan kantor yang luas itu, diharap keberadaan produk 
wakaf tunai akan tersosialisasi secara maksimal, apalagi masyarakat 
memiliki akses yang tinggi terhadap jasa perbankan. Sebagai implikasi 
dan maksimalnya sosialisasi wakaf tunai dan jaringan kantor yang luas, 
maka tahap berikutnya penggalangan dana wakaf tunai juga akan 
maksimal. Begitu juga dengan aktifitas penyalurannya, karena jaringan 
kantor yang luas akan sangat membantu efektifitas dan efesiensi 
penyampaian harta (dana) wakaf kepada mauquf ‘alaih. 
Pada dasarnya, parbankan merupakan lembaga pengelola dana 
(masyarakat). Karena itu, lembaga perbankan seyogyanya memiliki 
kemampuan untuk mengelola dana (fund manager). Terkait dengan 
wakaf tunai, lembaga perbankan merupakan lembaga pengelola dana 
wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung 
jawabkan pengelolaannya kepada publik, terutama kepada wakif. 
Dengan memahami bahwa pilihan produk keuangan Syari’ah masih 
terbatas di pasar dalam negeri, maka pilihan untuk menginvestasikan 
dana wakaf pada produk-produk Syari’ah di pasar internasional terbuka 
lebar. Selain itu, penanaman modal di pasar internasional juga dapat 
dipandang sebagai upaya memperkecil resiko, melalui diversifikasi 
investasi dana. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana 
perbankan Syari’ah memiliki akses dan sekaligus berperan dalam pasar 
uang internasional. 
Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi menjadi 
faktor yang sangat penting bagi perbankan Syari’ah dalam 
mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf tunai. Jaringan informasi serta 
peta distribusi juga memungkinkan untuk terbentuknya database 
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informasi mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai 
termasuk oleh dana eks wakaf. Dalam kaitan dengan wakaf tunai, maka 
pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga perbankan, tidak saja akan 
mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf, akan tetapi juga akan 
mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai sesuai dengan yang 
diinginkan wakif. 
Selain itu, pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi 
merupakan faktor positif bagi lembaga perbankan Syari’ah. Sehingga 
diharapkan akan menimbulkan citra positif terhadap gerakan wakaf 
tunai itu sendiri maupun pada perbankan Syari’ah khususnya. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap 
perbankan Syari’ah akan menimbulkan akuntabilitas yang positif dari 
pengelolaan wakaf tersebut. Pemunculan citra positif tersebut 
dipandang penting, tidak saja untuk menyukseskan serta 
mengoptimalkan keberadaan wakaf tunai, akan tetapi juga sebagai 
upaya untuk menghindari citra yang kurang baik, seperti halnya yang 
terjadi pada pengelolaan dana pada umumnya.9  
Dengan melibatkan lembaga keuangan Syari’ah dalam 
pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf akan bisa 
diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. 
Dengan demikian, masyarakat (mauquf ‘alaih) yang akan merasakan 
manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. Akhirnya, area garapan 
dana wakaf untuk digunakan memberdayakan umat Islam semakin 
beragam.  
Hambatan-hambatan dalam wakaf tunai dan pembangunan ekonomi  
Wakaf tunai dan pembangunan ekonomi merupakan suatu istilah baru 
dalam perkembangan perwakafan di Indonesia oleh karena itu dalam 
peaksanaannya pasti ada kendala-kendala yang dapat menghambat 
kelancaran pelaksanaan wakaf tunai dan pembangunan ekonomi, antara 
lain: 
9 Tim Depag, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, 
(Jakarta: Depag RI, 2003), 52-54. 
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1. Wakaf tunai oleh sebagian ulama masih dianggap sebagai hasil 
interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai 
wakaf. 
2. Wakaf tunai sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk 
memperdayakan ekonomi umat Islam akan tetapi belum dieksplorasi 
semaksimal mungkin. 
3. Wakaf tunai merupakan dana publik karena dihimpun dari masyarakat 
luas yang seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat 
secara luas, akan tetapi hal ini belum terlaksana secara maksimal. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perbincangan tentang wakaf tunai terjadi seiring berkembangnya 
sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-
inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen keuangan sosial dan 
perbankan sosial merupakan suatu produk baru dalam sejarah 
perekonomian Islam. Instrumen finansial yang dikenal dalam 
perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk 
membiayai sektor perdagangan dan mudharabah atau musyarakah 
untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian.  
2. Dalam sistem ekonomi Islam wakaf tunai sangat potensial sebagai 
salah satu instrumen untuk memperdayakan ekonomi umat Islam. 
3. Wakaf tunai sebagai dana publik seyogyanya dimanfaatkan untuk 
kepentingan masyarakat secara luas.  
4. Hambatan pelaksanaan wakaf tunai sering terjadi disebabkan oleh 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya 
wakaf tunai tersebut.  
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian wakaf tunai menurut para ulama dan hukum 
positif di Indonesia! 
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2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai, 
berikan contoh hambatan wakaf tunai yang terjadi di lingkungan 
saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memotivasi kaum muslimin untuk melakukan wakaf tunai? 
5. Sebutkan beberapa contoh wakaf tunai yang maknanya sesuai dengan 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
PAKET 12 




Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai 
merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas 
yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Wakaf 
seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena 
itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, 
pengelolaannya harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami wakaf tunai sebagai dana publik 
baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
tunai sebagai dana publik baik yang artificial (seperti dicontohkan 
langsung oleh dosen) ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf 
tunai sebagai dana publik di lapangan). Di luar contoh tersebut, akan 
dipertimbangkan selama relevan dan mendukung tema wakaf tunai sebagai 
dana publik ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf tunai sebagai dana 
publik yang lebih efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan 
wakaf mereka akan diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan 
simulasi perkuliahan. Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga 
diharapkan untuk mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan 
indikator yang telah ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 
Kemampuan memahami wakaf tunai sebagai dana publik 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
Indikator 
Mahasiswa mampu: 
a. Menjelaskan wakaf tunai sebagai dana publik menurut hukum Islam 
b. Menjelaskan wakaf tunai sebagai dana publik menurut hukum positif 
 
Waktu 
2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Wakaf tunai sebagai dana publik 
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati wakaf tunai sebagai dana publik 
menurut hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Wakaf tunai sebagai dana publik menurut Hanafiyah 
Kelompok 2: Wakaf tunai sebagai dana publik  menurut Malikiyah 
Kelompok 3: Wakaf tunai sebagai dana publik menurut Syafi’iyah 
Kelompok 4: Wakaf tunai sebagai dana publik menurut Hanabilah  
Kelompok 5: Wakaf tunai sebagai dana publik menurut hukum positif 
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
5. Praktik tentang Wakaf tunai sebagai dana publik 
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang wakaf tunai sebagai dana publik   
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf tunai sebagai dana publik menurut 
hukum Islam dan hukum positif 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena wakaf tunai 
sebagai dana publik, misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, 
pondok pesantren! 
2. Diskusikan tentang wakaf tunai sebagai dana publik dengan teman 
sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
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WAKAF TUNAI SEBAGAI DANA PUBLIK 
 
Sejak awal harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai 
merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas 
yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Wakaf 
seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena 
itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, 
pengelolaannya harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Tiga syarat ini (professional, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan) tidak bisa ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, 
lebih-lebih wakaf tunai.  
Lembaga apapun yang telah memenuhi tiga syarat tersebut, pantas 
untuk mengelola wakaf tunai. Tiga syarat tersebut menjadi sangat penting 
dalam pengelolaan wakaf tunai, karena hak wakif (pemberi wakaf) atas 
asset (wakaf tunai) telah hilang. Tapi wakif sebagai konsumen dari 
pengelola wakaf memiliki hak, antara lain: 1. Hak untuk mendapatkan 
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa; 2. Hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; dan 3. Hak mendapatkan pembinaan dan 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
bimbingan sebagai konsumen (dari lembaga pengelola wakaf tunai). Hak 
yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya 
tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi 
mereka tidak mengetahui teknisnya. Tiga hak wakif sebagai konsumen dari 
lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi, hanya oleh lembaga yang 
telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas.  
Selain itu, agar wakaf tunai memberikan manfaat yang riil terhadap 
masyarakat luas, seyogyanyalah lembaga pengelola wakaf tunai 
menggunakan manajemen yang profesional. Manajemen wakaf tunai 
melibatkan tiga pihak, yaitu: (1) Pemberi wakaf (wakif), (2) Pengelola 
wakaf (Nazhir). Nazhir ini, nantinya juga bertindak sebagai manajer 
investasi, dan (3) Masyarakat yang diberi wakaf (mauquf alaih).  
Wakif akan memberikan uangnya sebagai wakaf kepada lembaga 
pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat 
luas yang membutuhkan. Karena itu, lembaga pengelola wakaf tunai 
seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:  
1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif 
2. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf 
3. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana 
wakaf 
4. Memiliki kemampuan untuk mencatat/membukukan sagala hal yang 
berkaitan dengan mauquf alaih, misalnya rekening dan peruntukannya. 
5. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat 
dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik.1   
Lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria untuk 
mengelola wakaf tunai adalah lembaga-lembaga keuangan Syari’ah. 
Belakangan banyak tumbuh berkembang lembaga-lembaga keuangan 
Syari’ah, semisal bank Syari’ah, asuransi Syari’ah, lembaga pembiayaan 
Syari’ah dan lainnya. 
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Makalah 
Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, Batam, 
2002.7. 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
Tumbuh-berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Syari’ah di 
Eropa Barat dan beberapa negara Islam, termasuk Indonesia merupakan 
respon terhadap gejala surplus dolar pada tingkat global. Surplus dolar itu 
membutuhkan penyaluran yang aman dan lembaga-lembaga keuangan 
Syari’ah-lah yang dianggap tepat untuk menampung surplus dolar tersebut. 
Sedang dalam konteks Indonesia, tumbuh-berkembangnya lembaga-
lembaga keuangan Syari’ah juga merupakan hasil kerjasama antara para 
ekonom dan profesional muslim, lulusan universitas-universitas di Barat 
yang berhasil membuat lembaga yang mampu mengelola modal.  
Sebagai salah satu contoh dari hasil rekayasa teknokrasi pada tingkat 
internasional adalah didirikan Islamic Development Bank (IDB) yang 
berpusat di Jeddah, Saudi Arabia. Modal IDB sebagian besar berasal dari 
nagara-negara penghasil minyak bumi, yang kebanyakan adalah nagara-
negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). 
Lembaga keuangan Syari’ah di Indonesia dalam bentuk bank Syari’ah 
berdiri berkat upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan 
Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1992. Bank Syari’ah 
tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang nilai assetnya 
sekarang mencapai lebih 1,5 triliun. BMI menjadi pelopor kehadiran bank-
bank Syari’ah dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Sekarang hampir 
semua bank konvensional membuka bank Syari’ah dan juga ada Takaful 
(asuransi Syari’ah) Indonesia.2 
Semestinya, lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal 
dapat juga menjalankan fungsi Nazhir (pengelola wakaf tunai), namun 
hingga sekarang pasar modal volatile. Karena itu bank, khususnya bank 
syari’ah dianggap tepat untuk difungsikan sebagai custodian (tempat 
penitipan uang). Bahwa bank tepat untuk dilibatkan dalam pengelolaan 
wakaf tunai dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif. 
Calon wakif diasumsikan mereka yang memiliki kelebihan 
likuiditas (memiliki anggaran keuangan yang lebih), terlepas seberapa 
besar likuiditas tersebut. Kelebihan likuiditas masyarakat sekarang ini 
2 Tim Depag, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003), 
69. 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
disimpan di bank. Calon wakif potensial tentunya dapat diketahui 
oleh bank, misalnya mengamati jumlah deposito, tabungan atau 
mutasi giro yang bersangkutan, sehingga akses kecalon wakif lebih 
mudah dilakukan oleh bank beserta dengan jaringannya.     
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan investasi.  
Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam berbagai jenis 
investasi, misalnya:  
a. Investasi jangka pendek: yaitu dalam bentuk mikro kredit. Bank-
bank telah mempunyai pengalaman dalam bentuk kerjasama 
dengan pemerintah untuk menyalurkan kredit mikro, seperti skim 
KPKM (Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro) dari Bank Indonesia 
(BI). 
b. Investasi jangka menengah: yaitu industri/usaha kecil. Dalam hal 
ini bank di Indonesia telah terbiasa dengan adanya beberapa skim 
kredit program KKPA, KKOP dan KUK (sesuai ketentuan BI).  
c. Investasi jangka panjang: yaitu untuk industri manufaktur, dan 
industi besar lainnya. Bank mempunyai pengalaman dalam 
melakukan investasi jangka panjang seperti investasi pabrik dan 
perkebunan. Bank pun mempunyai kemampuan untuk melakukan 
sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar3.  
Dalam menginvestasikan dana wakaf, hendaknya 
dipertimbangkan keamanan investasi dan profitabilitas usaha. Karena 
tanpa mempertimbangkan keamanan investasi dan profitabilitas 
usaha, dikhawatirkan dana wakaf tidak produktif atau bahkan 
mengalami penyusutan. Karena itu sebelum melakukan investasi dana 
wakaf, hendaknya dilakukan beberapa hal berikut ini:  
a. Analisis sektor investasi yang belum jenuh, melakukan “speading 
risk” dan “risk management” terhadap investasi yang akan 
dilakukan.  
b. “Market survey” untuk memastikan jaminan pasar dari output/ 
produk investasi.  
c. Analisa kelayakan investasi.  
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah ., 8. 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
d. Analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk mengelola 
investasi.  
e. Monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan  
f. Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi.  
Lembaga yang memiliki kemampuan seperti yang disebutkan di 
atas adalah perbankan. Karena sifat bisnis bank adalah menyalurkan 
dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun 
modal kerja.   
3. Memiliki kemampuan untuk mengadministrasikan rekening mauquf 
alaih.  
Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk 
mengelola dana wakaf sekaligus memberikan manfaat kepada mauquf 
alaih, harus melakukan administrasi yang baik, sehingga menjamin 
bahwa setiap mauquf alaih mendapatkan manfaat atas dana wakaf. 
Dalam rangka merealisasikan pengadministrasian ini dibutuhkan 
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. SDM dan 
teknologi yang memadai itu dimiliki oleh bank. Karena bisnisnya 
bank memang mengelola rekening-rekening nasabah. Lebih dari itu, 
teknologi perbankan juga mampu manampung data base mauquf alaih 
yang akan mendapatkan manfaat dari dana wakaf.    
Hambatan-hambatan dalam wakaf tunai sebagai dana publik 
Wakaf tunai sebagai dana publik merupakan suatu istilah baru dalam 
perkembangan perwakafan di Indonesia, oleh karena itu dalam 
peaksanaannya pasti ada kendala-kendala yang dapat menghambat 
kelancaran pelaksanaan wakaf tunai sebagai dana publik, antara lain: 
1. Wakaf tunai oleh sebagian ulama masih dianggap sebagai hasil 
interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai 
wakaf. 
2. Wakaf tunai sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk 
memperdayakan ekonomi umat Islam akan tetapi belum dieksplorasi 
semaksimal mungkin. 
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Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
3. Wakaf tunai merupakan dana publik karena dihimpun dari masyarakat 
luas yang seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat 
secara luas, akan tetapi hal ini belum terlaksana secara maksimal. 
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Wakaf tunai merupakan dana publik, karena dana wakaf dihimpun 
dari masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya 
untuk diwakafkan.  
2. Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas 
pula. Karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas 
maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara professional, 
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 
3. Hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai sebagai dana publik sering 
terjadi disebabkan oleh sebagian ulama masih dianggap sebagai hasil 
interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai 
wakaf. 
4. Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk 
mengelola dana wakaf sekaligus memberikan manfaat kepada mauquf 
alaih, harus melakukan administrasi yang baik, sehingga menjamin 
bahwa setiap mauquf alaih mendapatkan manfaat atas dana wakaf. 
Dalam rangka merealisasikan pengadministrasian ini dibutuhkan 
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian wakaf tunai sebagai dana publik menurut hukum 
Islam dan hukum positif! 
2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai 
sebagai dana publik, berikan contoh hambatan tersebut yang terjadi di 
lingkungan saudara!  
Buku Ajar Hukum Perwakafan di Indonesia Page 143 
 































Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik 
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memotivasi kaum muslimin untuk melakukan wakaf? 
5. Sebutkan beberapa contoh wakaf tunai sebagi dana publik yang 
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Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada 
bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf 
adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan 
mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Untuk mencapai maksud dan tujuan wakaf agar dapat berkembang 
dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat salah satu langkah strategis yang 
harus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata 
keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja, 
akan tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti 
mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang hasilnya dapat 
digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. 
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami wakaf produktif baik menurut 
hukum Islam maupun hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
produktif baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf produktif di lapangan). Di 
luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema perwakafan ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf produktif yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 




a. Menjelaskan pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut 
hukum Islam 




2 x 50 menit 
 
Materi Pokok 
Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif 
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati pengertian dan dasar filosofis 
wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut 
Hanafiyah 
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Kelompok 2: Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif  menurut 
Malikiyah 
Kelompok 3: Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut 
Syafi’iyah 
Kelompok 4: Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut 
Hanabilah  
Kelompok 5: Pengertian dan dasar filosofis wakaf produktif menurut 
hukum positif  
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik tentang wakaf produktif  
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang wakaf produktif   
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan wakaf produktif menurut hukum Islam 
dan hukum positif 
 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
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Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena wakaf produktif, 
misalnya di Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, pondok pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan wakaf produktif dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
 
Tabel 13.1:  
Daftar Nilai Praktik Wakaf Produktif 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 




PENGERTIAN DAN DASAR FILOSOFIS 
WAKAF PRODUKTIF 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada 
bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf 
adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan 
mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Untuk mencapai maksud dan tujuan wakaf agar dapat berkembang 
dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat salah satu langkah strategis yang 
harus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata 
keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah saja, 
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akan tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti 
mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang hasilnya dapat 
digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Pemunculan wakaf 
produktif, menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan 
kemiskinan yang akut.  
Terminologi Wakaf produktif dapat dipahami sebagai wakaf yang 
dilakukan untuk memperoleh perioritas utama yang bertujuan sebagai 
upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan  menghasilkan. Bentuk-
bentuk pengembangan potensi wakaf secara produktif adalah dengan cara 
pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, 
perdagangan, agrobisnis, pertambangan, serta usaha-usaha produktif lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 
Fungsi sosial dari perwakafan mengandung pengertian bahwa unsur 
kemanfaatan dan kemaslahatan  wakaf haruslah menjadi dasar utama yang 
melandasi perbuatan wakaf, dengan demikian aspek produktifitas harta 
wakaf merupakan sesuatu yang melekat dan tak terpisahkan dari wakaf 
tersebut, sehingga konsekuwensi logisnya adalah wakaf harus diamanatkan 
pada nadzir yang amanah dan professional guna dapat memberdayakan dan 
mengembangkan potensi wakaf agar menjadi produktif. 
Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan 
pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang 
dilakukan dalam pengelolaan wakaf produktif meliputi; Manajemen 
Sumber Daya Manusia Ke Nadziran, Pola  kemitraan usaha, bentuk 
pengelolaan benda/harta  wakaf bergerak, seperti saham dan sejenisnya 
serta dukungan political will pemerintah secara penuh yang di 
implementasikan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. 
Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional dan 
produktif dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan umat, khususnya di 
Indonesia, untuk itu dalam pengelolaannya paling tidak ada tiga filosofi 
dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara 
produktif yaitu; 
1. Pola manajemen yang terintegrasi; aspek ini membutuhakan design 
secara komprehensip tidak parsial, sehingga seluruh fungsi dan tujuan 
yang telah dirumuskan dapat terkelola secara optimal. 
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2. Asas kesejahteraan Nadzir; Nadzir merupakan factor yang dominan 
dalam pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf secara 
produktif, sebagai penghargaan atas amanah yang diemban tersebut 
selayaknya posisi Nadzir diperhatikan secara optimal dengan 
memberikan penghargaan secara proporsional sesuai dengan kapasitas 
dan tanggung jawabnya dalam mengupayakan pengembangan wakaf 
produktif. Dengan demikian Nadzir dapat di kategorikan sebagai 
profesi alternatif yang dapat diharapkan untuk mendapatkan 
kesejahteraan. Sebagai gambaran di Turki Badan/ lembaga pengelola 
Wakaf mendapatkan alokasi bagian 5 % dari net Income, demikian 
juga di Bangladesh, di India The  Central Waqf Caoucil  mendapatkan 
sekitar 6 % dari net Income, sedangkan di Indonesia  mendapatkan 10 
% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
produktif sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor: 41 Tahun 
2004. 
3. Asas Transparansi dan accountability; yaitu Badan Wakaf dan 
lembaga yang dibantunya harus melaporkan secara berkala terkait 
dengan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited 
financial report, termasuk kewajaran dari masing-masing pos 
biayanya.1 
Hambatan-hambatan dalam wakaf produktif 
Wakaf produktif sebagai dana publik merupakan suatu istilah baru 
dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, oleh karena itu dalam 
peaksanaannya pasti ada kendala-kendala yang dapat menghambat 
kelancaran pelaksanaan wakaf produktif sebagai dana publik, antara lain: 
1. Wakaf produktif oleh sebagian ulama masih dianggap sebagai hasil 
interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai 
wakaf. 
2. Wakaf produktif sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk 
memperdayakan ekonomi umat Islam akan tetapi belum dieksplorasi 
semaksimal mungkin. 
1 Syafi’i Antonio dalam pengantar buku; Menuju Era Wakaf Produktif, (Mumtaz Bublising, 
Jakarta; 2005), Viiii. 
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3. Wakaf produktif merupakan dana publik karena dihimpun dari 
masyarakat luas yang seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan 
masyarakat secara luas, akan tetapi hal ini belum terlaksana secara 
maksimal  
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada 
bagian kedua, pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi 
wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 
fungsinya dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis 
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum. 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan wakaf agar dapat berkembang 
dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat salah satu langkah strategis 
yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan peran wakaf 
sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan 
sarana ibadah saja, akan tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan 
umum, seperti mengembangkan potensi wakaf secara produktif yang 
hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. 
3. Hambatan wakaf produktif sering terjadi disebabkan oleh perbedaan 
pendapat tentang boleh tidaknya wakaf produktif tersebut. 
4. Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk 
mengelola dana wakaf sekaligus memberikan manfaat kepada mauquf 
alaih, harus melakukan administrasi yang baik, sehingga menjamin 
bahwa setiap mauquf alaih mendapatkan manfaat atas dana wakaf. 
Dalam rangka merealisasikan pengadministrasian ini dibutuhkan 
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum 
positif! 
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2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf produktif, 
berikan contoh hambatan wakaf produktif yang terjadi di lingkungan 
saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
memotivasi kaum muslimin untuk melakukan wakaf produktif? 
5. Sebutkan beberapa contoh wakaf produktif yang maknanya sesuai 






Syafi’i Antonio dalam pengantar buku; Menuju Era Wakaf Produktif. 
Mumtaz Bublising, Jakarta; 2005. 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
PAKET 14 
POTENSI DAN PENGEMBANGAN  




Hingga saat ini di Indonesia wakaf yang dikelola secara produktif 
masih belum maksimal, sebagaian bersar wakaf dikelola secara tradisional-
konsumtif sehingga sulit untuk berkembang dan dirasakan dampaknya 
secara luas oleh masyarakat. Padahal menurut data yang diliris oleh 
Kementrian Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat fantastis 
jumlahnya yang tersebar di 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2, 
75 % bersertifikat dan sekitar 10 % memiliki potensi ekonomis yang 
tinggi, dan masih banyak harta benda wakaf yang belum terdata. 
Meskipun wakaf telah terbukti menjadi solusi alternatif strategis 
dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan 
Islam, akan tetapi kenyataan dan fakta yang ada problematika perwakafan 
khususnya di Indonesia belum terselesaikan secara maksimal dari segi 
administrasi, pengembangan dan pemanfaatannya. Untuk itu analisa dan 
penerapan problem solving terkait strategi pengelolaan dalam rangka 
pengembangan wakaf secara produktif dan berkesinambungan, khususnya 
yang terkait dengan perwakafan tanah. 
Paket ini merupakan pengantar untuk meningkatkan kemampuan 
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami wakaf produktif baik menurut 
hukum Islam maupun hukum positif.  
Cakupan di atas disajikan dengan menampilkan contoh-contoh wakaf 
produktif baik yang artificial (seperti dicontohkan langsung oleh dosen) 
ataupun yang faktual (seperti pelaksanaan wakaf produktif di lapangan). Di 
luar contoh tersebut, akan dipertimbangkan selama relevan dan mendukung 
tema wakaf produktif ini.  
Langkah tersebut diupayakan untuk menggali ide-ide dan potensi 
kreatif mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan wakaf produktif yang lebih 
efektif. Dari sini, peta pengetahuan dan keterampilan wakaf mereka akan 
diketahui untuk kemudian dilakukan diskusi dan simulasi perkuliahan. 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
Penggunaaan multi media dalam perkuliahan juga diharapkan untuk 
mengoptimalisasi pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah 
ditargetkan. 
 
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan 
Kompetensi Dasar 




a. Menjelaskan potensi dan pengembangan wakaf produktif menurut 
hukum Islam  




2 x 50 menit 
Materi Pokok 
Potensi dan pengembangan wakaf produktif  
1. Menurut Hanafiyah 
2. Menurut Malikiyah 
3. Menurut Syafi’iyah 
4. Menurut Hanabilah  
5. Menurut hukum positif  
 
Langkah-langkah Perkuliahan  
Kegiatan Awal (15 menit) 
1. Menjelaskan kompetensi dasar 
2. Menjelaskan indikator 
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini 
4. Brainstorming dengan mencermati potensi dan pengembangan wakaf 
produktif menurut hukum Islam dan hukum positif 
Kegiatan Inti (70 menit) 
1. Mahasiswa dibagi dalam 5 kelompok 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema: 
Kelompok 1: Potensi   dan   pengembangan   wakaf  
    produktif menurut Hanafiyah 
Kelompok 2: Potensi   dan   pengembangan   wakaf  
    produktif  menurut Malikiyah 
Kelompok 3: Potensi   dan   pengembangan   wakaf  
    produktif menurut Syafi’iyah 
Kelompok 4: Potensi   dan   pengembangan   wakaf  
    produktif menurut Hanabilah  
Kelompok 5: Potensi   dan   pengembangan   wakaf  
    produktif menurut hukum positif  
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok 
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan 
klarifikasi 
5. Praktik tentang potensi dan pengembangan wakaf produktif  
6. Penguatan dan feedback  hasil diskusi dari dosen 
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan 
sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi 
Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Menyimpulkan hasil perkuliahan 
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat 
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa 
Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit) 
1. Memberi tugas latihan 
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya. 
 
Lembar Kegiatan Mahasiswa  
Praktik tentang potensi dan pengembangan wakaf produktif 
 
Tujuan 
Mahasiswa dapat mempraktikkan tentang potensi dan pengembangan 
wakaf produktif menurut hukum Islam dan hukum positif 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
Bahan dan alat 
Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.  
 
Langkah-langkah kegiatan  
1. Masing-masing kelompok, pilihlah sebuah fenomena tentang potensi 
dan pengembangan wakaf produktif, misalnya di Nahdlatul Ulama, 
Muhamadiyah, pondok pesantren! 
2. Berlatihlah melakukan diskusi tentang potensi dan pengembangan 
wakaf produktif dengan teman sekelompok! 
3. Praktikkan latihan di depan kelas secara bergiliran! Kelompok lain 
mengamati dan memberi nilai sesuai dengan ketentuan dalam tabel di 
bawah! 
4. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan 
pemenangnya! 
 
Tabel 14.1:  
Daftar Nilai Praktik Potensi Dan Pengembangan  
Wakaf Produktif 
KELOMPOK NILAI JUMLAH 
Perfomance Materi Analisis Aplikasi 
I      
II      
III      
 
Keterangan Nilai: 




POTENSI WAKAF PRODUKTIF 
 
Hingga saat ini di Indonesia wakaf yang dikelola secara produktif 
masih belum maksimal, sebagaian bersar wakaf dikelola secara tradisional-
konsumtif sehingga sulit untuk berkembang dan dirasakan dampaknya 
secara luas oleh masyarakat. Padahal menurut data yang diliris oleh 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
Kementrian Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat fantastis 
jumlahnya yang tersebar di 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2 
), 75 % bersertifikat dan sekitar 10 % memiliki potensi ekonomi yang 
tinggi, dan masih banyak harta benda wakaf yang belum terdata.1 
Ada beberapa kondisi dimana tanah wakaf di Indonesia dikelola 
secara konsumtif dan tradisional, yaitu:  
1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan 
diwakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya 
untuk kepentingan yang bersifat peribatdatan, seperti masjid, 
musholla, madrasah, pemakaman, yayasan yatim piatu dan lain 
sebagainya. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada 
kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata sehingga 
kondisi apapun yang akan terjadi terhadap harta wakaf tersebut 
didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga 
banyak yang terbengkalai. 
2. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan 
kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat 
seperti ulama’, kyai, ustadz, dan tokoh adat yang lain, dengan 
mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataannya sekarang banyak 
menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang 
menggugat para nadzir, atau banyak pula yang  disalah gunakan oleh 
para nadzir nakal dengan menjual sebagian atau seluruh harta wakaf 
yang ada. Sementara di lain pihak, orang yang diserahi untuk 
mengelola wakaf (Nadzir) tersebut ternyata tidak mempunyai 
kemampuan yang  baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal 
untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan. 
Akibatnya wakaf tidak terurus secara maksimal serta tidak menyentuh 
kepentingan masyarakat banyak. 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat  terhadap pendaftaran tanah wakaf, 
hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan 
pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.2 
1 Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif–strategis di Indonesia; Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam Departemen Agama 
RI, Tahun 2007, 37. 
2 Ibid., 39. 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
Dari problematika wakaf sebagaimana yang telah dipaparkan di atas 
mengakibatkan pengelolaan wakaf secara produktif dan professional sulit 
berkembang jika tidak ada upaya yang serius dari seluruh elemen 
masyarakat dalam rangka memperbaiki sistem dan profesionalisme 
pengelolaan wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor: 41 
Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 
2006 tentang pelaksanaannya. 
Pengelolaan secara wakaf produktif bertumpu pada potensi dan 
sumber daya Nadzir sebagai penanggung jawab pengelolaan harta benda 
wakaf, dengan demikian profesionalisme nadzir menjadi tolok ukur 
dominant dalam pengelolaan wakaf produktif. Kualifikasi profesionalisme 
nadzir secara umum memang masih berkutat pada persyaratan beragama 
Islam, baligh,  dan berakal sehat, kualifikasi utama selain hal tersebut 
harus  memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola wakaf 
secara professional serta memiliki sifat amanah, jujur dan adil. 
Akan tetapi persyaratan tersebut memerlukan penjabaran yang rinci 
agar dapat dijadikan tolak ukur standart dalam upaya pemberdayaan 
potensi nadzir dalam mengemban amanah wakaf agar dapat menjadi 
produktif. Untuk menjabarkan kualifikasi tersebut paling tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Syarat Moral, yaitu: 
a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah 
maupun perundang-undangan hukum positif 
b. Jujur, amanah, adil, ihsan, sehingga dapat dipercaya dalam proses 
pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf. 
c. Tahan terhadap berbagai macam godaan, terutama terkait dengan 
aspek perkembangan usaha. 
2. Syarat Manajemen, yaitu: 
a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership 
b. Visioner 
c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektualitas, sosial dan 
pemberdayaan 
d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta 
3. Syarat Bisnis: 
a. Mempunyai keinginan 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
b. Mempunyai pengalaman dan/atau siap untuk ditugaskan dan 
ditempatkan dimanapun 
c. Mempunyai insting kuat dalam mengembangkan wakaf produktif 
dengan melihat dan memanfaatkan peluang yang ada.3 
Mengacu pada Standar kompetensi Profesionalitas Nadzir 
sebagaimana di atas, maka potensi wakaf di Indonesia akan dapat 
produktif pengelolaannya, sehingga problematika yang selama ini menjadi 
hambatan perwakafan di Indonesia akan dapat teratasi. 
Pengembangan Wakaf Produktif 
Meskipun wakaf telah terbukti menjadi solusi alternatif strategis 
dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan 
Islam, akan tetapi kenyataan dan fakta yang ada problematika perwakafan 
khususnya di Indonesia belum terselesaikan secara maksimal dari segi 
administrasi, pengembangan dan pemanfaatannya. Untuk itu analisa dan 
penerapan problem solving terkait strategi pengelolaan dalam rangka 
pengembangan wakaf secara produktif dan berkesinambungan, khususnya 
yang terkait dengan perwakafan tanah. 
Di Indonesia masih terhitung sedikit masyarakat yang mewakafkan 
tanahnya dalam bentuk tanah produktif, dengan demikian diperlukan upaya 
untuk pengelolaan harta wakaf yang ada agar dapat mendatangkan 
kemanfaatan secara lebih luas yang tentunya harus dikembangkan secara 
produktif. Hal ini mendesak dilakukan karena dalam kenyataannya kondisi 
tanah wakaf yang ada cenderung tidak terkelola sebagaimana mestinya 
sehingga tidak mendatangkan kemanfaatan yang diharapkan sebagaimana 
tujuan yang diharapkan wakif sejak awal mewakafkan harta bendanya. 
Untuk itu upaya pengembangan harta benda wakaf khususnya tanah-tanah 
wakaf yang telah teridentifikasi secara konkrit agar dapat dikelola secara 
produktif dan dapat diberdayakan melalui upaya: 
1. Aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa. 
Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah merupakan faktor 
produksi penting yang mencakup semua sumber daya alam yang 
digunakan dalam proses produksi, seperti, kesuburan tanah, sifat-sifat 
3 Persyaratan tersebut dikemukakan Eri Sudewo, Mantan CEO Dompet Dhuafa’ Replubika. 
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Potensi dan Pengembangan Wakaf Produktif 
sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Oleh karena itu tanah 
wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam 
rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejarteraan masyarakat. 
Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang 
dapat menghasilkan keuntungan baik melalui produk barang atau jasa.  
2. Aset Wakaf yang berbentuk Investasi Usaha 
Aset wakaf ini adalah kekayaan lembaga ke Nadziran dari hasil 
pengelolaan usaha produktif  yang menghasilkan keuntungan, 
sehingga dapat dikembangkan  melalui investasi kepada pihak ketiga 
atau lembaga Nadzir yang lain, bentuk investasi usaha yang dilakukan 
tentunya harus mengacu kepada standar dan prinsip syari’ah, yaitu: 
a. Akad Musyarakah; akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha 
yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih ( termasuk Nadzir 
Wakaf ) dalam satu usaha tertentu dengan  menyerahkan sejumlah 
modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan 
bersama. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua 
belah pihak secara proporsional. 
b. Akad Mudlarabah; yaitu kontrak/akad yang memuat penyerahan 
modal oleh pemilik modal (Sohibul Mal) untuk dikelola oleh 
pihak kedua yang digunakan untuk usaha produktif. Selain modal 
tersebut pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha, 
adapun keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian menurut 
nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi 
kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal.4 
Strategi Pengembangan Wakaf Produktif 
Dalam mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf 
produktif dan strategis dimana hampir semua wakif yang menyerahkan 
tanahnya kepada nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai 
operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang mendasar 
dan serius. Oleh karena itu diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah 
wakaf yang telah ada dapat diberdaya gunakan untuk kepentingan 
4 Bantuan Pemberdayan Wakaf Produktif; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat 
Jenderal Bimbingan Agama Islam Departemen Agama RI, Tahun 2008. 
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maslahat umat secara luas. Salah satu strategi riil yang dapat di 
implementasikan adalah dengan cara membangun kemitraan. 
Lembaga-lembaga nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan 
pihak lain yang mempunyai kecukupan modal untuk melakukan dan 
mendayagunakan aset wakaf. Jalinan usaha ini dalam rangka 
menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah wakaf 
yang telah ada. Tentunya proses kerjasama tersebut harus selaras dengan 
prinsip syari’ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudlarabah 
sebagaimana yang telah dijabarkan. Di antara pihak-pihak yang dapat 
dimungkinkan untuk kerjasama antara laian; 
1. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga 
jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain diluar 
lembaga wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap 
pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis. 
2. Investasi perorangan yang memiliki kecukupan modal untuk 
ditanamkan dalam bentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar 
nilai yang ada. Investasi perorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu 
pihak dengan komposisi penyahaman yang sesuai dengan kadar yang 
ditanamkan. 
3. Lembaga perbankkan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah yang 
lain sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang 
akan diberikan kepada pihak nadzir wakaf berbentuk kredit dengan 
sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank. 
Hambatan-hambatan dalam potensi dan pengembangan wakaf produktif 
Wakaf produktif sebagai dana publik merupakan suatu istilah baru 
dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, oleh karena itu dalam 
peaksanaannya pasti ada kendala-kendala yang dapat menghambat 
kelancaran pelaksanaan wakaf produktif sebagai dana publik, antara lain: 
1. Potensi dan pengembangan wakaf produktif oleh sebagian ulama 
masih dianggap sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah 
definisi atau pengertian mengenai wakaf. 
2. Potensi dan pengembangan wakaf produktif sangat potensial sebagai 
salah satu instrument untuk memperdayakan ekonomi umat Islam 
akan tetapi belum dieksplorasi semaksimal mungkin. 
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3. Potensi dan pengembangan wakaf produktif merupakan dana publik 
karena dihimpun dari masyarakat luas yang seyogyanya dimanfaatkan 
untuk kepentingan masyarakat secara luas, akan tetapi hal ini belum 
terlaksana secara maksimal.  
 
Rangkuman   
Dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat 
disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hingga saat ini di Indonesia wakaf yang dikelola secara produktif 
masih belum maksimal, sebagaian bersar wakaf dikelola secara 
tradisional-konsumtif sehingga sulit untuk berkembang dan dirasakan 
dampaknya secara luas oleh masyarakat. Padahal menurut data yang 
diliris oleh Kementrian Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia 
sangat fantastis jumlahnya yang tersebar di 403.845 lokasi dengan 
luas 1.566.672.406 M2, 75 % bersertifikat dan sekitar 10 % memiliki 
potensi ekonomis yang tinggi, dan masih banyak harta benda wakaf 
yang belum terdata. 
2. Meskipun wakaf telah terbukti menjadi solusi alternatif strategis 
dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah 
perkembangan Islam, akan tetapi kenyataan dan fakta yang ada 
problematika perwakafan khususnya di Indonesia belum terselesaikan 
secara maksimal dari segi administrasi, pengembangan dan 
pemanfaatannya. Untuk itu analisa dan penerapan problem solving 
terkait strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara 
produktif dan berkesinambungan, khususnya yang terkait dengan 
perwakafan tanah.Pengertian wakaf itu sangat beragam dan 
berkembang. Wakaf sendiri lebih diartikan sebagai perbuatan hukum 
untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau 
kesejahteraan umum menurut syariah. 
3. Hambatan tentang potensi dan pengembangan wakaf produktif sering 
terjadi disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya 
pengembangan wakaf produktif. 
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4. Nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif untuk 
mengelola dana wakaf sekaligus memberikan manfaat kepada mauquf 
alaih, harus melakukan administrasi yang baik, sehingga menjamin 
bahwa setiap mauquf alaih mendapatkan manfaat atas dana wakaf. 
Dalam rangka merealisasikan pengadministrasian ini dibutuhkan 
sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang memadai. 
 
Latihan  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan pengertian potensi dan pengembangan wakaf produktif 
menurut hukum Islam dan hukum positif! 
2. Bagaimana cara agar perbedaan pendapat di kalangan ulama itu dapat 
dipadukan antara yang satu dengan lainnya?  
3. Berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengembangan 
wakaf produktif, berikan contoh hambatan pengembangan wakaf 
produktif yang terjadi di lingkungan saudara!  
4. Sebagai mahasiswa, apa yang akan saudara lakukan dalam rangka 
mengembangkan wakaf produktif? 
5. Sebutkan beberapa contoh pengembangan wakaf produktif yang 
maknanya sesuai dengan definisi wakaf produktif menurut hukum 







Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf 
Produktif–strategis di Indonesia; Direktorat Jenderal Bimbingan 
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A. Proses Penilaian Perkuliahan 
Pengambilan nilai dalam mata kuliah Hukum Perwakafan Di 
Indonesia, ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana 
dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel 
Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian: 
1. Ujian Tengah Semester (UTS)  
 
UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 
paket I bahan perkuliahan (paket 1–6). Materi UTS diambil dari 
pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa 
pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 
1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal 





Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari 
keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas 
dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat 
futuristik dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan 
negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci 
diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa 
maksimal 100. 
 
3. Ujian Akhir Semester (UAS) 
 
UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 
paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari 
pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa 
pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 
1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal 
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Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa 
dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga 
pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi 
catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing 
mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran 
dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon 
terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah 
hal-hal lain yang perlu diamati). 
 
Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi 
penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor 
maksimal 100. 
Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi 
catatan-catatan penilaian performance atau membuat format sendiri. 
Catatan penilaian performance tidak diperkenankan langsung di dalam 
absen perkuliahan mahasiswa. 
 
B. Nilai Matakuliah Akhir Semester  
Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian 
Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester 
(UAS) 40 %, dan Performance 10 %.  
Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang 
mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut: 
 
Angka Interval Skor 
(skala 100) Skor (skala 4) Huruf Keterangan 
91 – 100 4,00 A+ Lulus 
86 – 90 3,75 A Lulus 
81 – 85 3,50 A- Lulus 
76 – 80 3,25 B+ Lulus 
71 – 75 3,00 B Lulus 
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66 – 70 2,75 B- Lulus 
61 – 65 2,50 C+ Lulus 
56 – 60 2,25 C Lulus 
51 – 55 2,00 C- Tidak Lulus 
40 – 50 1,75 D Tidak Lulus 
< 39 0 E Tidak Lulus 
  
Keterangan: 
a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang 
dengan memprogram kembali pada semester berikutnya. 
 
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus 
memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan 
hangus/gugur. 
 
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester: 
 
NMK =  (NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10) 
   100 
NMK = Nilai Matakuliah 
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester 
NT = Nilai Tugas 
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester 
NP = Nilai Performance 
 
d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, 
yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu 
kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa 
diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa 
mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai 
akhir bisa diperoleh. 
 
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di 
belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst. 
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